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kses untuk meraih pendidikan tinggi kini 

berada dalam belenggu yang semakin 

mengikat. Kenaikan biaya yang melambung 

tinggi menghancurkan impian masyarakat 
kelas menengah ke bawah, menutup rapat kesempatan 
mereka untuk mengenyam bangku kuliah. Sementara 
itu, upah orang tua yang tidak sebanding dengan 
lonjakan biaya pendidikan tidak lagi cukup untuk 
menutupi beban yang kian berat. 

Pendidikan seharusnya menjadi hak fundamental 
yang dijamin negara, bukan sekadar impian yang 
melayang. Namun, neoliberalisme telah mengubah 
pendidikan menjadi barang dagangan yang mahal, 
menunjukkan kegagalan fungsi negara 

Di bawah naungan pasar yang serba mengutamakan 
keuntungan, pemerintah seolah menjadikan pendidikan 
sebagai komoditas dagang yang harus dibayar sesuai 
harga pasar. Institusi pendidikan yang seharusnya 
menjadi tempat pencerdasan kini hanya menjadi mesin 
pencetak laba. Skema UKT yang awalnya diterapkan 
untuk menegakkan keadilan malah menyimpang dari 
tujuan semula, menyisakan mahasiswa dengan terpaksa 
mengambil kerja sampingan atau bahkan terpaksa 
meninggalkan bangku kuliah. 

Bukannya menawarkan solusi, beberapa institusi 
malah menyarankan pinjaman online sebagai jalan 
keluar, semakin memperburuk komersialisasi 
pendidikan dan menjerat mahasiswa dalam belenggu 
utang yang menghimpit. 

Melihat kenyataan ironis tersebut, BALAIRUNG 
menerbitkan majalah yang membahas polemik 
pembiayaan pendidikan tinggi. Berbeda dengan majalah 
edisi-edisi sebelumnya, isu kenaikan biaya pendidikan 
tinggi ditetapkan langsung oleh Redaktur Pelaksana 
dari kolaborasi empat divisi. Keempat divisi tersebut 
antara lain Redaksi, Penelitian dan Pengembangan, 
Produksi dan Artistik, serta Perusahaan. Keputusan 
tema ini diambil dengan menimbang peran dan 


tanggung jawab BALAIRUNG sebagai pers komunitas 
yang membawa wacana alternatif kepada publik. 

Dengan terbitnya majalah ini, BALAIRUNG berusaha 
berkolaborasi dalam pengawalan isu pendidikan yang 
tahun ini serentak dilakukan di berbagai daerah. 

Dan oleh karenanya, kami mengangkat empat rubrik 
tematik, yakni dua artikel Laporan Utama, Sisi Lain, 
dan Kajian sebagai artikel tematik yang menyoroti isu 
secara multidimensional. 

Diawali dengan Laporan Utama 1 yang menyoroti 
praktik regulasi pemerintah sebagai momok 
eksklusivitas pendidikan tinggi. Kemudian, Laporan 
Utama 2 yang membahas imbas pemangkasan biaya 
pendidikan terhadap kesejahteraan dosen dan tenaga 
kependidikan (tendik). Dilanjutkan dengan suguhan 
rubrik Sisi Lain yang menyuguhkan kisah mahasiswa 
yang terjerat Danacita (pinjol) sebab kuliahnya 
kelewatan mahalnya. Ketiga reportase sebelumnya 
akan ditutup dengan hasil penelitian dalam rubrik 
Kajian yang membahas tentang kemandekan gerakan 
pendidikan di UGM sebagai sebuah ilustrasi tentang 
lindapnya gerakan hari-hari ini. 

Selain keempat rubrik tematik, beragam artikel 
nontematik juga membawa topik-topik aktual, seperti 
permasalahan transisi energi, eksploitasi buruh dalam 
perkembangan kecerdasan buatan, kebebasan pers, dan 
masih banyak lagi. 

Lewat Majalah Edisi 60/Th.XXXIX/2024, kami 
berusaha untuk memantik nalar kritis sekaligus 
menggugah kepekaan pembaca dalam melihat isu di 
sekitarnya. Kami ingin memberikan suatu pandangan: 
polemik pembiayaan pendidikan tinggi tidak dapat 
terselesaikan hanya dengan menghadirkan mahasiswa 
dan pimpinan perguruan tinggi di meja yang sama 
melainkan perlu adanya komitmen pemerintah pula. 
Selamat mengkritisi, mahasiswa! 
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Upeti Pendidikan Tinggi 


erita penetapan iuran pengembangan institusi 
pada setiap golongan uang kuliah tunggal (UKT) 
seleksi mandiri UGM tak hanya mengejutkan 
satu-dua orang saja. Setidaknya pada ruang 
maya Twitter, berita itu cukup heboh selama beberapa 
waktu. Penolakan dan kecaman yang mengiringi 
bukan hanya datang dari mahasiswa saja, tetapi juga 
calon mahasiswa yang sudah terlanjur mendaftar jalur 
mandiri. Tidak lebih dari seminggu kemudian, daftar itu 
hilang dari laman resminya. Hanya tersisa satu kalimat 
penjelasan bahwa UGM sedang menunggu instruksi 
lebih lanjut. 

Hilangnya daftar iuran merupakan buntut dari 
serangkaian protes yang dilancarkan masyarakat. 
Beberapa mahasiswa dari berbagai universitas 
mendatangi gedung DPR, sementara mahasiswa di 
UGM memasang tenda dan mengokupasi halaman 
gedung rektorat. Gugatan disiapkan, tuntutan-tuntutan 
dikonsolkan, berbagai elemen masyarakat menyusun 
strategi agar peraturan itu dicabut. 

Pada saat yang sama, semangat itu membentang 
lebar melintasi samudra. Di bawah sengatan matahari 
ekuator, para buruh kampus dan mahasiswa bersama- 
sama melakukan aksi protes terhadap pemerintah 
Brasil.!2 Aksi mogok itu disulut oleh pemberhentian 
operasional puluhan universitas lantaran pengeluaran 
dana pemerintah pada bidang pendidikan dikurangi. 
Pengikisan dana itu bukanlah suatu kebijakan yang 
datang dari langit. Telah lama momoknya berkelana, 
menghantui pendidikan tinggi mereka, dari satu 
pemerintah ke yang berikutnya. 


1 MAJALAH BALAIRUNG 


Awalnya, masyarakat Brasil menikmati pendidikan 
tinggi berkualitas tanpa biaya pada institusi-institusi 
milik negara. Hal ini pun diperkuat dalam konstitusi 
tahun 1988 yang mencantumkan perihal otonomi 
kampus untuk mengatur sistem akademik, administrasi, 
dan keuangannya sendiri, beserta pembebasan biaya 
kuliah pada lembaga pendidikan negara.* Seiring 
tumbuhnya industrialisasi dan urbanisasi, kebutuhan 
akan pendidikan tinggi pun meningkat. Melihat 
institusi-institusi negeri yang belum memadai untuk 
mencukupi kebutuhan tersebut, terbuka celah bagi 
sektor swasta untuk masuk dan merespon kebutuhan 
pasar yang sedang mendulang tinggi.* 

Sekitar tahun '90-an, ada perubahan cara 
pandang yang tumbuh dalam tubuh pemerintah 
Brasil. Organisasi internasional, World Bank, 
mengeluarkan sebuah kajian analisis terkait reformasi 
pendidikan tinggi di Brasil. Dalam kajian tersebut, 
mereka menggarisbawahi pengeluaran negara yang 
berlebihan dan menyarankan beberapa langkah 
untuk meningkatkan tata kelola dan manajemen 
pendidikan tinggi, antara lain, penetapan biaya pada 
mahasiswa di universitas negeri, penghapusan subsidi 
bagi mahasiswa, pembentukan program pinjaman 
mahasiswa atau student loan bagi mahasiswa yang 
membutuhkan, dan penghapusan status dosen 
Aparatur Sipil Negara (ASN). Dokumen tersebut pun 
memperlihatkan tendensi terhadap sektor pendidikan 
swasta yang berhasil mengakuisisi kebutuhan pasar 
terkait pendidikan tinggi. 

Walau begitu, saran-saran tersebut tak berhasil 
diimplementasikan pada masa Presiden Fernando 
Collor (1990-1992) akibat perlawanan dari masyarakat 


yang begitu kencang. Belum menyerah, pemerintahan 
selanjutnya yang dipimpin oleh Fernando Henrigue 
Cardoso berhasil mengimplementasikan beberapa 
kebijakan yang selaras dengan World Bank. Beberapa 
darinya seperti, pemangkasan anggaran pendidikan, 
program-program yang mempercepat studi mahasiswa 
di bawah 3 tahun, dan pengupahan tenaga pendidik 

di institusi negeri berdasarkan kinerja individu. 
Pertumbuhan sektor pendidikan swasta tak terelakkan 
pada masa ini.” Setelah Cardoso, masa pemerintahan 
Presiden Lula da Silva (2003-2011) pun mempertahankan 
kebijakan sebelumnya, malahan menambah pendanaan 
pada sektor swasta dengan membiayai program 
beasiswa dan pinjaman mahasiswa." 

Kisah Brasil tentu terasa familier bagi kita. Terkait 
pendidikan, Indonesia pun tak luput dari cengkraman 
kemelut. Pasca-krisis moneter, beberapa Perguruan 
Tinggi Negeri (PTN) bergeser status menjadi Perguruan 
Tinggi Badan Hukum Milik Negara (PT-BHMN). Melalui 
PT-BHMN ini kampus-kampus diberi kebebasan 
mengelola keuangan melalui embel-embel otonomi 
kampus. Dengan itu pun pemerintah turut mengurangi 
perannya dalam menyubsidi biaya pendidikan. 


Untuk menambal kekosongan biaya dari 
subsidi pemerintah, kampus-kampus dengan 
status PT-BHMN pun disibukkan mencari 


uang melalui jasa-jasa pengetahuan, 
program studi (prodi) baru, beserta aset-aset 
yang ada. 


Misi mencari uang ini tak luput dalam pandangan 
Heru Nugroho, dosen Sosiologi UGM. Menilik adanya 
kecenderungan komersialisasi, Nugroho mengkritik 
pendidikan tinggi kini telah ter-Mcdonaldisasi 
lewat bukunya Mcdonaldisasi Pendidikan Tinggi." 

Ia mengambil konsep tersebut dari George Ritzer, 
seorang sosiolog Amerika. Mengenai Mcdonaldisasi 
atau Mcdonaldization ini, Ritzer menuliskan 

empat prinsip Mcdonaldisasi untuk mempercepat 
perputaran dan akumulasi kapital, yakni: efisiensi, 
kuantifikasi, keterprediksian, dan kontrol yang 
dibantu oleh teknologi.” 

Mcdonaldisasi pendidikan tinggi bisa kita lihat 
dalam program yang didorong oleh kampus-kampus. 
Prodi-prodi menghimbau dan mendorong mahasiswa 
untuk menyelesaikan studinya dalam rentang waktu 
tertentu, bahkan UGM sekarang membuka program 
fast track" yang mempersingkat masa studi mahasiswa 
menjadi 5 tahun untuk menempuh pendidikan S1 dan 
S2 sekaligus. Kualifikasi bagus/tidaknya suatu kampus 
dihitung melalui banyaknya prestasi mahasiswa, tinggi 
IPK yang diraih, juga jumlah penelitian yang berhasil 
dicetak kampus. Ada pula sistem yang memberikan 
prediksi masa depan bagi mahasiswa setelah lulus 
melalui program link and match? industri yang 
semakin disemarakkan. Mcdonaldisasi pun tak hanya 
mempengaruhi mahasiswa, tetapi juga para dosen 
yang kualitas jasa didasari pada pemenuhan borang- 
borang akreditasi. 

Semakin hari, semakin banyak program-program 
jalur masuk yang disediakan oleh universitas. Dibalut 
dengan narasi internasionalisasi, afirmasi, atau 
pemerataan peluang masuk, berbondong-bondong 
kampus-kampus merumuskan cara paling jitu untuk 
meraup kocek mahasiswanya. Program yang diklaim 


mempermudah akses dan menambah peluang masuk 
ke universitas pun tidak sepenuhnya menghapus 
disparitas pendidikan. Ia malah memperbesar 
kesenjangan dan mengorbankan para kelas menengah. 
Bantuan pinjaman yang dirumuskan kampus pun 
hanya memperparah situasi. 

Tak hanya mahasiswa, para buruh kampus pun 
ikut terseret dalam kebijakan-kebijakan tersebut. 
Pembukaan program-program seleksi baru 
menambah jumlah mahasiswa dan kelas yang harus 
diajar. Dengan sumber daya pekerja tak seimbang, 
dosen dan tenaga kependidikan pun dituntut 
mengambil beban kerja lebih. Berbalik dengan yang 
diharapkan, kondisi kerja mereka tak berangsur- 
angsur sejahtera ketika kampus menetapkan biaya 
pendidikan yang lebih tinggi. 

Kini, UGM telah menunda penetapan IPI di 
setiap golongan. Beberapa universitas pun juga ikut 
menundanya akibat surat pembatalan kenaikan UKT 
dan IPI yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal 
Pendidikan, Teknologi, dan Riset. Namun, ini bukan 
berarti mahasiswa dan calon-calon mahasiswa akan 
bebas dari genggaman biaya pendidikan mahal. 

Nyatanya perumusan skema biaya pendidikan yang 
begitu tinggi bukan semata-mata hasil kerja semalam 
Kemendikbud dan pemerintah. Biaya pendidikan tinggi 
merupakan masalah berkelanjutan. Ia pun telah terjadi 
dan turut diperhatikan sejak bertahun-tahun lalu. 

Maka untuk mengalahkannya, perlawanan juga 
tidak bisa hanya dilakukan dalam sehari atau seminggu. 
Perlu perlawanan yang berkelanjutan, menggandeng 
pihak-pihak yang lebih besar. Bersama-sama, 
perlawanan harus terus dikawal tuntas sampai tak ada 
lagi pihak-pihak yang terinjak. 

Akhir kata, selamat membaca dan tuntut terus 
keadilan pendidikan! [Redaksi] 
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Dekadensi Pendidikan Tinggi 


Kenaikan biaya pendidikan tinggi pasca munculnya PermendikbudristekNo. 2 
Tahun 2024 menjadi mimpi buruk bagi mahasiswa baru. Tak sedikit orang tua 
harus menjual aset hingga memutar otak demi mencukupi biaya tersebut. 
Apakah kini pendidikan tinggi sudah menjadi komoditas yang eksklusif? 


ala mentari mulai menghangat, Mahkamah 

Konstitusi (MK) mengadakan pembacaan 

putusan sidang Nomor 33/PUU-XI/2013 

MK. Perkara tersebut diajukan oleh Umar 
Mardhatillah, Junaedi, dan Yogo Danianto, sekelompok 
aktivis mahasiswa serta Aida, seorang ibu rumah 
tangga, untuk menggugat Undang-Undang (UU) Nomor 
12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Hari itu 
(29-04-2014), penggugat diwakili kuasa hukumnya dari 
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mendatangi 
gedung MK dengan sebuah harapan. Namun, usai 
sidang putusan dibacakan, keadaan berubah pelik. 
Berharap mendapatkan keadilan, Umar dan kawan- 
kawan justru dikecewakan dengan penolakan MK 
terhadap gugatan tersebut. 

Tak hanya para penggugat, kenyataan pahit 
tersebut telah menusuk harapan banyak pihak. Umar 
menganggap kehadiran UU tersebut sangat 
merugikan. Bahkan, tak hanya bagi para mahasiswa, 
tetapi juga dosen. “Bukan cuma kami yang merasa 
dirugikan, lirih Umar. 

Hingga hari ini, UU tersebut dipandang oleh 
para ahli dan aktivis pendidikan sebagai dalang 
mahalnya biaya pendidikan tinggi. Bagi Umar, 
momok menakutkan ini muncul dengan dalih 
otonomi kampus. Padahal, mudarat justru muncul 
dari UU tersebut. Kenaikan UKT, komersialisasi aset, 
hingga pemberlakuan pinjaman dana mahasiswa 
bermunculan sebagai momok bagi mahasiswa. 
“Dalam beberapa kasus, kampus menjadi sangat 
bergantung dengan dana-dana di luar dikti 
(pendidikan tinggi-red], terangnya. 


3 MAJALAH BALAIRUNG 


Perangkap IMF dan Bongkar-Pasang Kebijakan 
Pendidikan Tinggi 

Masih terekam tajam dalam ingatan Edi Subkhan, 
dosen Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi 
Universitas Negeri Semarang (UNNES), terkait 
kemunculan regulasi pendidikan tinggi. Menurutnya, 
kenaikan biaya pendidikan tinggi dimulai ketika 
Indonesia mematuhi resep organisasi ekonomi global. 
Salah satunya, International Monetary Fund (IMF) yang 
meresepkan pengurangan subsidi negara terhadap 
bidang tidak produktif seperti pendidikan. Hal ini 
dilakukan dengan dalih menjaga stabilitas ekonomi 
negara. “Pendidikan [dianggap-red] enggak produktif, 
karena hasilnya enggak langsung kelihatan, beda 
dengan korporasi besar” urai Subkhan. 

Menurut pakar pendidikan, Darmaningtyas, 
tunduknya pemerintah terhadap resep IMF terjadi 
akibat keterdesakan krisis moneter. “Salah satu pesan 
dari IMF saat itu adalah agar pemerintah mengurangi 
subsidi untuk kebutuhan dasar, termasuk di dalamnya 
pendidikan,” ungkapnya. Bagi Darmaningtyas, hal 
tersebut mengakibatkan adanya privatisasi terhadap 
pendidikan tinggi. 

Menurut Subkhan, wujud privatisasi pendidikan 
dilakukan dengan membuat mekanisme Perguruan 
Tinggi Negeri (PTN) menjadi seperti swasta. Pasalnya, 
pengelolaan PTN tetap ada, tetapi tidak lagi diposisikan 
sebagai tanggung jawab utama. “Enggak ada bedanya 
PTN dengan PTS, dari sisi subsidi sama-sama kecil, dari 
sisi organisasi mirip dengan PTS, tegasnya. 

Berdasarkan pemaparan Darmaningtyas, privatisasi 
pendidikan tinggi diimplementasikan melalui 


pengesahan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 
Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi 
Negeri sebagai Badan Hukum. Sebagai tindak lanjut, 
terbit serangkaian PP Nomor 152, 153, 154, dan 155 
Tahun 2000 yang menyatakan UI, UGM, ITB, dan IPB 
sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Milik 
Negara (PTN BHMN). Bagi Darmaningtyas, uji coba 
privatisasi dilakukan terhadap empat kampus tersebut 
karena menyita subsidi paling besar. “Ketika subsidi 
dari pemerintah kurang, maka [PTN-red] memungut 
uang kuliah yang tinggi dari mahasiswa” tegasnya. 

Melanjutkan Darmaningtyas, Subkhan menganggap 
bahwa praktik regulasi tersebut tidak sesuai 
dengan diksi otonomi akademik yang dipromosikan 
pemerintah. Pasalnya, otonomi hanya diberlakukan 
terhadap pengelolaan keuangan. Menurut Subkhan, 
kampus justru dicengkeram oleh aturan-aturan 
akademik. “Sebenernya enggak ada otonomi, yang ada 
hanya otonomi keuangan itu sendiri, tutur Subkhan. 

Meskipun biaya pendidikan tinggi tidak menjadi 
isu utama pergerakan pada tahun-tahun sebelumnya, 
Umar berkisah pergolakan regulasi pemerintah 
yang mengomersialisasi pendidikan tinggi memicu 
perlawanan dari mahasiswa. Ia menambahkan bahwa 
situasi menjadi kisruh pasca-isahkannya UU Nomor 9 
Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan. 
“Karena itu bisa mencabut hak-hak konstitusional 
masyarakat Indonesia untuk mendapatkan 
(pendidikan-red| tinggi,” jelasnya. 

Keberadaan UU Badan Hukum Pendidikan pada 
akhirnya tidak bertahan lama lantaran kebijakan 
tersebut dibatalkan oleh MK. Berdasarkan penjelasan 
Subkhan, UU ini dibatalkan karena tidak sesuai dengan 
Pancasila dan amanat UUD 1945 yang menyatakan 
bahwa pendidikan semestinya untuk rakyat. “Kalau 
menjadi badan hukum kan artinya ada status hak 
kewajiban tanggung jawab yang dialihkan dari yang 
asalnya milik negara menjadi milik badan hukum itu 
sendiri, tuturnya. 

Meskipun demikian, Darmaningtyas menyatakan 
pembatalan UU Badan Hukum Pendidikan bukanlah 
akhir dari polemik regulasi perguruan tinggi. Karena 
kemudian, muncul undang-undang baru yang 
bernada sama yaitu UU Pendidikan Tinggi. Umar 
menerangkan bahwa berdasarkan pasal 64 dan 65 
dalam UU Perguruan Tinggi, PTN dapat memilih untuk 
menjadi PTN badan hukum atau PTN-BLU (Perguruan 
Tinggi Negeri Badan Layanan Umum). Menurut Umar, 
hadirnya UU ini akan perlahan-lahan mendorong 
seluruh PTN untuk menjadi PTN-BH. “Karena itu 
dianggap sebagai world standard,” ucapnya. 

Sejalan dengan Umar, Subkhan menambahkan 
bahwa niat dan substansi UU Perguruan Tinggi ini 
sejatinya sama, yaitu untuk mengalihkan tanggung 
jawab dari pemerintah ke badan hukum. “Jadi, 
sekarang itu banyak sekali tanggung jawabnya. 

Semua kampus PTN-BH pasti pajaknya naik, dosen 
pajaknya naik,” ujarnya. 

Umar kemudian bercerita bahwa pada Agustus 
2012 setelah UU Perguruan Tinggi disahkan, para 
aktivis pendidikan dengan difasilitasi Komite Nasional 
Pendidikan di Jakarta mulai bergerak mempersiapkan 
proses judicial review. Terdapat beberapa pasal 
yang disoroti, seperti pasal perguruan tinggi asing, 
pinjaman dana mahasiswa, dan PTN-BH. “Kita melihat 
pemerintah enggan membiayai kampus, jelasnya. 

“Tahun 2014 diputus [gugatannya-red] lalu itu 
ditolak dengan alasan bahwa PTN-BH itu tidak untuk 
semua kampus, jadi pemerintah masih memberikan 


Laporan Utama 


dana, jelas Umar. Menurut Subkhan, kegagalan Umar 
dan aktivis lainnya di MK disebabkan kedudukan 
hukum yang kurang kuat. Bagi Subkhan, MK bisa 
mengabulkan judicial review apabila terdapat pihak 
yang benar-benar dirugikan. Dalam kasus tersebut, 
bukti empiris kerugian korban UU Perguruan Tinggi 
belum terlihat jelas. 


Biaya Mahal sebagai Kulminasi Kebijakan Pendidikan 
Diskusi panas perihal biaya pendidikan tinggi 
kembali dipicu pada awal tahun 2024 oleh Nadiem 
Makarim, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan 
Teknologi yang mengeluarkan Permendikbud No. 2 
Tahun 2024. Subkhan mengungkapkan bahwa kenaikan 
UKT di perguruan tinggi merupakan hal yang sudah 
dapat diprediksi. Ia melihat eskalasi biaya ini utamanya 
terjadi di kampus-kampus dengan status PTN-BH. 
“Memang naiknya UKT sudah kita prediksi terutama 
di kampus-kampus negeri yang oleh pemerintah 
semuanya didorong pindah status menjadi PTN-BH 
melalui program MBKM, tutur Subkhan. 

Menurut Subkhan, program Merdeka Belajar 
Kampus Merdeka (MBKM) yang mulai digalakkan 
Nadiem tahun 2020 mempunyai andil dalam eskalasi 
biaya perguruan tinggi. “Ada syarat-syarat yang 
dipermudah, lanjutnya. Subkhan menyebutkan bahwa 
program MBKM memberikan kemudahan akreditasi, 
pembukaan program studi, magang di luar kampus, dan 
perubahan status kampus menjadi PTN-BH. 

Syahdan, Subkhan berpandangan PTN-BH juga 
dituntut untuk mencapai status World Class University. 
Dosen UNNES tersebut menyebut biaya yang 
dikeluarkan untuk mencapai status tersebut pun tidak 
sedikit. “Kampus-kampus yang menjadi PTN-BH harus 
menyusun proposal untuk memenuhi kriteria World 
Class University. Jika subsidi terbatas, biaya kuliah pasti 
dinaikan” tutur Subkhan. 

Subkhan menekankan pentingnya menghasilkan 
PT'N yang berkualitas dengan biaya terjangkau di 
tengah regulasi yang cenderung mensegregasi kategori 
kampus saat ini. Ia berpandangan aturan ini bermasalah 
dan perlu digugat. “Masih mungkinkankah digugat ke 
MK dengan fakta kerugian yang nyata?” Tanya Subkhan. 

Menurut Subkhan, penundaan kenaikan UKT 
oleh pemerintah tidak menyelesaikan masalah ini. 
Lantaran pemerintah masih memiliki celah untuk 
menaikkan UKT, Subkhan menyebut kemungkinan 
biaya pendidikan akan semakin mahal pada tahun- 
tahun berikutnya. “Jika ditunda, berarti kapan lagi akan 
naik? Tahun depan? Ini hanya strategi politik untuk 
mengakhiri masa pemerintahan dengan baik,” ucapnya. 

Ketika ditanya perihal kenaikan UKT via pesan 
singkat WhatsApp, Tjitjik Srie Tjahjandarie, Sekretaris 
Jenderal Kemendikbudristek, tidak memberi respons. 
Sampai tulisan ini selesai pun jawabannya tak kunjung 
datang. Begitu pula dengan Dede Yusuf dan Agustina 
Wilujeng, anggotan Dewan Perwakilan Rakyat RI Komisi 
X bidang Pendidikan, Olahraga, dan Sejarah yang tak 
membalas pesan BALAIRUNG terkait kebijakan yang 
dikeluarkan Kemedikbudristek. [Aghits, Galih, Rajwa] 
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Kenaikan biaya kuliah melalui berbagai model pungutan pada mahasiswa nyatanya tak berimplikasi pada 
peningkatan kelayakan kerja para pekerja kampus. Pemangkasan subsidi pendidikan oleh pemerintah turut 
menjadi sumber kerentanan tersebut. Sampai hari ini, pekerja kampus masih menanti “sejahtera” di tengah 

pusaran komersialisasi pendidikan. 


emenjak ditetapkan sebagai PTN-BH pada 2013 

lalu, UGM turut merasakan pengurangan subsidi 

pendidikan dari pemerintah. Selama tiga tahun 

terakhir, penurunan tersebut tercatat dalam 
dokumen Peraturan Majelis Wali Amanat (MWA) UGM 
No. 3 Tahun 2020, No. 4 Tahun 2021, dan No. 5 Tahun 
2022. Penurunan ini diperparah pada 2023 dengan 
terjadinya pemangkasan besar-besaran atas Bantuan 
Pendanaan PTN-BH (BPPTNBH). 

Menurut Kajian Biaya Pendidikan Program Sarjana 
dan Sarjana Terapan Universitas Gadjah Mada tahun 
2024, nominal BPPTNBH yang diterima UGM terjun 
bebas dikarenakan meningkatnya status PTN-BH di 
Indonesia sementara total anggaran BPPTNBH yang 
relatif tetap. 

Lebih jauh, tercatat dalam kurun waktu lima tahun 
terakhir, terjadi pemangkasan berkala terhadap subsidi 
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 
yang diterima oleh UGM. Bagi Amalinda Savirani, 
Ketua Serikat Pekerja Fisipol, pemotongan anggaran 
bagi perguruan tinggi sudah bukan hal yang baru. 
Menurutnya ini adalah konsekuensi dari privatisasi atas 
sektor pendidikan yang terkandung dalam sistem PTN- 
BH sekarang. “Pemotongan anggaran pendidikan tinggi 
itu bentuk negara melepaskan tanggung jawabnya di 
sektor pendidikan,” ucap Linda. 

Selanjutnya, Linda menjelaskan bahwa pada sistem 
PTN-BH, peran pemerintah di sektor pendidikan 
dialihfungsikan menjadi skema pasar bebas melalui 
model kemandirian setiap perguruan tinggi. Ini 
dilakukan untuk mengisi ceruk pendanaan yang 
ditinggalkan subsidi negara. Salah satu cara yang 
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digalakkan kampus PTN-BH untuk mengisi ceruk 

itu adalah dengan menambah jumlah pendapatan 

di sektor pendidikan. “Kalau kebijakannya adalah 
meningkatkan pendapatan, ya salah satu [cara-red] 
adalah meningkatkan tarif pendidikan atau menambah 
jumlah mahasiswa,” ucap Linda. 


PENERIMAAN BANTUAN PENDANAAN PTN-BH 
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Selaras dengan itu, pada awal 2024, Wening 


Udasmoro selaku Wakil Rektor Bidang Pendidikan 
dan Pengajaran menyebutkan melalui kanal YouTube 
UGM Update bahwa UGM akan menerima sebanyak 
10.372 mahasiswa baru. Angka tersebut menunjukkan 
kenaikan jumlah yang signifikan dibandingkan dengan 
tahun-tahun sebelumnya. Pada 2021 penerimaan 
mahasiswa baru hanya berjumlah 9.210, kemudian 
melonjak menjadi 10.106 pada 2023. 
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Seiring dengan kenaikan penerimaan mahasiswa 
baru, program-program baru pun turut dibuka. Untuk 
program studi (prodi) sarjana di UGM, peningkatan 
jumlah program ini terealisasikan melalui pembukaan 
kelas-kelas International Undergraduate Program (IUP). 
Program tersebut lantas menambah beban kerja para 
dosen dan tenaga kependidikan (tendik). “Kalau ada 
IUP kan ada dua gitu (kelas yang perlu diajar-red], yang 
reguler sama yang IUP. Berarti nambah beban mengajar 
dan membimbing, keluh Linda. Terlebih, pembukaan 
kelas IUP terus meningkat di berbagai fakultas hingga 
ke prodi sarjana terapan. 

Nahasnya, peningkatan jumlah program dan 
mahasiswa itu tidak dibarengi dengan peningkatan 
jumlah dosen dan tendik. Berdasarkan angka statistik 
sumber daya manusia (SDM) pada situs Direktorat 
Sumber Daya Manusia, UGM mengalami penurunan 
pegawai selama setahun terakhir. Pada awal tahun 
2023, terdapat 8.224 pegawai yang dipekerjakan. 
Namun, angka tersebut terus menurun secara 
perlahan hingga jumlah terbaru pada Juli 2024 hanya 
menampakkan 7.834 pegawai. 


Beban Kerja Tak Seimbang 
Peningkatan yang tidak beriringan ini mempengaruhi 
kondisi kerja para dosen dan tendik. Menurut 
Rezaldi kelas yang idealnya berisi 40 mahasiswa bisa 
membengkak hingga 80 sehingga mengurangi kualitas 
pengajaran yang diterima mahasiswa. “Yang seharusnya 
bisa me-review satu-satu (tugas mahasiswa-red], 
akhirnya ya hanya menilai saja atau bahkan nilainya 
bisa sampai telat, jelasnya. 

Bukan hanya persoalan penilaian, kehadiran 
dosen dalam kelas pun juga menjadi masalah. Tak 
jarang dosen-dosen mengambil pekerjaan di luar 
kampus sehingga terpaksa meninggalkan kelas. Hal 
ini disebabkan oleh gaji pokok dan Insentif Berbasis 
Kerja yang diterima dosen masih belum mampu untuk 
menutupi pengeluaran sehari-hari. “Akhirnya, banyak 
dosen yang kemudian mencari pekerjaan tambahan 
karena insentifnya jauh lebih tinggi daripada gaji pokok 
dosen, jelas Rezaldi. 
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Gambar 2. Pemangkasan Subsidi APBN UGM 

“Kalo ga mroyek sama sekali ya defisit [pemasukan- 
red]; tambah Rezaldi. Ia melihat proyek-proyek 
tambahan yang diambil para dosen di luar kampus 
bukanlah sebuah anomali, melainkan suatu keharusan 
untuk bertahan hidup. Namun, Rezaldi menuturkan 
dirinya mendengar banyak keluhan kesehatan akibat 
mengambil pekerjaan tambahan sembari menunaikan 
kerja akademiknya. 

Tak sedikit dosen yang mengandalkan kerja 
pegawai mahasiswa untuk membantu pekerjaannya. 
Acep (bukan nama sebenarnya), tutor di salah satu 
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departemen Fisipol UGM, menuturkan tanggung 
jawabnya untuk menemani dosen dalam seluruh 
rangkaian kegiatan belajar mengajar (KBM) di 

dalam dan luar kelas. “Beban teknis [tutor-red] itu 
[mengurus-red] Google Drive, bikin Google Classroom, 
ngabsen, terus nyiapin file presentasinya ditayangin di 
kelas gitu,” ungkap Acep. Pekerjaan teknis ini ia lakukan 
selama 14 pertemuan, 28-30 jam selama satu semester. 
Jam kerja tersebut menjadi kesepakatan awal dalam 
perekrutannya sebagai seorang tutor dan dicantumkan 
dalam berkas administrasi. 

Selintas, pekerjaan Acep terlihat mudah. Ia cukup 
hadir dalam setiap pertemuan KBM dan nantinya akan 
diupah sebesar 500 ribu rupiah. Namun, predikat itu 
runtuh saat ia dan tutor-tutor lainnya mendapatkan 
tugas tambahan, termasuk mengajar kelas yang 
tidak bisa dihadiri dosen karena beban kerja mereka 
yang juga sama banyaknya. “[Padahal-red] kita tidak 
memiliki kewenangan memberikan materi ataupun 
mengajarkan sebuah materi,” keluh Acep. 

Hal yang sama pun dirasakan oleh Ambar (bukan 
nama sebenarnya), mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya 
(FIB) UGM. Di tengah kesibukannya sebagai mahasiswa 
kala itu, ia ditarik bekerja sebagai admin prodi untuk 
menggantikan admin sebelumnya yang akan lulus. 
Sebulan sebelum resmi bekerja, ia menemukan dirinya 
telah dikejar kerja-kerja administrasi dengan dalih 
pelatihan. 

Semasa pelatihannya, Ambar ditugaskan 
merekap berbagai laporan administrasi. Tak hanya 
itu, ia juga disuruh membantu mengurus masalah 
pengakreditasian internasional. “Ekspektasi aku itu, aku 
nanti bakalan di dalam ruangan aja. Ternyata mondar 
mandir, ucap Ambar. Bahkan, ia tak jarang dihubungi 
untuk dimintai tolong ketika sedang mengikuti KBM di 
kelas. 

Ambar pun harus membantu mengerjakan berbagai 
proyek dosen. Menurut penuturannya, para admin 
memang sering kali diminta mencari mahasiswa untuk 
membantu mengerjakan proyek masing-masing dosen 
di prodinya. Namun, jika tak ada yang menangkap 
tebaran jalanya, para admin lah yang harus turun 
tangan mengurusi proyek tersebut. “Tapi pengennya 
si admin ini dapat anak lain biar dia ga capek sendiri,” 
jelas Ambar. 

Selain dosen, tendik juga merasakan permasalahan 
dalam aktivitas kerjanya sebagai pekerja kampus. 
Temuan Rezaldi mengungkapkan bahwa setiap tendik 
dengan status kontrak tidak mendapatkan insentif yang 
layak sebagai pekerja. Uang lembur dan tunjangan hari 
raya tidak pernah masuk ke rekening mereka. “Padahal 
pekerjaan yang dilakukan [tendik status kontrak-red] 
sama (dengan tendik berstatus tetap-redJ, ujarnya. 
Ditambah, tendik berstatus kontrak juga tidak 
mendapatkan jaminan sosial. 

Terkait pemangkasan subsidi pendidikan PTN-BH 
oleh pemerintah, Linda mengatakan bahwa memang 
tendik dan dosen tidak langsung terhadampak. Namun, 
beban kerja tendik dan dosen meningkat secara 
signifikan akibat kampus yang dipaksa menambah 
jumlah kuota penerimaan mahasiswa. 

“Kalau kesejahteraan yang dilihat adalah beban 
kerja yang bertambah, dosen dan tendik harus kerja 
lebih keras akibat pemotongan subsidi tadi,” ucap 
Linda (Allen, Abel, Dimas] 
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b [A “Pendidikan tinggi adalah pendidikan tersier, 
begitulah klaim yang diutarakan oleh Sekretaris 
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, 
dan Teknologi. Bangku perkuliahan, berdasarkan 

ihwal ini, tidak lagi dipandang esensial untuk masa depan. 
Pendidikan tinggi diperlakukan sebagai pilihan opsional 
karena wajib belajar hanya terhitung dua belas tahunan. 
Sementara itu, lowongan kerja mensyaratkan ijazah sarjana 
dalam genggam tangan. Pendidikan yang diperlakukan 
sebagai komoditas ini tak elak mengantarkan kita menuju 
Indonesia Cemas, alih-alih Emas. 

Kecemasan ini salah satunya dialami oleh Haikal, 
calon mahasiswa baru yang mendaftar Universitas Gadjah 
Mada (UGM) melalui jalur ujian mandiri. Ia mengaku risau 
terhadap penetapan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) 
bersamaan dengan diumumkannya kebijakan terbaru. UGM 
merupakan harapan terakhirnya sebagai universitas tanpa 
uang pangkal, uang pembangunan gedung, dan segala 
tetek bengeknya. “Kalau misalnya saya beritahu sekarang 
ke orang tua perihal IPI, kemungkinan enggak jadi ke Jogja, 
enggak jadi ikut tesnya [ujian mandiri-red|, tutur Haikal. 
Pada akhirnya, perumusan regulasi ini memudarkan asanya 
untuk mengejar ijazah. 

Jauh sebelum biaya pendidikan semakin digentayangi 
oleh IPI, polemik ini telah ditanggung oleh Timothy, 
mahasiswa Universitas Diponegoro angkatan 2020. Pada 
awal perkuliahan, Timothy dijatuhi UKT golongan tertinggi 
sebesar Rp9.500.000,00. Nominal yang cukup mengejutkan 
itu sudah ia sanggah melalui permohonan banding. 
Sayangnya, pengajuannya ditolak. Alhasil, selama dua 
tahun lebih, Timothy dan keluarganya mengusahakan uang 
tersebut sembari tertatih-tatih. 

Di penghujung semester lima, kondisi keuangan 
keluarganya memburuk saat ayahnya meninggal. Kini 
ibunya seorang diri menjadi tulang punggung keluarga, 
sementara adik dan kakaknya juga memerlukan banyak 
biaya. Ia tidak lagi sanggup membayar UKT dan dengan 
berat hati memutuskan cuti kuliah untuk mulai bekerja. 
“Enggak ada dana, ya udah harus, wajib gitu jalannya (cuti 
kuliah dan bekerja-red], biar bisa lanjut kuliah lagi,” ungkap 
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Timothy dengan getir. 

Pada akhirnya, Timothy bertolak menuju Kalimantan 
Selatan untuk mencoba peruntungan. Ia bekerja di bagian 
administrasi suatu perusahaan logistik. Tugas Timothy 
meliputi penginputan data, pencatatan pesanan toko, 
hingga pengaturan pengiriman. Di sana, ia digaji sesuai 
Upah Minimum Provinsi (UMP), yaitu Rp3.500.000,00 
setiap bulannya. “Sebagian besar gaji ditabung untuk bayar 
UKT, terangnya. Melalui kesempatan ini, Timothy dapat 
menyisihkan pendapatan untuk menebus biaya kuliah 
semester berikutnya. 

Selepas setahun bekerja, Timothy memutuskan untuk 
melanjutkan pendidikannya yang sempat tertunda. Ia 
terlebih dahulu mengajukan banding UKT kedua yang 
akhirnya mendapat persetujuan. Akan tetapi, jumlah 
tersebut tidak bisa turun secara drastis dan masih begitu 
memberatkan, dari semula Rp9.000.000,00 hanya menjadi 
Rp7.000.000,00. “Belum sesuai nominal UKT baru. Kemarin 
waktu ngajuin jauh lebih rendah sebetulnya, cuma yang 
disetujui segitu,” ujar Timothy. Dengan perasaan kecewa, ia 
memaklumi jumlah tersebut daripada harus semakin lama 
menunda kelulusannya. 

Di lain sisi, dilema mahalnya biaya pendidikan juga 
tak terelakkan bagi Aisyah, mahasiswa Universitas Negeri 
Semarang (UNNES). Aisyah, kala itu, baru saja menerima 
ijazah SMA yang ia tunggu-tunggu. Setelah melewati masa 
gap year setahun sebab ijazahnya tak kunjung diberikan 
imbas dari peraturan sekolah, ia akhirnya bisa memenuhi 
persyaratan pendaftaran perguruan tinggi yang ia 
dambakan. “Yang lain kuliah, otomatis jiwa pengin kuliah 
juga ada, kenang Aisyah. 

Pada masa pendaftaran mahasiswa baru tahun 2022, 
Aisyah memberanikan diri untuk mengikuti seleksi mandiri 
yang diadakan UNNES. Usahanya berbuah manis. “Aku 
jurusan BK (Bimbingan dan Konseling-redJ,” kenang Aisyah. 

Merasakan bangku kuliah yang telah lama dinanti 
terdengar menyenangkan bagi Aisyah. Namun, mengawali 
jenjang perguruan tinggi ternyata tak semudah itu 
untuknya. “Dari segi ekonomi, emang dari kondisi orang 
tua waktu itu lagi enggak bener, sebut Aisyah. Pekerjaan 


ibunya masih saja tak tetap, sementara ia tak bisa berharap 
banyak pada bantuan dana dari ayahnya. 

Belum selesai memusingkan kondisi finansial 
keluarga, Aisyah makin dibuat kelimpungan ketika UKT- 
nya ditetapkan. “Entah kenapa aku dapet UKT Golongan 
6, padahal udah masukin semuanya sesuai kehidupan 
nyata, keluhnya. Untuk Aisyah, nominal Rp5.900.000,00 
terbilang sangat besar. Belum lagi uang pangkal sebesar 
Rp20.000.000,00 yang mesti ia bayar kontan. 

Kebingungan mencari dana, Aisyah tak sempat 
mengajukan banding. Proses pengajuan penurunan 
UKT selalu dibarengi dengan syarat administrasi yang 
menurutnya rumit. Belum lagi pekerjaan ibunya yang saat 
itu adalah pekerja migran di Malaysia menyulitkannya untuk 
mendapatkan dokumen yang menjadi persyaratan banding. 
“Orang tua aku sendiri, kerja masih ganti-ganti. Itu enggak 
ada slip gajinya,” paparnya. 

Solusi atas problem Aisyah makin menipis saat ia tak 
memenuhi persyaratan pengajuan beasiswa Kartu Indonesia 
Pintar Kuliah (KIP-K). Namun, tak diduga, secercah celah 
justru muncul ketika ia asyik menggulir layar ponsel. “Ketika 
scroll di Instagram UNNES, ada postingan tentang namanya 
Danacita,” ujarnya. 

Konten Instagram yang Aisyah jumpai tersebut menjadi 
perkenalannya dengan Danacita yang telah bermitra dengan 
berbagai institusi pendidikan, termasuk UNNES. Mendaku 
diri sebagai “solusi pembiayaan” dana pendidikan, Danacita 
pada dasarnya merupakan perusahaan pinjaman online 
(pinjol). “Mereka [Danacita-red] membayarkan di awal ke 
universitas, nanti kita yang menyicil ke Danacita, jelas 
Aisyah. 

Sesuai ketentuan kerja sama antara Danacita dan 
UNNES, mahasiswa baru seperti Aisyah dapat memilih 
pengajuan cicilan UKT selama 6, 12, ataupun 24 bulan. Uang 
pangkal yang dibebankan pada mahasiswa jalur mandiri juga 
dapat dicicil dalam rentang waktu yang sama. Pengembalian 
biaya utama yang diajukan harus dibayar bersamaan dengan 
biaya platform bulanan pada kisaran 1.3-1.796 dan biaya 
pengajuan sebesar 396. 

Melihatnya sebagai opsi, Aisyah memutuskan untuk 
mengajukan pinjaman ke Danacita dengan cicilan 12 bulan. 
Selepas mengunggah dokumen yang diperlukan di laman 
web Danacita, pun swafoto dirinya dan ibunya memegang 
KTP masing-masing, ia sedikit bernapas lega. Tagihan biaya 
kuliahnya yang membludak berhasil terangkat sementara. 

Seperti halnya sang anak, pada mulanya Endah merasa 
Danacita dapat menjadi harapan bagi pendidikan Aisyah. 
“Awalnya tertarik karena dianggap sebagai solusi untuk 
membayar biaya kuliah ke universitas, yang bisa dicicil 
per bulannya, jelas Endah. Sebagai seorang ibu tunggal 
dengan penghasilan setara UMR Yogyakarta, mahalnya biaya 
pendidikan tinggi memang menaruh kegelisahan baginya. 
Oleh karenanya, Endah memandang Danacita sebagai opsi 
terbaik yang dapat ia dan anaknya pilih. Namun, harapan 
ini justru berubah menjadi beban berat yang menghantui 
keluarganya. 

Sedikit demi sedikit, cicilan Danacita semakin 
membebani keluarga Aisyah, terutama Endah dan kakaknya 
sebagai penanggung keuangan keluarga. “Ada banyak yang 
harus dikeluarin, misalnya buat adik, buat Danacita, buat 
diri sendiri, buat hidup,” ujar Aisyah. Sebab itu, seiring 
mendekatnya ujian akhir, Aisyah terpaksa mengambil 
keputusan. Ia akan membantu menafkahi keluarganya dan 
tak akan melanjutkan semester kedua kuliahnya. 

Selama masa cuti kuliah, Aisyah bekerja sebagai 
pramuniaga sebuah kios jenama busana. Gajinya ia gunakan 
untuk menutupi cicilan Danacita dan sebagian kebutuhan 
keluarga. Namun, upahnya tersebut tak lagi menutup 
utang uang pangkal Aisyah pada Danacita. Setelah sempat 
menunggak beberapa waktu, utangnya harus ditambah 
denda Rp100.000,00 per bulan saat telat membayar. Untuk 
menambal kekurangan biaya, ia bahkan sering lembur, 
pernah sekali ia lembur selama dua minggu demi sejuta 
rupiah upah tambahan. “Aku kerja dari jam 9 pagi, sampai 10 
malam, jelasnya. 


Kini, Aisyah resmi menjadi tulang punggung keluarga 
bersama kakak dan ibunya. Penghasilan ketiganya dibagi 
untuk semua kebutuhan bersama, termasuk mengongkosi 
adiknya yang telah memasuki tingkat ketiga di sekolahnya. 
Kendati demikian, Aisyah merasa bahwa penghasilan 
mereka masih jauh dari cukup. Ada keperluan yang tetap 
harus dikesampingkan, termasuk tunggakan Danacita. “Ini 
lagi fokus buat adikku aja dulu sekarang. Danacita pasti 
suatu saat bakal dibayar, tapi untuk sekarang, belum,” papar 
Aisyah. 

Aisyah sebetulnya selalu ingin berkuliah dan menikmati 
waktu luangnya, persis seperti teman seusianya. Di lain sisi, 
berkat Danacita, ia tak punya pilihan untuk tidak menukar 
masa mudanya dengan bekerja. Walau tetap kepayahan 
mencari uang, Aisyah bersikeras tidak ingin adik satu- 
satunya ikut putus sekolah demi menyelamatkan keuangan 
keluarganya. “Aku selalu bilang ke adikku, ‘Entar untuk 
uangnya, ada. Tenang aja, pasti ada,” tegas Aisyah. 

“Sebenarnya sedih karena kalau keuangan ada, 
mungkin dia [Aisyah-red] bisa lanjut kuliah” keluh Endah 
dengan nada pilu. Meskipun berat, Endah memahami 
situasi tersebut dan mencoba realistis dalam menghadapi 
kenyataan. Ia menyatakan bahwa tidak ada pilihan lain 
selain Aisyah cuti karena mereka tidak mampu membayar 
UKT 

Endah semakin kebingungan dan prihatin melihat 
mahalnya biaya kuliah di perguruan tinggi saat ini. “Dulu 
anak sulung saya juga kuliah di negeri, tapi biayanya tidak 
sebesar sekarang. Kenapa ya, negeri kok bisa besar sekali 
seperti itu?” ujarnya heran. Menurutnya, biaya kuliah yang 
tinggi menjadi penghalang besar bagi keluarga yang kurang 
mampu, merampas impian mereka untuk merasakan 
kesempatan pendidikan tinggi. 

Kegelisahan Endah turut dialami orang tua lain, 

Budi (bukan nama sebenarnya) menjadi salah satu orang 
tua yang harus menyekolahkan dua anaknya ke bangku 
perguruan tinggi. Salah satu anaknya kuliah di universitas 
swasta dan ia anggap adalah kemujuran saat anaknya yang 
lain diterima di Fakultas Kedokteran Hewan Universitas 
Gadjah Mada. Namun, tak disangka-sangka UKT yang 
didapatkan sebesar Rp19.000.000,00. 

Budi awalnya percaya diri karena berharap ada sistem 
angsuran dalam pembayaran biaya pendidikan seperti di 
perguruan tinggi swasta. “Enggak bisa nyicil, saya malah 
disuruh minjem ke bank,” tuturnya kesal. Harapan Budi 
untuk mendapatkan keringanan melalui angsuran sirna, 
menambah beban pikiran di tengah usahanya untuk 
memberikan pendidikan terbaik bagi anak-anaknya. 

Layaknya Budi yang tetap mengusahakan biaya 
pendidikan anak-anaknya, sampai saat ini Endah dan 
Aisyah pun masih harus bergelut dengan beban berat 
cicilan Danacita. Mimpi Aisyah menjadi seorang sarjana 
belum sirna, ia bekerja, mengumpulkan rupiah untuk 
mendaftar di Universitas Terbuka di kemudian hari. “Buat 
masuk kerja seenggaknya tetap minta S1 kan, aku butuh 
ijazah dan bisa dapet ilmulah, tutup Aisyah sembari 
memantapkan hati untuk tidak lanjut berkuliah di UNNES. 
(Defindra, Indira, Laura] 
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Cerai-Berai Mata Rantai 
Gerakan Pendidikan 


Meski telah lama disuarakan, pergerakan melawan pendidikan mahal tetap stagnan. 
Masalahnya berakar dari tak terjahitnya wacana-wacana yang ada. 


O Huda/BAL 


b Nak, kalau tidak melanjutkan kuliah di UGM 
gimana? Ibu tidak punya uang untuk bayar, 
begitulah kalimat pembuka artikel BALAIRUNG 
yang berjudul “Orang Tuaku Tidak Sanggup Bayar”. 

Artikel tersebut mengisahkan seorang mahasiswa baru 

UGM tahun 2023 yang bernama Merah (bukan nama 

sebenarnya), seorang anak buruh harian lepas yang 

hanya memiliki total penghasilan Rp2.850.000 per 
bulan, tetapi mendapatkan Uang Kuliah Tunggal (UKT) 
sebesar Rp8.550.000, biaya yang jelas tidak sanggup 
ditanggung oleh orang tuanya. Project Multatuli 

juga merekam cerita yang tidak jauh berbeda.?Zola 

(bukan nama sebenarnya) adalah mahasiswa Ilmu 

Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik (FISIP) UI. Ayah Zola adalah seorang polisi dan 

ibunya seorang penjual soto, potret sempurna dari 

keluarga kelas menengah yang sering kali menjadi 
korban mahalnya pendidikan tinggi. 

Akibat kondisi ekonomi keluarganya yang pas-pasan, 

Zola terpaksa harus bekerja untuk mencari penghasilan 

tambahan, terutama karena adiknya, Reza (bukan 

nama sebenarnya) merupakan mahasiswa tahun 2023 

di Fakultas Teknik UGM yang dikenakan UKT sebesar 

Rp12.500.000, memaksa ayahnya berutang hanya untuk 

melanjutkan pendidikan anaknya. 

Dua kasus tersebut hanyalah sedikit contoh dari 
banyaknya masyarakat yang tertindas akibat mahalnya 
biaya pendidikan tinggi. Menyikapi penindasan yang 
terjadi, mahasiswa tidak tinggal diam. Di UGM sendiri, 
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berbagai upaya telah dilakukan mahasiswa untuk 
melawan pendidikan mahal, mulai dari jalur litigasi 
dan nonlitigasi. Jika dilihat secara historis, belakangan 
ini isu pendidikan mahal di UGM dapat dikatakan 
mulai menjadi salah satu isu utama mahasiswa sejak 
penerapan kebijakan yang mirip uang pangkal dengan 
nama Sumbangan Sukarela Pengembangan Institusi 
(SSPI) pada 2022. Kala itu, mahasiswa berusaha 
melawan kebijakan tersebut dengan berencana 
melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha 

Negara (PTUN). Namun, seperti yang kita lihat, SSPI 
tetap berjalan dan pada 2023, SSPI digantikan oleh 
Sumbangan Solidaritas Pendidikan Unggul (SSPU). 
Tidak seperti SSPI, SSPU bersifat wajib, layaknya uang 
pangkal. Aksi tolak uang pangkal pun dilancarkan 
mahasiswa, tetapi hanya mencapai pelibatan mahasiswa 
dalam penerapan SSPU, bukan penghapusan.“ 

Ambil contoh, perlawanan seperti aksi “Haru 
Pendidikan Nasional” yang dilakukan bertepatan 
dengan Hari Pendidikan Nasional, 2 Mei lalu. Aksi 
tersebut merupakan respons dari melambungnya 
besaran UKT tahun ajaran 2024/2025. Massa aksi 
tersebut bubar dengan penandatangan pakta integritas 
oleh perwakilan rektorat untuk melibatkan mahasiswa 
dalam penentuan UKT. Kemudian, pada bulan yang 
sama, muncul aksi bertajuk “Its a Nice Week to 
Occupy Balairung” yang merespons kenaikan UKT 
dan penerapan Iuran Pengembangan Institusi (IPI). 
Mahasiswa melakukan demonstrasi dengan berkemah 


di depan gedung rektorat UGM selama lima hari 
berturut-turut hanya untuk berbincang sebentar 
dengan rektor UGM, Ova Emilia, yang meninggalkan 
forum tanpa memenuhi satu pun tuntutan dari 
mahasiswa. 


Berkaca dari aksi dua tahun ke belakang, 
tampak tidak ada capaian signifikan 
baik untuk isu yang dikawal maupun 
keberlangsungan gerakan. UKT terus 


naik dan kebijakan uang pangkal semakin 
mencekik setiap tahunnya. Impian akan 
pendidikan berkualitas yang aksesibel bagi 
semua kalangan pun semakin lama semakin 
tampak jauh di mata. 


Berangkat dari permasalahan di atas, BALAIRUNG 
menyelenggarakan penelitian berbasis analisis 
wacana Chantal Mouffe dan Ernesto Laclau untuk 
melihat hubungan antara hegemoni wacana mengenai 
pendidikan dengan kemandekan pergerakan 
melawan pendidikan mahal di UGM. Dalam hal ini, 
neoliberalisasi pendidikan yang menjadi wacana 
hegemoni dapat dianalisis dari sejarah pemberlakuan 
hukum mengenai otonomi kampus. Sementara itu, 
wacana-wacana tandingan dianalisis dengan metode 
wawancara terhadap empat belas aktor pergerakan 
dan non-pergerakan di UGM. Penelitian serupa pernah 
dilakukan oleh Agritama Prasetyanto dalam skripsinya 
yang berjudul “Gerakan Chilean Winter 2011 sebagai 
Gerakan Perlawanan Menentang Privatisasi Pendidikan 
di Chile”. 


Gerakan Kiri Baru Berbasis Perjuangan Hegemoni 
Dalam Hegemony and Socialist Strategy (HSS) (1985), 
Laclau dan Mouffe memperkenalkan ide mengenai 
gerakan sosial baru yang ingin lepas dari pendekatan 
Marxisme ortodoks. Mereka berargumen bahwa 
pendekatan Marxisme ortodoks terlalu terpaku 

pada perjuangan berbasis kelas sehingga tidak dapat 
menjelaskan kondisi sosial-politik kontemporer. 
Marxisme ortodoks yang membagi masyarakat 
secara kaku dan esensialis ke dalam kategori kelas 
pekerja dan pemodal menyebabkan teoritisasi yang 
membingungkan." 

Hal ini dikarenakan dalam realitas kapitalisme 
kontemporer, seseorang dapat menempati banyak 
identitas di waktu yang bersamaan, termasuk identitas 
kelas pekerja dan pemodal. Contohnya, seorang pekerja 
kantoran yang memiliki asisten rumah tangga. Orang 
tersebut adalah seorang pekerja dalam relasinya 
dengan atasan perusahaannya. Namun, orang tersebut 
merupakan seorang pemodal dalam relasinya dengan 
asisten rumah tangganya. 

Maka, akan membingungkan jika orang tersebut 
dikotakkan ke dalam kelas pekerja ataupun kelas 
pemodal. Laclau dan Mouffe berpendapat bahwa 
jarak antara realitas kapitalisme kontemporer 
dengan kategori-kategori sah Marxisme ini lah 
yang menyebabkan kebuntuan teoritis Marxisme 
pada pertengahan 1970-an.” Realitas kapitalisme 
kontemporer yang terbentuk dari kemenangan 
hegemoni neoliberalisme serta keruntuhan komunisme 
telah menciptakan krisis identitas kiri dan hilangnya 
antagonisme.” Gerakan kiri pun terjebak dalam 
kebingungannya mengidentifikasi kawan dan lawan. 


Dilatari kondisi tersebut, Laclau dan Mouffe 
berpendapat bahwa gerakan kiri baru harus dibangun 
di luar keterpakuan perjuangan kelas. Namun, ini bukan 
berarti gerakan kiri harus meninggalkan perjuangan 
kelas sepenuhnya. Gerakan kiri baru dari Laclau dan 
Mouffe menginginkan perjuangan melawan seksisme, 
diskriminasi seksual, kerusakan lingkungan, dan 
rasisme diartikulasikan bersamaan dengan perjuangan 
kelas pekerja." Oleh karena itu, prinsip utama dalam 
HSS adalah kebutuhan menciptakan rantai kesetaraan 
(chain of eguivalence) dari berbagai perjuangan 
demokrasi melawan berbagai bentuk subordinasi.” 
Namun, rantai kesetaraan hanya dapat dipahami dari 
lensa hegemoni sehingga analisis pergerakan sosial 
dalam HSS tidak akan bisa lepas dari konsep hegemoni. 

Hegemoni bagi Laclau dan Mouffe adalah nalar 
berlangsungnya sebuah wacana." Wacana sendiri 
bekerja lewat suatu proses pemaknaan yang melibatkan 
penanda (signifier) dan petanda (signified), konsep 
linguistik yang berasal dari Saussure. Mudahnya, 
penanda adalah suatu simbol material, seperti coretan 
ataupun suara, yang merepresentasikan suatu hal. 
Sementara petanda adalah konsep mental yang 
ditimbulkan oleh sebuah penanda." Tulisan “pohon” 
adalah sebuah penanda, sementara konsep pohon yang 
muncul di pikiran kita saat melihat tulisan “pohon” 
adalah petanda. Namun, dalam analisis Laclau dan 
Mouffe, pemaknaan dari suatu penanda tidak pernah 
bersifat tetap maupun final, melainkan contingent, 
bergantung pada praktik sosial yang bersifat historis. 
Dalam hal pendidikan misalnya, pemaknaan pendidikan 
sebagai suatu hal yang mahal atau murah, primer 
atau sekunder, berguna atau tidak berguna, akan 
selalu bergantung pada praktik sosial mengenai 
pendidikan yang dapat menyangkut hal seperti model 
institusi sekolah dan kebijakan pemerintah mengenai 
pendidikan di suatu waktu tertentu. 


Hegemoni terjadi ketika suatu penanda 
didominasi oleh satu pemaknaan atau 
petanda tertentu. Oleh karena itu, 
pertarungan wacana dalam memperebutkan 


hegemoni akan selalu berpusat pada suatu 
penanda kosong (empty signifier), yaitu 
penanda yang tidak memiliki petanda 
sehingga dapat diisi oleh berbagai makna 
atau petanda yang berbeda-beda.'s 


Pertarungan wacana tersebut pun akan terjadi 
dalam sebuah kerangka antagonisme atau pembagian 
antara kawan dan lawan yang terjadi akibat hegemoni 
oleh salah satu wacana telah meletakkan wacana- 
wacana lain dalam posisi subordinasi.” Rantai 
kesetaraan akan terbentuk ketika wacana-wacana 
yang berada dalam posisi subordinasi tersebut bersatu 
dan mengisi penanda kosong dengan sebuah wacana 
partikular sehingga menciptakan sebuah nodal point, 
yaitu fiksasi makna sementara dari penanda kosong. 
Kehadiran nodal point pada gilirannya menandakan 
terbentuknya suatu kontra hegemoni yang akan 
menantang hegemoni status guo dalam suatu 
pertarungan wacana yang dipisahkan oleh sebuah 
perbatasan politik (political frontier). 
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Wacana Industrialisasi Pendidikan Tinggi 

Setelah mengenali konsep dasar Laclau dan Mouffe, 
kita akan beralih pada pembahasan tentang wacana 
yang menghegemoni kondisi pendidikan hari ini. 
Pendidikan mahal merupakan wacana yang dibangun 
pemerintah untuk menciptakan hegemoni. Berbagai 
bentuk wacana dilontarkan untuk memengaruhi 
petanda masyarakat mengenai Pendidikan Tinggi 
Negeri (PTN). 

Secara historis, wacana yang dibangun meliputi: 

1) pembentukan otonomi kampus dari bentuk PTN 
Badan Hukum Milik Negara (PTN-BHMN) hingga 

PTN Badan Hukum (PTN-BH), 2) gaya baru mobilisasi 
mahasiswa melalui kegiatan seperti Program 
Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM), dan 3) 
regulasi baru biaya pendidikan seperti Satuan Biaya 
Operasional Pendidikan Tinggi (SSBOPT). Secara garis 
besar, pemerintah membangun makna PTN berupa 
neoliberalisasi PT atau industrialisasi pendidikan. 

Pemerintah berkali-kali mengganti upaya 
komersialisasi dan liberalisasi PTN. Kita akan mulai 
dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang 
Pendidikan Tinggi (UU Dikti) yang memberikan 
fleksibilitas dan otonomi kepada universitas dalam 
mengatur rumah tangganya, termasuk dalam sektor 
keuangan. Hal ini menjadikan UU Dikti sebagai salah 
satu langkah privatisasi dan komersialisasi PTN. 

Bahkan, Pasal 97 ayat (2) huruf c UU Dikti 
mengatur bahwa melalui UU ini, PT-BHMN diubah 
bentuknya menjadi PTN-BH. Setahun berikutnya, 
pemerintah menerbitkan PP Nomor 67 Tahun 
2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (PP 
Statuta UGM) yang mencabut PP Nomor 153 Tahun 
2000 tentang Penetapan Universitas Gadjah Mada 
Sebagai Badan Hukum Milik Negara (PP UGM BHMN) 
sekaligus meresmikan pergantian status UGM dari 
PT-BHMN menjadi PTN-BH. Implikasinya, terdapat 
kecenderungan pengurangan pendanaan subsidi APBN 
kepada PTN sebab PTN-BH mengiming-imingi otonomi 
pengelolaan keuangan.” 

Pasal 2 PP Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan 
atas PP Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan 
Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan 
Hukum (PP Pendanaan PTN-BH) menggolongkan 
sumber pendanaan PTN-BH dari APBN dan non-APBN. 
Selanjutnya dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dan b yang 
mengatur mengenai sumber-sumber pendanaan non- 
APBN, PTN-BH—dalam konteks ini UGM—memiliki 
legitimasi untuk meraup sebanyak-banyaknya dana 
yang berasal dari masyarakat dan biaya pendidikan 
yang berasal dari mahasiswa. 

Artinya, apabila UGM berkehendak untuk 
menaikkan biaya pendidikannya berupa UKT, maka PP 
inilah yang menjadi alas hukumnya. Apabila pada 2005 
pendapatan UGM lebih banyak berasal dari APBN,” 
maka keadaan telah berbalik. Saat ini, pendapatan UGM 
lebih banyak bersumber dari layanan pendidikan non- 
APBN, seperti UKT dan uang pendaftaran ujian masuk, 
alih-alih bantuan pendanaan PTN-BH yang berasal dari 
APBN.2 

Wacana lain dalam industrialisasi pendidikan adalah 
MBKM yang dilandasi oleh Pasal 16 ayat (1) Peraturan 
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 
Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu 
Pendidikan Tinggi (Permendikbudristek Penjamin Mutu 
PT). Program MBKM antara lain Kampus Mengajar, 
Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB), 
Indonesian International Student Mobility Awards 
(IISMA), dan lain sebagainya. 
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Kegiatan ini ditujukan agar mahasiswa 
berkesempatan untuk mengembangkan pengetahuan 
dan keterampilannya sesuai dengan gambaran 
kariernya di masa depan.” Masalahnya, tujuan ini 
melanggengkan industrialisasi karena PTN dianggap 
sebagai mesin cetak tenaga kerja.“ 

Selanjutnya, pemerintah melalui 
Kemendikbudristek menerbitkan Permendikbudristek 
Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya 
Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi 
Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan, 
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 
(Permendikbudristek SSBOPT). 

Permendikbudristek ini menghapus pasal yang 
mengatur mengenai pengenaan UKT yang disesuaikan 
dengan kemampuan ekonomi mahasiswa sebagaimana 
diatur dalam Permendikbudristek sebelumnya 
(Pasal 7 ayat (5) Permendikbud SSBOPT 2020-redj.” 
Penghapusan pasal ini menjustifikasi keserampangan 
PTN dalam penetapan UKT. 

Permendikbudristek SSBOPT juga mengatur 
lebih luas mengenai IPI, melegitimasi pungutan 
fantastis yang dibebankan kepada mahasiswa baru. 
Atas dasar peraturan ini, UGM secara sunyi senyap 
menetapkan besaran UKT dan IPI yang akan dikenakan 
pada mahasiswa baru 2024. Masalahnya, nominal 
sebagian besar UKT naik dan IPI dikenakan pada tiap 
golongan. Walaupun pelaksanaannya masih abu- 
abu, Permendikbudristek SSBOPT masih menjadi 
dasar hukum yang dapat melegitimasi kenaikan biaya 
pendidikan tinggi. 


Mata-Mata Rantai yang Tak Terjahit 

Rentetan kebijakan yang dilakukan pemerintah 
membuat wacana industrialisasi PTN menjadi sebuah 
realitas pendidikan hari ini. Namun, perubahan 
dalam realitas mungkin terjadi karena sistem-sistem 
pemaknaan bersifat tidak tetap dan tidak pernah 
sepenuhnya menyelesaikan proses pemaknaannya.# 


Artinya, makna tentang PTN adalah sesuatu 
yang mahal, bukanlah makna yang sudah 
pasti, bisa saja berubah dengan 


makna-makna yang lain, 
misal pendidikan tinggi gratis. 


Adanya kontestasi dan artikulasi wacana-wacana 
yang berbeda dapat mengubah sebuah realitas.” 
Penindasan dari wacana industrialisasi PTN memicu 
upaya-upaya artikulasi diskursif dari kalangan yang 
tertindas. Gerakan yang dilakukan mahasiswa UGM 
atau universitas lain dapat dikatakan sebagai praktik- 
praktik artikulasi diskursif untuk membentuk realitas 
yang baru. 

Realitas yang baru belum terwujud karena 
kurangnya pencapaian gerakan pendidikan di UGM. 
Kami menemukan bahwa penyebab ketidakcapaian 
gerakan mahasiswa UGM adalah belum terbentuknya 
rantai kesetaraan. Mata rantai yang belum terjahit 
mengakibatkan lemahnya daya disruptif gerakan 
pendidikan di UGM. Bisa dilihat dari gerakan yang 
digelar terasa sepi, berjalan sendiri-sendiri, dan kerap 
tak merepresentasikan tuntutan mahasiswa.?829308132 

Pembentukan rantai kesetaraan dari berbagai 
perjuangan demokrasi dibutuhkan untuk membangun 
kontra hegemoni melawan berbagai bentuk 


subordinasi." Kontra hegemoni terjadi ketika elemen 
partikular wacana mampu membangun tuntutan 
mereka menjadi universal. 

Dengan kata lain, dalam membangun sebuah 
gerakan, tidak hanya membawa tuntutan UKT dan uang 
pangkal, tetapi juga membawa partikular-partikular 
tuntutan yang ada dalam lingkup UGM. 


Ada beberapa mata rantai wacana yang 
tidak terjahit menjadi satu kesatuan. 
Misalnya, keluh kesah Sekolah Vokasi 
mengenai UKT mahal yang tidak memiliki 
dampak pada gedung yang perlu renovasi, 
serta fasilitas praktik yang sudah sepatutnya 


diganti dengan yang lebih canggih dan 
terbaru.“ Selain itu, ada Fakultas Kedokteran 
Gigi mengalami permasalahan mengenai 
Jarak golongan UKT yang begitu lebar serta 
pembungkaman suara perlawanan oleh 
pihak Dekanat.” 


Beberapa partikular wacana juga memiliki 
persamaan tuntutan, tetapi berbeda secara artikulasi. 
Aliansi Mahasiswa UGM (Aliansi) dengan Forum 
Advokasi (Formad) UGM, Majelis Wali Amanat Unsur 
Mahasiswa (MWA-UM), serta Badan Eksekutif 
Mahasiswa (BEM) UGM memiliki persamaan wacana 
tentang penurunan UKT dan penolakan uang pangkal. 
Perbedaannya terletak dalam posisi dan metodenya, 
Aliansi berposisi sebagai oposisi yang berkonfrontasi 
secara langsung, sementara Formad, MWA-UM, 
dan BEM lebih kooperatif dengan dialog-dialog 
diplomatis.369/38 

Adapun contoh lain dalam hal ini bisa dilihat dari 
Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Fakultas Hukum 
yang menempuh jalur judicial review untuk menggugat 
Permendikbudristek SSBOPT di Mahkamah Agung 
(MA). Terlepas dari permasalahan UKT dan uang 
pangkal, terdapat pula wacana lainnya. Misalnya, 
kegusaran mahasiswa Fakultas Teknik mengenai 
lahan parkir yang dirasa kurang luas.“ Kemudian, 
pekerja UGM dan tenaga kependidikan mengalami 
kegelisahan mengenai dana pensiun, karier yang tak 
pasti, kerentanan pekerja outsourcing, serta gaji tidak 
menentu yang dialami peneliti pusat kajian.“ 

Seluruh wacana yang diangkat oleh masing-masing 
organ di atas sejatinya bisa terjahit karena memiliki 
posisi yang sama sebagai kalangan subordinasi. 

Rezim industrialisasi PTN yang menindas mereka 
memunculkan situasi antagonisme. Dalam situasi ini, 
mahasiswa dan berbagai elemen partikularitas yang 
berbeda mengonstruksi identitas mereka sebagai 
kawan, sementara rezim industrialisasi 

PTN sebagai lawan. 


Terdapat batas politis antara wacana 
industrialisasi PT dengan berbagai wacana 


yang tersubordinasi di UGM maupun 
universitas lainnya. 


Misal, di UGM terdiri dari tuntutan UKT tinggi 
dan uang pangkal (D1), dana pensiun (D2), kerentanan 


pemecatan (D3), renovasi gedung dan pembaharuan 
fasilitas praktik pembelajaran (D4), serta hak kebebasan 
bersuara (D5). Setiap tuntutan dalam partikularitasnya 
memiliki perbedaan satu sama lain, tetapi juga 
memiliki persamaan sebagai oposisi terhadap 
industrialisasi PTN. 


Wacana 
Industrialisasi Perguruan Tinggi 


D1 


ynijod ueseyegJod 


Gambar 1. Ilustrasi Rantai Kesetaraan Pergerakan UGM? 


Persamaan posisi sebagai oposisi dapat membuat 
berbagai tuntutan membangun rantai kesetaraan yang 
nantinya satu dari semua tuntutan memimpin dan 
mengambil tempat sebagai penanda—misal D1 yang 
memimpin. Penanda inilah yang mengisi penanda 
kosong yang merepresentasikan berbagai tuntutan 
sehingga terbangunlah sebuah hegemoni. Pada 
akhirnya, kedua wacana hegemoni bertarung untuk 
membentuk suatu realitas yang baru.“ 

Berdasarkan analisis yang telah dipaparkan, 
kemandekan pergerakan melawan pendidikan mahal 
disebabkan oleh tidak terbentuknya sebuah rantai 
kesetaraan antarpihak yang seharusnya dapat bersatu 
melawan musuh yang sama. Namun, menyatukan 
beragam wacana menjadi satu wacana kontra hegemoni 
yang bersifat universal serta substantif bukanlah hal 
yang mudah. 

Wacana-wacana kecil sering kali saling 
bertentangan satu sama lain, baik dalam hal tuntutan 
maupun metode. Meski demikian, kemandekan 
pergerakan selama ini tidak perlu diartikan sebagai 
kegagalan mutlak karena pergerakan tidak menuntut 
hal yang mustahil. Perjuangan yang rasanya tidak 
kunjung usai ini tengah meneriakkan satu kata: 
Evaluasi. Sambungkan mata rantai yang terputus, 
rangkullah yang sekiranya adalah kawan, dan 
tumbangkan yang menjadi lawan. [Zain, Enjeli, 
Gladwin] 
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Polemik UKT dan Benang 
Kusut Pembiayaan 
Pendidikan Tinggi 


Cecep Darmawan, Guru Besar dan Ketua Prodi Magister dan 
Doktor Pendidikan Kewarganegaraan FPIPS UPI 


kses masyarakat untuk mengenyam pendidikan tinggi semakin sulit. Tingginya 

biaya kuliah seakan mengubur mimpi masyarakat kelas menengah ke bawah untuk 

merasakan bangku perkuliahan di perguruan tinggi. Padahal, akses pendidikan 

tinggi yang berkualitas dan terjangkau merupakan dambaan setiap masyarakat. 
Sebab masyarakat percaya jika mengenyam pendidikan tinggi dapat menjadi sarana social 
climbing untuk meningkatkan harkat, martabat, dan kesejahteraan hidupnya. 

Akan tetapi, biaya kuliah dirasakan semakin melambung tinggi dan tidak ramah 
kantong kaum masyarakat marjinal. Akibatnya, polemik uang kuliah tunggal (UKT) yang 
tidak terjangkau terus disorot setiap tahunnya. Bahkan, persoalan mahalnya UKT ini telah 
menjadi preseden buruk wajah pendidikan tinggi di Indonesia. Sebuah ironi di tengah 
kondisi angka partisipasi kasar perguruan tinggi di Indonesia masih begitu rendah, yakni, 
berdasarkan data BPS RI (2023), baru sebesar 31,45%. 
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Polemik UKT 

Pada dasarnya, kebijakan UKT ini memiliki tujuan 
utama yakni untuk menciptakan asas berkeadilan 

dan inklusivitas dalam pembiayaan pendidikan 

tinggi. Skema UKT ini pada prinsipnya menyesuaikan 
kemampuan ekonomi mahasiswa secara proporsional 
dan berkeadilan. Namun, pada praktiknya relatif banyak 
kekeliruan dalam implementasi kebijakan UKT ini, 
sehingga melenceng dari ide dasarnya. 

Akar persoalan dari kebijakan UKT yang terus 
naik ini dapat ditelusuri pada beberapa aspek. 

Salah satunya ialah tidak dijalankannya ketentuan 
Permendikbudristek No. 2 Tahun 2024 tentang 
Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi 
Pada PTN di Lingkungan Kemendikbudristek dengan 
baik. Sebagai contoh dalam hal penetapan tarif UKT, 
pada Pasal 8 Permendikbudristek No. 2 Tahun 2024 
diatur bahwa penetapan tarif UKT dilakukan setelah 
berkonsultasi dengan Kementerian bagi PTN Badan 
Hukum dan mendapat persetujuan dari Kementerian 
bagi PTN selain PTN Badan Hukum. 

Jika Kemendikbudristek benar-benar menjalankan 
ketentuan ini, sejatinya polemik naiknya UKT 
yang begitu drastis tidak akan mencuat. Sebab, 
Kemendikbudristek mampu mengontrol dan melakukan 
pengawasan melalui upaya konsultasi dan memberikan 
persetujuan dalam hal penetapan tarif UKT di PTN. 

Selain itu, ketentuan dalam Pasal 17 
Permendikbudristek No. 2 Tahun 2024 terkait 
peninjauan kembali tarif UKT bagi mahasiswa yang 
mengalami perubahan kemampuan ekonomi ataupun 
terdapat ketidaksesuaian data dengan fakta terkait 
kondisi ekonominya, cenderung tidak benar-benar 
diimplementasikan secara serius oleh kampus. 

Upaya verifikasi dan validasi lapangan oleh kampus 
terkait UKT mahasiswa sebagaimana amanat Pasal 18 
Permendikbudristek No. 2 Tahun 2024 pun cenderung 
tidak dijalankan secara optimal. Padahal, upaya ini 
dapat menjadi mekanisme untuk memenuhi kebutuhan 
dan hak mahasiswa berupa penurunan tarif dan 
perubahan kelompok UKT serta pemberian keringanan 
UKT berupa pembayaran UKT secara mengangsur atau 
pembebasan sementara UKT. 

Di samping itu, gaduhnya persoalan UKT di 
perguruan tinggi pun bisa jadi disebabkan kurangnya 
komunikasi antara mahasiswa dengan pimpinan 
kampus dalam hal penetapan tarif UKT. Padahal, jika 
kebijakan ini disosialisasikan dan dikomunikasikan 
serta melibatkan partisipasi yang bermakna dari 
mahasiswa, polemik UKT ini dapat diselesaikan dengan 
bijak. Mahasiswa dan pimpinan perguruan tinggi pada 
dasarnya dapat duduk bersama untuk menemukan 
win-win solution guna memenuhi kebutuhan 
peningkatan kualitas kampus sekaligus pemenuhan hak 
mahasiswa secara berkeadilan. 


Benang Kusut Pembiayaan Pendidikan Tinggi 
Persoalan utama mengapa polemik UKT terus berulang 
ialah adanya benang kusut problematika pembiayaan 
pendidikan tinggi. Kondisi ini dapat dilihat dalam 
beberapa permasalahan, seperti minimnya anggaran 
pendidikan tinggi yang disediakan negara untuk 
memberikan bantuan pendanaan kepada perguruan 
tinggi. Dalam praktiknya, meski pemerintah dan DPR 
telah mengalokasikan anggaran pendidikan minimal 
2096 dari APBN, tetapi dari 2096 anggaran pendidikan 
tersebut, Kemendikbudristek hanya mengelola 
sebagian kecilnya saja. 


Kolom Pakar 


Berdasarkan data dari Kemendikbudristek (2024) 
bahwa pada tahun anggaran 2024, Kemendikbudristek 
hanya mengelola sebesar 1596 atau sebanyak 98,9 
triliun rupiah dari keseluruhan 2096 anggaran 
pendidikan yakni sebesar 665 triliun rupiah. Khusus 
untuk pembiayaan pendidikan tinggi sendiri, 
sebagaimana dilansir dari Kompas.id (2024), hanya 
mendapat alokasi 56,1 triliun rupiah alias 1,696 dari total 
APBN. Angka ini masih di bawah standar ideal yang 
ditetapkan oleh UNESCO, yakni sebesar 296 dari APBN 
untuk anggaran pendidikan tinggi. 

Jika melihat perbandingan dengan beberapa negara 
lain di ASEAN, berdasarkan data yang dipaparkan oleh 
Nizam, Plt. Dirjen Dikti Ristek (2022) bahwa dukungan 
anggaran dari pemerintah untuk 127 PTN di Indonesia 
hanya sebesar 30 triliun rupiah. Sementara di 
Singapura untuk satu PT saja yakni National University 
of Singapore mendapat 46 triliun rupiah. Begitu pun 
di Thailand, Chulalongkorn University mendapat 2,36 
triliun rupiah dan di Malaysia, Universiti Kebangsaan 
Malaysia mendapat 1,6 triliun rupiah. 

Selain itu, dari total anggaran pendidikan tinggi 
yang begitu kecil pun mengalami keterbelahan. 
Temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 
sebagaimana dilansir dari Kompas.com (2024) 
mengungkapkan terjadi ketimpangan atau perbedaan 
jumlah alokasi dana bantuan pendidikan tinggi ke 
PTN dengan PT kementerian/lembaga (PTKL) secara 
tidak adil dan proporsional. Berdasarkan temuan 
KPK pun anggaran bantuan operasional bagi PTN 
hanya 7 triliun rupiah setahun, sedangkan untuk 
PTKL mencapai 32 triliun rupiah. Setiap mahasiswa 
di PTN hanya menerima bantuan sekitar 3 juta rupiah 
per semester, sedangkan setiap mahasiswa di PTKL 
bisa mendapatkan bantuan paling kecil 16 juta rupiah 
sampai 20 juta rupiah per semester. 

Dengan kondisi anggaran pendidikan tinggi yang 
sangat minim ini tentu tidak cukup untuk menutupi 
biaya operasional di PTN. Apalagi di tengah tuntutan 
bagi setiap PTN untuk menjadi perguruan tinggi 
kelas dunia (world class university) berimplikasi pada 
naiknya biaya penyelenggaraan PTN. Akibatnya, terjadi 
celah bagi kampus untuk melakukan komersialisasi 
pendidikan dengan mengandalkan income generating 
unit dari biaya pendidikan atau UKT mahasiswa sebagai 
sumber utamanya. 

Padahal bagi PTN, khususnya PTN-BH memiliki 
otonomi yang luas baik secara akademik maupun 
nonakademik, sehingga diharapkan lebih kreatif dan 
inovatif mencari sumber pendanaan tanpa bergantung 
pada UKT mahasiswa. Kampus, khususnya PTN-BH 
diharapkan mampu mengembangkan intellectual 
capital, menjalin kerjasama dengan berbagai instansi 
pemerintah maupun swasta, dan menjadi entrepreneur 
university untuk memperoleh pendanaan dari berbagai 
sumber secara sah guna mengembangkan kualitasnya. 

Untuk itu, ke depan, benang kusut pembiayaan 
pendidikan tinggi ini penting untuk diurai dengan 
dicarikan alternatif terobosannya. Pemerintah dan 
DPR perlu duduk bersama menyelesaikan persoalan 
UKT dan anggaran pendidikan tinggi ini secara serius. 
Adanya Panja Pembiayaan Pendidikan Komisi X DPR 
RI diharapkan menghasilkan berbagai rekomendasi 
terobosan guna mengatasi permasalahan distribusi 
dan inefisiensi pembiayaan pendidikan tinggi dengan 
cara realokasi dan redistribusi anggaran secara 
proporsional dan berkeadilan. Melalui upaya ini 
diharapkan dapat menyelesaikan polemik kebijakan 
UKT secara permanen. 
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Insan Wawasan 


Hasrul Hanif: Produksi Teknologi Hijau 


Korbankan Masyarakat Tempatan 


ebijakan hilirisasi nikel sering kali diglorifikasi 

oleh Gibran Rakabuming Raka sebagai solusi 

polusi lingkungan di wilayah perkotaan. 

Hal ini karena nikel adalah bahan pembuat 
baterai mobil listrik yang merupakan teknologi 
ramah lingkungan. Namun, demi mengatasi polusi 
di daerah perkotaan, kehidupan masyarakat sekitar 
smelter pertambangan harus dikorbankan sehingga 
menyebabkan fenomena bias kota. 

Untuk mengetahui lebih lanjut permasalahan 
tersebut, pada Senin (03-06), BALAIRUNG 
berkesempatan mewawancarai Hasrul Hanif, Dosen 
Departemen Politik dan Pemerintahan (DPP) UGM 
sekaligus sekretaris Pusat Studi Lingkungan Hidup 
(PSLH) UGM. Dalam tulisannya yang berjudul “Bias 
Kota dalam Solusi Mobil Listrik Mengatasi Polusi 
Udara Jakarta”, ia mengungkapkan bahwa bias kota 
terbentuk karena proses pembuatan kebijakan yang 
menguntungkan kota, tetapi tidak berpihak pada 
wilayah pedesaan. Berikut hasil wawancaranya. 


Bagaimana tanggapan Anda mengenai kebijakan 
hilirisasi nikel? 
Sebenarnya ini ide yang menarik ya. Artinya, sejak awal 
ada kebutuhan lebih jauh untuk memastikan Indonesia 
tidak hanya menjadi negara hulu atau penghasil bahan 
mentah dari sesuatu. Hilirisasi itu artinya memastikan 
bahan mentah, dalam konteks ini adalah sumber daya 
ekstraktif, seperti nikel bisa diolah lebih jauh melalui 
smelter sehingga mengekspornya tidak hanya sekadar 
bahan mentah. Ada nilai tambah di situ. 

Nah, yang menjadi permasalahan adalah proses 
ekstraksi terhadap nikel ini berada pada kondisi yang 
secara global disebut dengan mining rush, upaya untuk 
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mengekstraksi dengan sedemikian cepatnya untuk 
kepentingan mitigasi perubahan iklim. Salah satu 
isu penting dan utama di dalam mitigasi perubahan 
iklim adalah mengurangi emisi karbon. Solusi yang 
paling sering dibicarakan orang tentang bagaimana 
mengurangi emisi karbon itu dengan mengurangi 
penggunaan sumber bahan bakar fosil. Kemudian, 
didoronglah konversi dari penggunaan kendaraan 
yang dianggap berkontribusi terbesar terhadap itu. 
Walaupun, tentu terjadi perdebatan lebih jauh, dari 
kendaraan yang berbahan bakar fosil ke baterai. 


Implikasi dari mining rush inilah yang menjadi 
catatan serius. Seiring dengan berjalannya 
Undang-Undang Cipta Kerja, ada catatan 


serius, misalnya pengabaian terhadap 
lingkungan dan hak-hak masyarakat sekitar 
wilayah tambang. 


Apakah klaim pemerintah bahwa hilirisasi ini 
merupakan salah satu upaya kita untuk menciptakan 
energi ramah lingkungan dapat dikatakan benar? 

Ya, catatan saya sebenarnya ketika menulis urban 

bias itu ada dua. Pertama, kelemahan kita dalam 
melihat teknologi ramah lingkungan itu adalah melihat 
teknologi pada produk akhirnya saja, [seperti-red] 
mobil listrik. Namun, yang orang tidak bicarakan 

lebih jauh adalah proses bagaimana kita kemudian 
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sampai pada titik mobil listrik itu sendiri. Misalnya, 
dari mana bahan-bahannya diambil, bagaimana proses 
mengambil, mengelola bahan, dan semacamnya. 

Kedua, ketika saya bilang bias urban, itu sebenarnya 
istilah lama dalam kajian-kajian teori pembangunan. 
Teori tersebut mengatakan bahwa banyak kebijakan 
industrialisasi itu sebenarnya lebih menguntungkan 
orang kota. Nah, berawal dari itu, menurut saya, ada 
persoalan ketika ingin memastikan yang di kota ini 
bersih, hijau, kemudian masyarakat mengabaikan 
bagaimana proses teknologi hijau diproduksi. Artinya, 
ada pihak yang punya privilege, yang menggunakan 
teknologi hijau, tetapi untuk memproduksi teknologi 
hijau itu harus mengorbankan pihak underprivilege 
yang justru sangat jarang menggunakan (teknologi 
hijau itu-red]. Namun, karena mereka underprivilege, 
secara politik tidak bisa membuat dan melakukan posisi 
tawar, maka mereka yang merasakan dampaknya. 


Atas kerugian yang dialami, apakah ada upaya dari 
masyarakat untuk mempertahankan ruang hidup 
mereka? 

Jelas, itu ada. Namun mereka sering kali terbungkam 
ya. Kalau di Podcast YouTube DPP, kita bertemu 
dengan narasumber dari Morowali. Narasumbernya 
tidak hanya masyarakat lokal, tetapi juga pemerintah 
lokal karena ruang buat pemerintah lokal juga nggak 
besar. Jadi, ada upaya untuk melakukan resistensi dan 
perebutan ruang untuk hak hidup mereka. Upaya ini 
disuarakan oleh sejumlah aktivis, NGO, hingga institusi 
global. Cuma memang yang sering kali terjadi, ketika 
statusnya itu adalah proyek strategis nasional, itu kan 
tidak hanya menjadi aktivitas proyek. Namun juga ada 
proses pengamanan dan pengambilalihan hak yang 
dalam proses sekuritisasi sangat kuat. 


Mengetahui adanya kerugian dan protes dari 
masyarakat lokal, mengapa kebijakan tersebut masih 
berlanjut hingga saat ini? 

Itulah kenyataannya. Maksudnya, Pemerintah terobsesi 
dengan Indonesia harus menjadi yang terdepan 
berkontribusi dalam produksi baterai dengan nikel, 
karena [kita-red] merupakan negara dengan cadangan 
nikel terbesar di dunia. Apabila Anda sempat baca 
tulisan Pak Luhut Pandjaitan yang ditulis di media 
asing, ia menyebutkan bahwa mobil listrik Amerika 
enggak akan bisa [terwujud-red] tanpa Indonesia. Maka 
dari itu, pemerintah nasional terobsesi dengan upaya 
untuk mendorong produksi, ekstraksi, dan hilirisasi dari 
nikel itu sendiri. Kemudian, keberatan dari masyarakat 
dan pemerintah lokal sering kali terabaikan. 

Apabila lewat mekanisme pemerintah yang 
mestinya menjadi pengontrol justru tidak menjadi 
pengontrol, maka upaya untuk advokasi ada di 
konsumen. Misalnya, perusahaan otomotif yang ingin 
membeli baterai mensyaratkan bahwa baterai itu 
harus bersumber dari bahan yang diperoleh melalui 
responsible mining. Kalau perusahaan itu dia listing di 
bursa saham, ada kampanye naming and shaming. Jadi 
orang akan berkampanye apakah perusahaan ini betul- 
betul comply dengan aturan lingkungan dan sosial atau 
tidak. Itu kuat, asal perusahaan itu memang berasal dari 
negara-negara yang demand masyarakatnya kuat. 

Demand atau tuntutan dari masyarakat [luar- 
red] terhadap responsible mining itu sangat kuat. 

Nah, sulitnya ketika masyarakat kita sendiri tidak ada 
demand yang kuat. Saya di banyak forum selalu bilang 
melalui [analogi-red], kita yang berpesta, tetapi mereka 
yang disuruh cuci piring. Pestanya pakai AC, mobil, dan 
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motor yang kemudian menghasilkan polusi, tetapi cost- 
nya kan tidak ke kita. Cost-nya dibayar oleh orang di 
Morowali, Pulau Obi, dan Manokwari. Kita itu termasuk 
saya, karena tinggal di kota yang punya privilege. 


Bagaimana seharusnya pemerintah membuat 
kebijakan agar kebijakan tersebut tidak mengabaikan 
hak-hak masyarakat sekitar tambang? 

Secara normatif, mekanisme itu sudah diatur. 
Sebelum ada aktivitas pertambangan, kita harus 
menghitung dampak lingkungan yang dibuat. Itu 
yang diregulasikan negara sebenarnya. Namun, dalam 
praktiknya ada perubahan yang signifikan, seperti 
ketika pemerintah merubah di Undang-Undang Cipta 
Kerja itu atas nama mempermudah Investasi. Nah, 

itu yang jadi permasalahan. Sering kali, ada banyak 
hal yang diterabas. Misalnya, dulu kita punya istilah 
izin lingkungan yang kemudian berubah menjadi 
persetujuan lingkungan. 


Terkadang syarat-syarat dampak lingkungan 
itu kan ada soal pentingnya partisipasi 
masyarakat dan semacamnya. Secara 
normatif, ruang itu memang ada, tetapi 
pada [kenyataannya-red] sering kali disiasati. 
Partisipasi masyarakat kemudian hanya 


dimaknai sebagai kehadiran. Padahal, dalam 
proses pra-ekstraksi, kita menekankan apa 
yang disebut dengan FPIC (Free, Prior, and 
Informed Consent). Jadi, masyarakat ketika 
memberikan persetujuan mestinya dalam 
kondisi bebas, tidak boleh di bawah tekanan. 


Kemudian, ada informasi yang disampaikan di 
awal, yang tidak hanya bercerita cantik-cantiknya 
saja, tetapi juga harus menjelaskan cost-nya. Ketika 
ada aktivitas tambang, orang kan tahunya ada 
duit. Orang tidak tahunya misalnya efek debu yang 
diakibatkannya. Kemudian kalau ada bahan-bahan 
kimia tertentu yang mungkin muncul di balik itu, 
justru akan menghasilkan dampak kesehatan 5-10 
tahun lagi. Kadang kalau mau menghitung duit yang 
diterima dengan biaya berobat, jadi lebih besar biaya 
berobatnya. (Fenny, Lintang, Ridho) 
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plana mental nean day 


test my ege 
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AI Terlatih, Pekerja Tertatih 


9 


ame 
gna programming 9 
pesi 


write a messag? 


` 


Al, sebagai lompatan kecanggihan teknologi, nyatanya tidak begitu cemerlang: di baliknya ada 
orang-orang, ada manusia, yang membuatnya bekerja. Kerja-kerja ini, yang kelihatan enteng dan 
sepele, ternyata mengasingkan dan menyakiti daya hidup manusia. 


stilah “AI” dan “machine learning” sering 

kali dapat digunakan secara bergantian.! 

AI merujuk pada simulasi kecerdasan 

manusia yang dilakukan oleh suatu sistem 
atau mesin.? Sedangkan, machine learning sendiri 
merupakan bentuk pengembangan dari Al. Algoritma 
machine learning memerlukan data yang nantinya 
akan dikodifikasi dan ditransfer dalam proses 
pengembangannya dari hasil kecerdasan manusia.’ 
Oleh karena itu, dalam proses pembuatannya, masih 
dibutuhkan tenaga kerja manusia guna melatih Al dan 
menciptakan algoritma machine learning ini. Meski 
demikian, orang-orang berasumsi bahwa aktivitas 
berselancar di internet seperti menjelajahi situs web, 
melihat berbagai macam postingan foto dan video di 
sosial media, dan bertransaksi secara online adalah 
berkat keajaiban teknologi. Namun, kenyataannya, 
mereka dilayani oleh staf atau tenaga kerja yang diam- 
diam bekerja di belakang layar. Tenaga kerja ini yang 
disebut melakukan microwork (kerja mikro). 

Microwork merupakan jenis pekerjaan yang 

menggunakan platform digital guna mengalihdayakan 
permintaan tenaga kerja ke kelompok kerja yang 
tidak ditentukan.“ Kebanyakan dari pasukan pekerja 
ini secara tidak tetap (spasmodic) ditugaskan untuk 
melatih pembelajaran mesin (machine learning). 
Hampir semua permintaan terkait “microwork” 
ini bergantung pada pemrosesan, pelabelan, 
klasifikasi, dan kategorisasi data sebagai tugas-tugas 
yang solusi teknologinya masih terbatas. Tenaga 
kerja manusia nyatanya masih diperlukan untuk 
mengkonfigurasi, mengkalibrasi, dan menyesuaikan 
teknologi otomasi untuk beradaptasi dengan dunia 
sekarang yang terus berubah." 
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Pada dasarnya, microwork yang membantu 
menghasilkan model AI melalui tahap pengolahan 
dan verifikasi data merupakan suatu proyek yang 
menyingkap pengetahuan dan perilaku manusia. Baik 
pengetahuan individu maupun kolektif kemudian 
dikodifikasi ke dalam model algoritmik yang 
mengotomatisasi tugas beragam seperti moderasi 
konten.” Moderasi konten sendiri dibutuhkan 
perusahaan media untuk memilah-milah konten mana 
yang pantas dan tidak sensitif untuk ditampilkan dalam 
media.' Berkat pekerja-pekerja ini, mungkin sesekali 
kita pernah disuguhi berbagai peringatan dari sistem 
software saat berselancar di internet seperti “not safe 
for work, “safe search,” atau “warning, graphic video”. 


Microwork Merebak 

Pekerjaan-pekerjaan ini laku keras. Dalam laporan “Gig 
Work, Online Selling and Home Sharing” sekitar 20 juta 
orang dewasa di Amerika Serikat menghasilkan uang 
dengan menuntaskan tugas-tugas kecil dalam platform 
yang didistribusikan sesuai permintaan. Kerja-kerja 
semacam ini diperkirakan akan menambahkan $2,7 
triliun, atau 2,096, ke PDB global pada 2025. Jika tren 
terus naik, diprediksikan bahwa pada awal 2030, inovasi 
teknologi dapat menggantikan dan mengotomatisasi 
sekitar 3896 pekerjaan di Amerika Serikat sendiri. Salah 
satu alasan maraknya pekerjaan ini cukup terang: 
microwork tidak memerlukan kepakaran khusus 

untuk dikerjakan. Moderasi konten, misalnya, hanya 
memerlukan seseorang untuk menyatakan apakah 
konten yang ditinjau sudah sesuai kriteria yang telah 
ditentukan atau tidak. Kemudian, data labelling— 

sesuai namanya—berurusan dengan pelabelan data: 
menentukan mana gambar kucing dan mana gambar 
anjing, contohnya. Kesederhanaan pekerjaan ini 


membuat pertumbuhan microwork menjadi masif.” 

Masif, tapi timpang. Nyatanya terdapat 
penumpukan pekerja microwork di beberapa tempat, 
terutama di negara-negara Dunia Selatan. Penumpukan 
ini bukan tanpa alasan. Kesederhanaan kerja yang 
ditawarkan microwork membuatnya menjadi alternatif 
mata pencaharian yang tersisa ketika lowongan 
pekerjaan formal gersang dan terbatas." Artinya, situasi 
yang sesungguhnya merongrong pekerja-pekerja 
tersebut memilih microwork sebagai jalan. 

Di Dadaab, Kenya, misalnya, Samasource— 
organisasi nirlaba berbasis di Amerika Serikat— 
mendirikan satu tenda kecil untuk mempekerjakan 
orang-orang di kamp pengungsian. Organisasi tersebut, 
dalam laporan BBC, “bertujuan untuk membantu kaum 
papa dengan memberi mereka hak asasi manusia 
paling mendasar: Hak untuk bekerja." Bekerja di bawah 
kabel berjumbai-jumbai, ruang yang kedap, sesak, dan 
pengap dengan gaji yang tidak stabil -sebab sangat 
bergantung pada permintaan platform." Di Venezuela, 
yang sedang pontang-panting oleh bencana ekonomi, 
kerja-kerja microwork, terutama data labelling, 
membiak liar sebab sektor formal bonyok habis- 
habisan.8 Dunia Selatan, yang kaya pekerja murah, 
menjadi sumur yang dikeruk terus-menerus. 


Kerja manusia dan kritik terhadap microwork 
Subjektivitas microworker sebagai seorang manusia 
juga sangat rentan. Menurut survei ILO terhadap 75 
negara yang secara rutin menawarkan tenaga kerja 
mereka di platform microwork, para microworkers 
nyatanya memperoleh penghasilan di bawah upah 
minimum lokal.“ Tidak hanya perihal upah yang 
tidak layak, microwork juga mengganggu pola 

tidur, menghambat perkembangan kreativitas, dan 
melahirkan rasa keterasingan." Jelas, microwork 
menjadi bentuk alienasi yang paling mutakhir. 
Puncaknya, mereka hanya bisa mempertahankan 
diri sebagai subjek fisik ketika mereka bekerja dan 
begitu pun sebaliknya. Microworkers hanya dianggap 
sebagai suatu komoditas atau bahkan bagian dari 
infrastruktur komputasi. Dengan demikian, menjadi 
mustahil rasanya untuk mencapai kehidupan yang 
bermakna (meaningful). 

Menurut Karl Groos, psikolog Jerman, makna dari 
eksistensi manusia terletak pada kesadaran bahwa 
tindakannya dapat mempengaruhi dunia sekitar, lepas 
dari apakah akibat dari tindakan itu sejatinya berfaedah 
bagi dirinya atau tidak. Groos menemukan bahwa bayi 
mengekspresikan kegembiraan sewaktu menyadari 
dirinya dapat menciptakan efek yang dapat terprediksi. 
Anak-anak menyadari diri mereka eksis, sebagai 
entitas berbeda di dunia, sebagian besar sebab mereka 
memahami bahwa dirinyalah yang menjadi muasal 
terjadinya suatu hal—Groos menyebut perasaan unik 
ini sebagai the pleasure at being the cause. Apa yang 
terjadi ketika perasaan ini disangkal? Temuan Groos: 
perasaan muntab luar biasa, disusul penolakan untuk 
melanjutkan kegiatan sebelum pada akhirnya mundur 
dan menyerah sepenuhnya." 

Temuan Groos membantu memahami mengapa 
microwork menyengsarakan banyak orang: pekerjaan 
ini, secara mendasar, tidak memberikan the pleasure 
at being cause. Mekanisme microwork memutus 
kemungkinan pekerjanya untuk betul-betul tahu 
dampak apa yang dihasilkan dari jerih payahnya. 
Keterputusan ini melangkahi subjektivitas manusia 
dan membiakkan perasaan-perasaan menyakitkan bagi 
subjek yang merasakannya. 


Contoh paling kentara dari fenomena ini adalah 
cerita Mophat Okinyi, seorang mantan pekerja Al dari 
perusahaan OpenAI di Nairobi, Kenya. Ia menceritakan 
bahwa dalam sehari ia bisa sampai mengulas 700 
bagan teks yang kebanyakan membicarakan mengenai 
kekerasan seksual secara grafik. Okinyi mengaku ia pun 
mulai menghindari orang-orang karena terangsang 
oleh proyeksi narasi paranoid miliknya terhadap 
orang-orang yang berada di lingkungannya. Hal 
tersebut bahkan sampai merusak hubungannya dengan 
istrinya yang walaupun tengah hamil terpaksa untuk 
meninggalkannya.” 

Kisah Okinyi hanya satu contoh dari sekian 
banyak kisah lainnya dari para pekerja Al yang kian 
tereksploitasi. Pada akhirnya, Al tidak benar-benar 
ajaib—seperti asumsi kebanyakan orang. Di belakang 
layar, para pekerja mikro bekerja siang dan malam 
untuk membangunnya sehingga nampak seolah-olah 
sebagai sebuah keajaiban. Kerja-kerja mereka—meski 
kelihatan enteng—sejatinya sangat berseberangan 
dengan hakikat makna subjektivitas manusia. Para 
pekerja mikro harus mengorbankan subjektivitasnya 
sebagai manusia agar Al dapat bekerja dengan baik 
dengan beragam konsekuensi, upah murah, pola 
tidur yang boyak, dan paparan beragam konten 
berbahaya. Dengan demikian, Para pekerja mikro 
diperhadapkan pada paradoks: semakin efisien mereka 
dalam melakukan tugas-tugas kecil, semakin besar 
tantangannya untuk memastikan kemanusiaan tetap 
menjadi prioritas utama. (Kalimat sebelumnya ditulis 
oleh ChatGPT versi 3.5). (Singgih, Gio, Raisa) 
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ilir angin malam mengantar kami menemui 

sosok wanita paruh baya di sebuah 

warung kopi yang terletak di Kampung 

Singosaren, Kelurahan Pakuncen. Seraya menata 
bangku kayu, senyumnya yang teduh menyambut 
kami. Sosok wanita asal Magelang itu bernama Rahayu 
Feriyanti, akrab disapa Feri. Ia adalah Fasilitator 
Kelurahan (Faskel) Bank Sampah sekaligus Pekerja 
Sosial Masyarakat (PSM) Pakuncen yang figurnya begitu 
melekat di hati warga setempat. 

Sembari menyeruput teh hangat, Feri menceritakan 
kesehariannya. Tahun 2006 menjadi tonggak awal 
ia mengabdi pada masyarakat melalui kerja-kerja 
sosial. Pada tahun 2015, perhatiannya merambah pada 
lingkungan dengan menjadi pengurus di bank sampah 
kampung tempat tinggalnya, Singosaren. 

Tak berselang lama, Dinas Lingkungan Hidup 
(DLH) Kota Yogyakarta membentuk dan merekrut 
Faskel untuk mendampingi pembentukan dan 
operasional bank sampah di setiap kelurahan. Dengan 
kepeduliannya terhadap persoalan sampah, Feri pun 
diutus menjadi fasilitator di kelurahan Pakuncen 
bersama satu orang rekannya. Selama sembilan tahun 
menjadi Faskel, ia sudah berganti rekan sebanyak tiga 
kali. Satu di antaranya meninggal, satu lainnya pergi 
meninggalkan tanggung jawab. 

Sebagai seorang Faskel, Feri pun cukup dekat 
dengan masyarakat di wilayah Pakuncen. Ia secara 
langsung melakukan pendekatan kepada para pengurus 
sekaligus warga yang berpotensi menjadi pengurus 
bank sampah. Menurut Feri, masyarakat harus didekati 
secara personal sebab kebanyakan masih takut untuk 
berurusan dengan orang-orang dari DLH. Salah satu 
yang berhasil Feri rangkul adalah Sudirah, Ketua Bank 
Sampah Mawar. “Pertama saya takut. [Jarang-red] 
ketemu orang, belum lancar saya ngomongnya. Aku 
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Tak Pernah Pasrah Perangi Sampah 


dibantu ngomong ya sama Mba Feri,” ucap Sudirah. 

Selain membersamai Sudirah untuk aktif menjadi 
Ketua Bank Sampah, Feri juga banyak membimbing 
dan membantu Sudirah dalam menjalankan bank 
sampahnya. Salah satunya, memberi arahan untuk 
membuat buku administrasi bank sampah. “Saya dulu 
belum bisa nulis [pendataan-red]. Saya selalu tanya 
mba Feri gimana caranya. Perlahan-lahan gitu [diajari- 
red]. Jadi sekarang udah paham, ujar Sudirah. 

Melalui keanggotaannya sebagai PSM, Feri juga 
sempat mengurusi masalah stunting di Wirobrajan. 

Ia juga aktif menjadi kader kesehatan lain, seperti 
dalam bidang Infeksi Saluran Pernapasan Akut, 

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, kesehatan jiwa, dan 
disabilitas. Rahmiyatun atau yang akrab disapa Atun, 
rekan Faskel Feri saat ini, juga menceritakan bahwa 
Feri kerap membantu warga yang kurang mampu untuk 
mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah. 

Dari kacamata Atun, Feri memang menyukai 
pekerjaan yang berhubungan dengan isu-isu sosial. 
Terutama yang berkaitan dengan masyarakat di sekitar 
tempat tinggalnya. Kegiatan sosial yang dilakukan oleh 
Feri membuatnya dekat dengan masyarakat, khususnya 
warga Singosaren. Menurut penilaian Atun, kedekatan 
Feri dengan masyarakat di sana membuatnya dipilih 
menjadi kepala kampung. “Dia [orangnya-red] gimana 
caranya semua itu bisa dikerjakan. Jadi misalnya ada 
masalah, contohnya masalah sampah ini, kalau bisa dia 
harus tuntas mengerjakannya,” ucap Atun. 

Dalam mengurus bank sampah, Feri harus 
memantau dan memastikan bank sampah di wilayah 
Pakuncen berjalan dengan baik. Namun, DLH sebagai 
pemilik program tak maksimal memberikan fasilitas 
yang memadai untuk menjalankan bank sampah. “Saya 
sudah lama minta timbangan sama buku tabungan, juga 
belum dikasih, tuturnya pasrah. 


Feri mengaku sudah berupaya membuat satu per 
satu proposal bank sampah di kelurahannya, tetapi 
hingga kini dana dan fasilitas yang diminta dari DLH tak 
kunjung turun. 

Ditambah, Feri hanya mendapatkan honor sebesar 
Rp235.000,00 dari Rp250.000,00 setelah dipotong 
pajak. Sejak Januari lalu, bayaran yang ia dapat memang 
naik, tetapi tak signifikan. Itu pun tak diterimanya 
secara teratur dari DLH. “Kalau saya sih honor perbulan 
gak seberapa, tapi mereka kan PNS [DLH-red] yang 
gak bertarget pun, gajinya tetap. Kalau saya gak 
[memenuhi-red] target, ya saya diganti,” ucap Feri. 
Kendati demikian, Feri memang tidak mengharapkan 
honor, ia menjadi Faskel sebab ia merasa sudah terbiasa 
terjun dan senang menangani isu-isu sosial. 

Bagi Feri, fungsi utama dari Faskel adalah sebagai 
penghubung antara DLH dengan masyarakat perihal 
bank sampah. “Misalnya dari DLH nanti ada target- 
target tertentu, kita menyampaikan ke bank sampah, 
atau keluhan dari bank sampah nanti kita sampaikan ke 
DLH,” ujarnya. Salah satu upaya penyampaian informasi 
terkait bank sampah ia lakukan melalui sosialisasi. 

Untuk melakukan sosialisasi, Feri menuturkan 
bahwa dirinya seringkali meminta diundang dalam 
pertemuan-pertemuan warga. Misalnya, pertemuan 
Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga RW/RT, kerja 
bakti, dan perkumpulan lainnya. Mencari kesempatan 
secara mandiri untuk membicarakan soal bank 
sampah harus ia lakukan, sebab bantuan dana kegiatan 
sosialisasi juga tak disediakan oleh DLH. 

Proses sosialisasi itu pun tak dilaluinya dengan 
mudah. Bersama Atun, Feri kerap menemui kesulitan 
dalam setiap langkahnya menyosialisasikan program 
bank sampah. Mulai dari kesulitan mendapatkan 
perhatian warga saat sosialisasi, hingga harus 
menyesuaikan waktu pelaksanaan sosialisasi dengan 
waktu perkumpulan warga. Terkadang, mereka harus 
menghadiri undangan sosialisasi di lebih dari dua 
perkumpulan warga dalam waktu yang bersamaan. 
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Tak jarang mereka harus meluangkan waktu 
istirahatnya. Sebab, pertemuan warga sering 
dilaksanakan pada malam hari. Umumnya mereka 
diberikan waktu paling akhir untuk menyampaikan 
sosialisasi. “Saya sering sampe jam 11 malam ngomongin 
sampah, tutur Feri. 

Belum lagi, terdapat banyak penolakan dan 
perdebatan dari warga yang belum memahami 
pentingnya pengelolaan sampah. Bahkan pada 
pelaksanaannya, masih banyak warga yang menolak 
untuk memilah dan menimbang sampah secara 
mandiri. Seringkali Feri harus berhadapan dengan 
berbagai pernyataan bahwa sampah merupakan urusan 
pemerintah yang sudah dibayar oleh masyarakat. 

Feri menyayangkan respons sebagian masyarakat 
yang hanya mengandalkan peran pemerintah. 
Padahal, pengelolaan sampah oleh pemerintah tak 
berjalan begitu baik. Misalnya, kebijakan penutupan 
beberapa Tempat Pembuangan Akhir di Yogyakarta 
yang menyebabkan penggerobak sampah membuang 
angkutannya di pinggir jalan. Kegagalan pengelolaan 
sampah oleh pemerintah membuat Feri merasa bahwa 
masyarakat harus bisa bergerak secara kolektif tanpa 
menggantungkan seluruh permasalahan sampah 
kepada pemerintah. 

“Kalau kita gak bergerak dari bawah, menunggu 
yang atas, lama. Terus keburu [ga keurus-red], sedih 
gitu loh mbak, ujar Feri dengan prihatin. 

Perempuan paruh baya itu menyadari bahwa 
memang sudah kewajiban bersama untuk saling acuh 
dengan lingkungan sekitar dan kenyamanan dalam 
mengakses fasilitas umum. Ia tak sampai hati melihat 
masih banyak sampah yang dibuang dengan sengaja di 
pinggir jalan. "Ya memikirkan orang lain juga lah, jangan 
egois. Sampah kita (kalau sudah dibuang-red] kita 
ga urusan, tapi kan kasihan yang menerima (dampak 
sampah-red] itu,” ucapnya. (Elvira, Safira, Shalma| 
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PANTI ASUHAN 


BINA SIWI 


Ha AN HR Y I KONG e Fri 
ALAMAT : KOMPLEK BALAI DESA SENDANGSARI, PAJANGAN, | 
BANTUL, YOGYAKARTA - KODE POS 55751 


Konser sederhana menyambut tamu yang datang untuk “hrteman". Tampal 


mereka Memainkan irama di aula pertunjukan (diambil pada 18 Mei 2024). 


angit biru menghiasi teriknya Yogyakarta. Silir 
angin menembus sela-sela sekat bangunan, 
meredakan panas, menenangkan pikiran. 
Untaian musik mulai terdengar berirama diiringi 
tepukan tangan satu-dua satu-dua. Terlihat di tengah 


panggung permainan gamelan dengan kaki, di depan 
panggung menari dan menyanyi. Sebuah pertunjukan 
sambutan disertai tawa hangat yang tidak dibuat-buat 
menjadi tanda perkenalan. Bina Siwi namanya. Sebuah 
panti asuhan khusus difabel kokoh berdiri di sudut 
Kabupaten Bantul, Yogyakarta. 

“Proses yang panjang dan kesabaran yang ekstra, 


| Bina Siwi selalu bi 
melukis dan mel 
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tahap demi tahap, kita gali kemampuan dari anak-anak 
yang sekiranya bisa dikembangkan ke arah musik, kita 
kembangkan ke arah musik,“ ucap Jumilah, perempuan 
paruh baya yang mendedikasikan dirinya untuk 
memberdayakan keluarga difabel di panti asuhan. 
Seraya memperlihatkan lokasi panti, Jumilah 
dengan penuh apresiasi berucap, “Anak-anak 
seperti ini mereka juga senang pada bidang kesenian 
kebetulan dari anak-anak kita itu senangnya kalau 
seni musik. Tapi juga ada yang seni lukis, nanti 
bisa dipersani”. 


Keluarga Bina Siwi menjaja 
untuk memenuhi kebutu! 


î si sen rampun mi 
Gi Zë i t 


Selain Jumilah, ada Sugiman sebagai pengasuh 
sekaligus salah satu pendiri Bina Siwi. “Saya awalnya di 
lapangan itu untuk kegiatannya bukan di anak difabel, 
tapi lansia. Selama dua tahun kita kerja di lapangan kita 
melihat anak-anak yang difabel itu belum tertangani," 
tuturnya menjelaskan awal mula berdirinya Panti 
Asuhan Bina Siwi. Bergerak sejak tahun 1885-1886 
dengan membentuk kelompok belajar, Sugiman 
bersama tokoh masyarakat yang lain meniti rasa 
kepedulian di daerah Pajangan. 

Berawal dari kelompok belajar mandiri, lalu 
berlanjut menjadi sekolah. Dari sekolah menambah 


industri rum? an yang hasilnya akan dijual di pasar-pasar setempat 
it pun mereka produksi War pada 16 Juli 2024) 


eluarga difabel sendiri ji (diambil pada 16 gët H 


fasilitas asrama. Asrama sekolah pun berangsur 
menjadi menjadi panti hingga pada akhirnya sekolah 
dan panti berdiri sendiri-sendiri. Bina Siwi baru 
mendapatkan izin operasional sebagai panti pada 1996 
dan baru memiliki tempat tersendiri sebagai panti 
pada tahun 2000. 

Sekarang, hampir sudah 40 tahun rasa kepedulian 
itu ada, Sugiman dan Jumilah beserta pengasuh 
yang lain menyebarkan pemberdayaan pada 43 
anggota keluarga difabel. Bagi mereka, ini merupakan 
perjalanan panjang membentuk sebuah keluarga 
dengan dasar rasa kemanusiaan. [Aiken] 
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Tukar 
Sandang, 
Sambung 
Kesadaran 


enyumnya terlukis dengan mantap kala 

jemarinya mendapati kain-kain baju itu cocok 

dengannya. Salah satu baju yang tergantung ia 

tarik, angkat, dan tengok setiap sisinya tanpa 
terkecuali. Ditemani senandung Sal Priadi soal bersih- 
bersih dalam lagunya Yasudah, ia menimang-nimang, 
tepatkah baju tersebut untuk dirinya. Warnanya juga 
ia amati matang-matang, helai demi helai, pola demi 
pola. Ini sudah pakaian ketiga yang ia amati, sebelum 
akhirnya memutuskan untuk melihat yang keempat, 
yang paling dirasa cocok untuknya. 

Setidaknya begitu pengalaman Ovi kala 
menemukan baju yang ingin ia tukar dengan baju 
bekasnya di lapak Putar Pakai, sebuah lapak tukar 
baju lawas yang berlokasi di Pasar Wiguna, Taman 
Ambarrukmo Plaza Yogyakarta. Perjalanan Ovi di 
lapak Putar Pakai bukan sebatas satu kemungkinan 
dari sekian banyak kebetulan. Langkah kaki dan tari 
jemarinya diilhami suatu keprihatinan sekaligus 
kesadaran tentang masalah di sekitarnya, yakni fast 
fashion. Ovi mengaku bahwa kesadarannya lahir 
ketika mengikuti sebuah gelar wicara yang membahas 
pengaruh lingkungan dari fast fashion. “Itu bikin sadar 
ternyata memang paling bagus kita tukeran aja deh 
kalau pengen ganti-ganti baju, kayak di Putar Pakai,” 


seru Ovi, menyambut baik kehadiran lapak Putar Pakai. 


Sambutan baik itu diterima Tasha dan Risa, duo 
pencipta di balik berdirinya Putar Pakai. 
Mereka adalah aktor dari terciptanya inisiatif gerakan 
bertukar sandang yang mulanya disebut dengan 
Sanding Sandang. Dipecut dari kesadaran akan peran 
sentral lingkungan bagi manusia, Putar Pakai berdiri 
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sejak 2022 sebagai bagian dari usaha mengurangi 
konsumsi sandang berlebihan. “(Putar Pakai-red] 
mengajak teman-teman yang punya baju tapi enggak 
tau mau dikemanain, ingat Risa tentang napas 
berdirinya Putar Pakai. 

Inisiatif yang diambil Tasha dan Risa bukan suatu 
gerakan ikut-ikutan semata. Melalui sistem kurasi dan 
barter, Putar Pakai tak hanya berusaha memperpanjang 
penggunaan sandang, tapi juga menebarkan 
pencerahan mengenai pemeliharaan dan konservasi. 
Bagi mereka, industri mode yang berubah begitu 
cepat meninggalkan penyakit akut berupa jejak-jejak 
sampah. Perlawanannya terhadap industri fast fashion 
menampakkan diri pada Putar Pakai sebagai usaha 
ramah lingkungan. “Kembali ke apa yang kita punya, 
yang dekat dengan kita,” Risa menyerukan semangatnya 
untuk mengurangi limbah pakaian. 

Menghadapi perputaran industri fast fashion, 
kesadaran dan tanggung jawab dalam memilih 
sandang sangat diperlukan. Bukhi, pelaku gaya hidup 
ramah lingkungan sekaligus pendiri Bhumi Bhuvana, 
berpendapat bahwa industri fast fashion tak pernah 
lepas dari perilaku konsumtif masyarakat terhadap 
sandang. Hal ini menyebabkan banyak orang langsung 
membuang pakaian ketika sudah bosan. "Kadang kita 
belinya juga cuma sekali-sekali doang pas lagi ada 
acara, terus habis itu nggak pernah dipake lagi,” 
tutur Bukhi. 

Ucapan Bukhi juga didukung oleh data dari Sistem 
Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) 

2022. Dilansir dari situs goodstats.id, sampah tekstil 
menyumbang 2,5 persen dari total volume sampah di 


Indonesia. Dengan kebiasaan konsumtif masyarakat 
yang belum sepenuhnya terkendali itu, dapat 
diperkirakan bahwa jumlah sampah tekstil akan terus 
meningkat tiap tahunnya. 

“Kadang yang paling parah lagi adalah kita 
sumbangin,” ujar Bukhi. Ia berpendapat bahwa dengan 
menyumbang, orang sering kali berpikir sudah 
melakukan tindakan yang tepat untuk mengatasi 
tumpukan sandang yang tidak terpakai. Padahal, 
tidak ada jaminan bahwa proses distribusinya 
berjalan dengan efektif. Sering kali sandang-sandang 
sumbangan itu tak semuanya terpakai, bahkan 
dibuang karena dinilai tak lagi layak pakai. Bukhi 
juga menambahkan bahwa banyaknya sandang yang 
terbuat dari material serat sintetis berpotensi tinggi 
mencemari lingkungan dan merusak keanekaragaman 
hayati apabila dibuang tanpa pengolahan yang benar. 

Menurut Bukhi, upaya mencapai tahap 
ramah lingkungan dapat dimulai dengan berpikir 
kembali sebelum membeli barang baru. Namun, ia 
menambahkan gaya hidup ini sulit dilakukan karena 
pola pikir terhadap kebutuhan belum sepenuhnya 
terarah. Kebutuhan manusia yang tak kunjung 
habis kerap menimbulkan pemikiran bahwa kita 
membutuhkan semua hal. Pola pikir inilah yang harus 
diperbaiki sebelum menerapkan gaya hidup ramah 
lingkungan. “Tinggal gimana caranya memilih mana 
yang butuh mana yang ingin,” sambung Bukhi. 

Bhuki juga menambahkan bahwa gaya hidup ramah 
lingkungan sejatinya adalah tentang menemukan 
keselarasan. “Buat aku, indikator selaras adalah ketika 
semuanya merasa seimbang. Semuanya terasa benar," 
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jelasnya. Dengan begitu, siapa pun yang melaksanakan 
gaya hidup tersebut, kapan pun hal tersebut dilakukan, 
serta apa pun langkah awal yang diambil, pasti akan 
memberikan dampak yang baik bagi keseimbangan 
lingkungan. 

Dampak tersebut dirasakan secara nyata oleh 
Ovi selaku pemutar pakai. Ia menuturkan bahwa 
dengan menukar pakaian yang layak pakai alih- 
alih membeli baru, ia tidak hanya ikut andil dalam 
siklus keberlanjutan, tetapi juga dapat mengalihkan 
pengeluaran untuk kebutuhan lain. “Dampak yang 
paling kerasa buat aku [secara-red] personal adalah 
hemat uang, ucapnya. 

Selain Ovi, Ane selaku pemutar pakai lainnya juga 
menyatakan bahwa usaha yang dilakukan oleh Putar 
Pakai dapat memperpanjang nilai pakai suatu pakaian 
agar tidak berakhir menjadi sampah yang menumpuk. 
Dengan menukar pakaian, maka pakaian tidak akan 
kehilangan nilai gunanya karena tidak terbuang secara 
percuma. “Kalau menurutku yang seperti ini membantu 
sekali, jadi bagus banget untuk mengurangi (limbah 
pakaian-redJ, ucapnya. 

Penggunaan pakaian yang bertanggung jawab tidak 
dapat dilakukan sendirian. Hal tersebut disampaikan 
oleh Tasha dalam upayanya untuk menyebarkan 
kesadaran pemakaian sandang kepada masyarakat. 
Tasha menyebutkan bahwa pemakaian sandang yang 
bertanggung jawab tersebut dapat dimulai dengan 
mempertimbangkan antara kebutuhan atau keinginan 
sebelum membeli pakaian. “Jadi ini bisa dibilang small 
steps yang bisa kita lakukan untuk tindakan kita sendiri 
juga, tuturnya. [Mayla, Aleshanee, Maul] 
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ejak revolusi industri, manusia telah secara 

signifikan meningkatkan emisi karbon dan 

gas rumah kaca lainnya ke atmosfer, sehingga 

berdampak serius pada kerusakan iklim 
global. Perubahan iklim yang semakin menunjukkan 
ketidakpastian mendesak peningkatan kesadaran akan 
emisi karbon. Dalam upaya pengentasan emisi karbon, 
Protocol Kyoto digagas oleh United Nations Framework 
on Convention on Climate Change (UNFCCC) pada 
1997. 

Formulasi yang disepakati dari Kyoto Protocol 
adalah dengan melakukan komodifikasi karbon yang 
dapat diperdagangkan pada pasar karbon internasional. 
Itikad ini dimaksudkan sebagai bentuk pelibatan para 
pemangku kepentingan baik negara maupun non- 
negara untuk memberikan insentif bagi investasi 
upaya-upaya pengurangan emisi karbon dan praktik 
pembangunan berkelanjutan.? 

Kyoto Protocol menjadi pilar bagi konvensi iklim 
global selanjutnya yakni Paris Agreement pada 2015. 
Kesepakatan utama yang dihasilkan adalah penurunan 
emisi gas rumah kaca dan menjaga kenaikan suhu 
global tak lebih dari 29-1,59C. Selanjutnya, kesepakatan 
ini mendorong negara-negara untuk melaporkan 
target dalam proyek NDC (Nationally Determined 
Country). Hal ini membuat negara-negara berbondong 
mengatasi emisi karbon dengan memilih melanjutkan 
mekanisme yang sudah dibuat pada Kyoto Protocol. 
Kesepakatan demi kesepakatan ini dipercaya sebagai 
langkah terdepan menuju lingkungan yang lebih baik. 
Namun, sebuah celah terbuka lebar untuk dikritisi. 
Mekanisme pasar yang digadang-gadang memberikan 
win-win solution secara ekologis serta ekonomis justru 
melahirkan perangkap penjajahan baru.’ 


Pangsa Pasar Karbon 

Carbon offset merupakan mekanisme pengurangan 
emisi karbon melalui pengompensasian kelebihan 
produksi emisi di satu tempat dengan pendanaan 
proyek pengurangan karbon di tempat lain. Prinsip 
utama carbon offset adalah komodifikasi karbon yang 
berfungsi untuk mendorong insentif pengurangan 
emisi secara efisien. 

Mekanisme carbon offset diatur menjadi dua 
skema dalam pasar global. Pertama, skema Clean 
Development Mechanism (CDM) adalah skema carbon 
offset yang melibatkan UNFCCC, negara tuan rumah, 
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Penjajahan Baru di 
Bawah 
Langit Kelabu 


Carbon offset jadi tawaran 
menggiurkan lantaran mampu 
menangani krisis ekologi sekaligus 
mendongkrak ekonomi. Namun, apa 
yang dicanangkan tak seindah yang 
ada diangankan. Carbon offset justru 
mengarah pada ketimpangan global 
yang berujung pada penjajahan baru. 


serta konsumen. Skema kedua adalah voluntary offset 
market, yaitu skema pasar carbon offset yang dijalankan 
oleh sektor privat penyedia proyek offset. 

Tak butuh waktu lama untuk menjadi komoditas 
yang laku di pasar karbon. Dari skema sukarela saja, 
seka pertama kali diterapkan pada 2005-2006 jumlah 
transaksi karbon telah menyentuh angka USD 91 
juta. Pertumbuhan perdagangan karbon menyentuh 
20096 pada 2010 atau sebesar USD 4 miliar. Lonjakan 
pertumbuhan pasar carbon offset sukarela diperkirakan 
akan terus tumbuh signifikan mencapai proyeksi 
transaksi tahunan sebesar USD 50 Miliar pada 2030.6 

Berdasarkan data tahun 2019, pasar carbon offset 
global dipimpin oleh industri Eropa dengan pembelian 
yang mencapai 6096, disusul dengan industri Amerika 
Utara yang menyumbang 3196. Negara Dunia Selatan 
menjadi lahan basah dalam pelaksanaan carbon 
offset. Negara Dunia Selatan sengaja dipilih lantaran 
menyediakan ruang bagi pengurangan karbon yang 
melimpah, biaya pelaksanaan proyek yang lebih murah, 
memberi dampak signifikan pada perekonomian negara 
penyedia carbon offset, dan yang paling utama jumlah 
emisi karbon di negara Dunia Selatan jauh lebih minim 
ketimbang negara Dunia Utara.” 

Carbon offset dinilai menguntungkan bagi para 
korporat dari Negara Dunia Utara karena menjanjikan 
investasi besar-besaran dari para konsumen “hijau” 
serta menjadi jalan pintas untuk mengakali pembatasan 
karbon oleh negara. Alih-alih emisi karbon berkurang, 
praktik carbon offset justru tak ubahnya menjadi 
praktik lepas tangan negara-negara Dunia Utara terkait 
tanggung jawab emisi yang menyasar negara-negara 
Dunia Selatan dengan menjadikannya destinasi proyek 
konservasi karbon yang lebih murah.” 


Krisis Ekologi di Bawah Panji Penjajahan 
Ketetapan-ketetapan yang diprakarsai negara Dunia 
Utara pada konvensi-konvensi perubahan iklim terus 
melanggengkan skema pengentasan krisis iklim melalui 
mekanisme pasar sebagai sebuah solusi.” Skema ini 
mengarahkan pada bentuk penjajahan baru: penjajahan 
karbon." Penjajahan karbon sendiri merupakan 
pandangan kritis terhadap adanya fenomena 
perampasan lahan dan sumber daya dari negara- 
negara Selatan atas nama konservasi penebusan karbon 
yang dijalankan melalui hegemoni industri dan siasat 
overkonsumsi negara Dunia Utara.” 


Dalam konteks penjajahan karbon, reproduksi 
struktur penjajahan ini tercermin dalam dominasi 
sistem ekonomi negara Dunia Utara dalam 
mengendalikan pengentasan krisis iklim. Carbon offset 
menjadi salah satu senjata yang dilancarkan untuk 
mengeksploitasi sumber daya negara Dunia Selatan. 
Corak penjajahan baru dilanjut dengan perampasan 
tanah dan perusakan ekosistem di negara Selatan demi 
menciptakan offset yang akan dijual kepada negara, 
perusahaan, dan individu di negara Utara. Praktik 
penjajahan karbon membenarkan konsumsi berlebihan 
di negara Utara dan mengalihkan beban pengurangan 
stok karbon di atmosfer ke negara Selatan. Fokus 
pada proyek-proyek carbon offset ini merupakan 
kelanjutan dari dominasi sumber daya alam yang justru 
melanggengkan emisi karbon." 

Penjajahan karbon sering kali dijalankan oleh 
perusahaan multinasional dari negara Dunia Utara 
yang memiliki kekuatan ekonomi dan politik jauh lebih 
besar melalui perdagangan karbon di negara Dunia 
Selatan. Melalui proses ini, lahan yang sebelumnya 
menjadi sumber kehidupan masyarakat lokal di negara 
Selatan diambil alih untuk proyek-proyek penanaman 
pohon atau konservasi dengan dalih mengimbangi 
emisi karbon.“ 

Namun, penanaman pohon dan konservasi lahan 
ini justru memperparah ketidakadilan sosial dan 
lingkungan. Masyarakat lokal sering kehilangan akses 
terhadap tanah mereka berikut dengan sumber daya 
alam yang vital secara paksa. Hal ini mencerminkan 
pola penjajahan modern, di mana kekuatan eksternal 
mengeksploitasi serta menindas komunitas lokal untuk 
keuntungan mereka sendiri. 

Dampak lain carbon offset adalah perubahan 
ekosistem lingkungan baru di negara-negara 
Selatan. Proyek-proyek carbon offset sering kali 
mengonservasi hutan-hutan di negara Selatan 
dengan melibatkan penanaman monokultur pohon, 
sehingga menghilangkan keragaman hayati. Dalam 
dinamika carbon offset, relasi kuasa yang timpang serta 
pengadopsian paksa sering kali bertentangan langsung 
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dengan interaksi masyarakat adat dengan tanah 
sendiri.” Puncak malapetaka ada pada perubahan pola 
produksi dan konsumsi hingga perubahan sistem sosial 
dan ekonomi masyarakat secara keseluruhan yang 
menghamba hegemoni sistem negara Utara. 

Indonesia menjadi salah satu negara Dunia Selatan 
yang turut menyepakati Paris Agreement. Sebagai 
konsekuensinya, negara termakan iming-iming carbon 
offset. Pola penjajahan nan licik tersebut dapat dilihat 
dari kasus kegagalan proyek carbon offset di Ulu Masen, 
Aceh. Proyek Ulu Masen ini telah mengorbankan 750 
ribu hektare, sehingga masyarakat adat tak lagi dapat 
menggarap lahan tersebut. Kondisi ini diperparah 
dengan pemberlakuan larangan secara paksa atas 
praktik-praktik adat dalam pemanfaatan hutan 
seperti perladangan gilir balik dan pembakaran hutan 
terkontrol ala masyarakat lokal Ulu Masen.$ ° 

Tak berhenti di Ulu Masen, proyek gagal carbon 
offset juga dapat dilihat pada proyek Hutan Harapan 
yang digarap oleh PT Restorasi Ekosistem Indonesia 
(PT REKI) di Jambi. Proyek ini gagal total dengan hasil 
hilangnya keanekaragaman hayati di daerah tersebut.” 
Proyek ini tidak sesuai dengan tujuan awal sebagai 
kompensasi atas emisi karbon, proyek konservasi yang 
dilakukan justru menyebabkan kepunahan pada 1300 
flora dan 620 fauna dari ekosistem Hutan Harapan. 

Kini, selepas kisah serangkaian konvensi 
internasional dan skema telah mewarnai dinamika 
penyelamatan iklim dalam kurun dua dekade ke 
belakang. Krisis iklim seolah berjalan stagnan, bila 
tak ingin disebut kemunduran. Mekanisme carbon 
offset yang diyakini membawa angin segar perbaikan 
iklim justru menjadi ladang reproduksi kekuasaan 
yang mengarah ke penjajahan baru. Negara Dunia 
Selatan jadi ladang jarahan bagi negara Dunia Utara 
demi proyek-proyek karbon. Perampasan lahan, 
privatisasi sumber daya alam, dan pelanggengan 
industri polutif jadi akibat utama dari perjalanan carbon 
offset yang kian menunjukkan dominasi corak industri 
negara Dunia Utara terhadap negara Dunia Selatan. 
[Farrel, Zahwa] 
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Mareta Sari: Transisi Energi Hanya 
Memperpanjang Penderitaan Perempuan 


ransisi energi yang seharusnya menjadi solusi 
lingkungan ternyata berdampak negatif, 
terutama bagi perempuan. Perempuan kerap 
tidak dilibatkan dalam kebijakan pertambangan 
sehingga harus menanggung beban kehilangan 
lahan, pencemaran air, dan gangguan kesehatan. 
Ketidakadilan ini memperburuk ketimpangan gender 
dan memperpanjang rantai penderitaan perempuan di 
daerah terdampak. 

Untuk mendapatkan perspektif lebih dalam 
mengenai isu ini, BALAIRUNG berkesempatan 
mewawancarai Dinamisator Jaringan Advokasi 
Tambang (JATAM) Kalimantan Timur, Mareta 
Sari. Dalam wawancara ini, Mareta Sari berbagi 
pandangannya tentang bagaimana transisi energi dan 
industri ekstraktif memengaruhi masyarakat, terutama 
perempuan di daerah yang terdampak. 

Berikut wawancara lengkapnya. 


Bagaimana Anda melihat pelibatan masyarakat secara 
umum dalam pembentukan kebijakan terkait tambang 
dan transisi energi? 

Hadirnya Undang-Undang Minerba di bawah 
Undang-Undang Omnibus memberikan fleksibilitas 
untuk perusahaan pertambangan melaksanakan 
perusakan. Dengan adanya undang-undang ini, 
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setidaknya ada tujuh perusahaan pertambangan 
dengan skala besar [yang mendapatkan perpanjangan 
otomatis-red]. Yang tadinya (usia pertambangannya- 
red] selesai di tahun 2019/2021, dengan penerapan 
Undang-Undang Minerba Nomor 3 Tahun 2020, akan 
menjadi lebih panjang. Selain itu, disebutkan juga 
bahwa pertambangan batu bara tidak wajib untuk 
membayarkan royalti kepada negara sehingga tidak 
ada tagihan kepada perusahaan pertambangan. Ini 
merupakan kartu merah untuk korporasi dan untuk 
perusahaan-perusahaan sekaligus menghilangkan hak- 
hak masyarakat serta melestarikan oligarki tambang 
dan juga ekstraktif dalam politik. 


Nah, transisi energi yang digadang-gadang 
menjadi alternatif untuk mereduksi 


kerusakan lingkungan dan pencemaran justru 
akan memperpanjang rantai ekstraktivisme. 


Kenapa? Karena proyek-proyek transisi energi 
itu adalah proyek-proyek yang masih ada hubungan 
dengan pertambangan, baik seperti pertambangan 


batu bara maupun pertambangan minyak dan gas. 
Contohnya adalah proyek gasifikasi batu bara. Proyek 
ini tetap butuh batu bara untuk menghidupkan 
PLTU-nya, bahkan menggunakan batu bara sebagai 
bahan baku untuk diubah. Maka, transisi energi yang 
dimaksud sebenarnya transisi energi yang palsu. Bukan 
ini solusi atas masalah yang kita hadapi saat ini. Ini 
justru memperpanjang perusakan dan penghancuran, 
bahkan perampasan dan kematian orang-orang. 


Apakah ada perbedaan antara pelibatan masyarakat 
umum dengan perempuan sebagai pihak terdampak 
kebijakan pertambangan transisi energi? 

Pasti ada perbedaan. Misalnya, ketika rapat untuk 
melepaskan tanahnya, perempuan tidak diajak, hanya 
laki-laki. Kita tidak tahu [apa yang didiskusikan-red] 

di dalam forum itu karena perempuan tidak terlibat. 
Yang tadinya ia [perempuan-red] bekerja harian, tapi 
karena tanahnya dilepas, suaminya jadi buruh dan yang 
bekerja hanya suami. Karena itu muncul ketimpangan 
lagi, pendapatan menjadi berkurang. Laki-laki lebih 
banyak fokus untuk bekerja, menghasilkan pendapatan, 
menjadi buruh, dan sebagainya. Tadinya [mereka-red] 
bisa berdiskusi di kebun, merumuskan asal pendapatan, 
bahan yang bisa dijual, cara mengolah tanah yang baik, 
cara menghadapi masalah, meminta pinjaman, dan lain- 
lain. Itu tadinya bisa dilakukan, tetapi berubah. 

Lalu setelah tahapan itu ada pencemaran. Ketika 
ada pencemaran, misalkan krisis air, yang paling 
merasakan masalahnya adalah perempuan. Ada masa- 
masa khusus, misalnya menstruasi dan melahirkan, 

di mana perempuan butuh lebih banyak air. Belum 
lagi kualitas air, apakah kualitas airnya baik untuk 
reproduksi dan untuk kesehatan? Ketika pencemaran 
terjadi, perempuan akan terbebani lagi. Kalau sumber 
airnya hilang maka ia harus mencari lebih jauh. 

Belum lagi kalau kita bicara tentang konflik lahan, 
kalau tidak salah, di Wawonii, Sulawesi Tenggara, dalam 
dua minggu terakhir ada pencemaran yang terjadi di 
sungai dan ada konflik kriminalisasi. 


Nah, perempuan harus memutar otak. 
Bagaimana ia harus menghadapi situasi krisis 


air bersih sementara ada keluarganya yang 
dikriminalisasi dan ditangkap oleh aparat? 


Ini yang membedakan antara apa yang dihadapi 

oleh laki-laki dan perempuan dari mulai datangnya 
industri sampai industri sudah beroperasi. Jadi, rantai 
ekstraktivisme ini sebenarnya juga menjadi rantai 
panjang penderitaan perempuan. 


Bagaimana pandangan Anda terkait keterlibatan 
perempuan dalam pembuatan kebijakan mengenai 
pertambangan dan transisi energi? 

Apakah perempuan dilibatkan? Tentu saja tidak. 
Contohnya adalah saat ada dua smelter yang dekat 
dengan tempat tinggal saya dan baru diberi izinnya 
tahun lalu. Perempuan tidak pernah ditanya sehingga 
tidak tahu apakah itu (pembangunan smelter-red] 
baik untuk mereka. Tiba-tiba, smelternya dibangun 
oleh orang Cina yang tidak bisa berbahasa Inggris 
atau Indonesia sehingga [perempuan-red] hanya bisa 
bekerja. Dalam situasi itu, tidak ada penjelasan baik dari 
pemerintah setempat maupun pusat yang menyatakan 
akan hal ini. 
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Jangankan menentukan apakah penting atau tidak 
bagi warga di tempat itu, bagi perempuan di sekitar 
situ, mengetahui smelter buat apa aja, tidak. Belum 
lagi bicara pembuatan regulasinya atau pembuatan 
keputusannya, [perempuan-red] tidak dilibatkan. 
Keputusannya selalu keputusan dari negara. Jadinya 
mereka harus membuat regulasi secepatnya atas nama 
kepentingan bisnis dan pembangunan tanpa melibatkan 
rakyatnya. 


Apakah selama ini ada usaha yang sudah dilakukan 
oleh perempuan untuk lebih dilibatkan dalam transisi 
energi? 

Beberapa protes yang dilakukan oleh perempuan 
sebenarnya sering dilakukan dan ditunjukkan 
berkaitan dengan industri pertambangan, baik di 
hulunya maupun hilirnya. Banyak sekali protes yang 
dilangsungkan oleh perempuan untuk menghadang 
terjadinya proyek dari transisi energi ini, misalnya 
di Rincang Banten. Kemudian di Gede Pangrango 
dan di daerah Flores mereka menolak pertambangan 
geothermal. 


Jadi, perempuan juga ikut dilibatkan (dalam 
perlawanan-red]. Mungkin tidak mudah 
untuk melibatkan, karena takut, khawatir, 
karena bangsa kita ini masih patriarkis juga 


sehingga pelibatannya sangat kecil. Namun, 
sekarang gelombang keikutsertaan mereka 
membesar. Kini perempuan berada di garis 
depan untuk mempertahankan tanah dan 
ruang hidupnya dari industri transisi energi. 


Menurut Anda bagaimana seharusnya perempuan ini 
dapat dilibatkan dalam proses transisi energi? 

Kalau untuk itu ya, tambangnya jangan ada lah. 
Justru perempuan tidak akan bisa terlibat karena 
kebutuhan pembangunan proyek-proyek ini akan terus 
meminggirkan perempuan. Yang harus dibereskan 
pertama adalah pertambangannya harus diciutkan, 
harus dihentikan. Karena kalau tidak dihentikan maka 
percuma, perempuan dilibatkan tapi tetap menambang. 
Akhirnya penderitaannya tetap diterima oleh 
perempuan. [Leoni, Riendy, Rofi] 
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“Donasi yang terkumpul sudah banyak tuh. Sudah 
disalurkan belum ya?” 

“Kasihan banget. Ini kalau saya donasi, uangnya 
benar-benar tersampaikan nggak ya?” 

“Mending langsung donasi ke neneknya aja. Kalau 
lewat akun-akun ginian, nanti dipotong lagi donasinya.” 


ejak Mei 2024, komentar-komentar seperti 

ini memang banyak ditemui di berbagai iklan 

kampanye penggalangan dana di media sosial 

TikTok. Salah satu hal yang disoroti adalah 
pemberlakuan potongan untuk setiap total donasi 
yang terkumpul. Mengacu pada salah satu platform 
galang dana Kitabisa, potongan sebesar 596 memang 
diberlakukan! Namun, potongan tersebut dimaksudkan 
untuk biaya operasional dan pemberlakuannya 
pun sudah sesuai dengan peraturan perundang- 
undangan. Jika yang menjadi isu adalah transparansi, 
lembaga penggalang dana seperti Kitabisa juga 
telah menampilkan laporan keuangan serta rincian 
penggunaan dana di situs mereka dan di setiap 
halaman kampanye.” Agaknya, memang bukan dua hal 
ini yang menjadi duduk perkara. 


Perihal “Percaya” dalam Galang Dana 

Diskursus mengenai praktik penggalangan dana 

tidak terlepas dari perkembangan microfinancing 
(pendanaan mikro) untuk individu atau pelaku usaha 
yang tidak dapat mengakses perbankan konvensional. 
Pada hakikatnya, praktik semacam ini bertujuan 

untuk mengentaskan kemiskinan dan mewujudkan 
kehidupan masyarakat yang layak secara ekonomi.? 
Salah satu lembaga paling awal yang menyediakan 
layanan pendanaan mikro adalah Grameen Bank yang 
didirikan pada 1976. Lembaga ini menjadi populer pada 
masanya karena menawarkan pinjaman bagi kelompok- 
kelompok perempuan dari golongan kurang mampu 
untuk dapat menjalankan usaha mereka sendiri. 
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Galang 
Sejahtera 
Tatkala 
Negara Alpa 


Penggalangan dana hadir untuk membantu 
sesama atas dasar rasa percaya. Ketika 
kepercayaan itu dipertanyakan dan terdapat 
komodifikasi yang tak terhindarkan, nasib 
penerima derma yang bergantung padanya 
yang jadi terpinggirkan. Jika demikian, kepada 
siapakah kita menuntut pertanggungjawaban? 


Tentu saja, pendanaan mikro seperti yang 
disediakan oleh Grameen Bank hanya berfokus pada 
masyarakat lokal dan kurang menjangkau pelaku- 
pelaku keuangan dunia." Oleh karena itu, pada 2005, 
didirikanlah sebuah situs peminjaman mikro peer- 
to-peer (P2P) berbasis web 2.0 bernama Kiva yang 
mempertemukan peminjam dan pemberi pinjaman 
dalam skala global. Di Indonesia, layanan peminjaman 
dana serupa Kiva dipelopori oleh berdirinya KoinWorks 
pada 2016 dengan tujuan memberdayakan pelaku usaha 
di seluruh negeri.” 

Spirit Grameen Bank, Kiva, dan KoinWorks berlaku 
pula dalam praktik penggalangan dana yang berbasis 
donasi. Pada dasarnya, penggalangan dana lahir sebagai 
alternatif atas pendanaan tradisional agar siapa saja 
dapat memberikan donasi kecil ataupun besar.’ Di 
Indonesia, praktik ini tidak terlepas dari kedermawanan 
dan tingginya religiusitas masyarakat yang mendorong 
kesediaan untuk berdonasi.” Berangkat dari tujuan dan 
konteks tersebut, Kitabisa menjadi pelopor gerakan 
penggalangan dana di Indonesia yang dirintis 
sejak 2013 silam." 

Baik dalam praktik pendanaan mikro maupun 
penggalangan dana, kepercayaan atau kredibilitas 
merupakan faktor yang esensial. Dalam konteks Kiva, 
pemberi pinjaman cenderung mempertimbangkan 
kemampuan peminjam dalam melakukan 
pengembalian." Pemberi pinjaman juga menerima 
laporan perkembangan yang memastikan bahwa dana 
pinjamannya telah digunakan dengan baik.? Sementara 
itu, bagi lembaga penggalang dana, transparansi terkait 
alokasi donasi yang terkumpul memang menjadi sangat 
penting. Realitasnya, praktik penggalangan justru 
sering kali diasosiasikan dengan komodifikasi yang 
terjadi di baliknya. Bahkan, pada 2022 lalu, salah satu 
lembaga galang dana terbesar di Indonesia, Aksi Cepat 
Tanggap (ACT) didapati menyalahgunakan donasi 
yang terkumpul, sementara pemimpinnya kedapatan 


menerima gaji dengan nominal yang tidak wajar." 
Dengan preseden semacam ini, bahkan untuk Kitabisa 
yang telah berupaya untuk menunjukkan transparansi, 
sejumlah pihak masih saja mempertanyakannya." 

Isu komodifikasi dan ketidakpercayaan yang 
menyelimuti lembaga galang dana tersebut perlu 
diperhatikan sebab esensi praktik ini adalah untuk 
kesejahteraan sosial. Terlebih, terdapat nasib para 
lansia sebatang kara dan individu kurang mampu yang 
seolah terpinggirkan. Padahal, mereka yang menjadi 
tujuan dari penggalangan dana inilah yang sepatutnya 
menjadi perhatian. Tentu, harus ada yang bertanggung 
jawab atas persoalan ini. Lebih dari itu, lahirnya praktik 
penggalangan dana sendiri patut dipertanyakan, 
terlebih jika menimbang bahwa kesejahteraan sosial 
merupakan tanggung jawab negara. 


Galang Dana, Gagal Negara 

Pemahaman terhadap konsep kesejahteraan sosial 
yang juga dikenal sebagai social welfare dapat merujuk 
pada dua perspektif, yaitu perspektif institusional dan 
tradisional. Pandangan institusional mendefinisikan 
social welfare sebagai upaya bagi setiap individu atau 
kelompok masyarakat untuk memenuhi kebutuhan 
sosialnya." Setidaknya, terdapat enam pranata sosial 
yang menjalankan fungsi social welfare ini, yaitu 
sistem kekerabatan, organisasi keagamaan, tempat 
kerja, pasar, masyarakat sipil, dan pemerintah." 
Sementara itu, menurut perspektif tradisional, social 
welfare bukan merupakan sesuatu yang inheren 
dengan kondisi masyarakat ideal, melainkan sebuah 
praktik yang muncul sebagai alternatif ketika pranata 
sosial yang ada tidak bekerja sebagaimana mestinya." 
Dalam pandangan ini, social welfare merupakan jaring 
pengaman sosial baru yang cenderung bernuansa 
altruistik seperti dalam aktivitas sedekah dan donasi." 


Dalam konteks social welfare sebagaimana 
pandangan institusional, negara melalui pemerintah 
memang bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan 
mengalokasikan sumber daya dalam rangka mencapai 
kesejahteraan sosial.” Pemerintah juga berkewajiban 
untuk mewujudkan stabilitas sosial dengan menjamin 
terpenuhinya standar minimum untuk kesehatan, 
pendidikan, dan tempat tinggal.” Namun, dalam 
dinamikanya, negara bisa saja absen dan gagal 
memenuhi kebutuhan sosial masyarakatnya. Dalam 
kondisi inilah, konsep social welfare menurut perspektif 
tradisional berlaku. Dengan kata lain, kegagalan negara 
menjadi faktor pendorong bagi sejumlah kalangan 
masyarakat untuk kemudian berinisiatif merintis 
platform-platform penggalangan dana. 

Lebih dari sekadar gagal, negara berusaha 
menutupi kegagalannya dengan memutarbalikkan 
logika di balik praktik galang dana. Pemerintah 
berdalih bahwa masyarakat telah membentuk jaring 
pengaman sosial sendiri untuk memenuhi kebutuhan 
sosialnya sehingga peran negara tidak lagi signifikan.” 
Dengan paradigma bahwa masyarakat sipil juga 
merupakan salah satu pranata sosial dalam social 
welfare, logika tersebut bisa saja berlaku. Namun, hal 
tersebut tidak berarti bahwa negara terbebas dari 
kewajibannya. Terlebih, ketika praktik penggalangan 
dana sebagai jaring pengaman sosial alternatif justru 
dilanda krisis kepercayaan dan dibayangi tendensi 
komodifikasi, negara dituntut memberikan perhatian 
pada masyarakat kurang mampu yang sebelumnya 


Wawasan 


bergantung pada praktik ini, termasuk mereka 

yang tidak bekerja dan lanjut usia. Hal ini sejalan 
dengan pandangan bahwa negara bertanggung jawab 
menyediakan perlindungan sosial bagi individu yang 
rentan secara ekonomi ketika berada pada 

siklus hidup tersebut.” 

Penggalangan dana memang tidak lahir dari situasi 
yang hampa. Sungguhpun berangkat dari tujuan yang 
mulia, ketika masyarakat tidak lagi percaya dengan 
praktik ini dan manakala komodifikasi memang benar 
terjadi, tentu harus ada yang bertanggung jawab 
untuk memperbaiki situasi. Meskipun pemberlakuan 
potongan dan transparansi digadang-gadang menjadi 
isu, ternyata bukan keduanya yang merupakan duduk 
perkara. Lebih dari itu, di balik semua ini, terdapat 
indikasi kegagalan negara dalam menjalankan 
tanggung jawabnya dalam hal pemerataan 
kesejahteraan sosial. Dan pada akhirnya, lagi-lagi harus 
kita yang bertanya: Apakah negara akan terus diam 
saja? (Petra, Kornel, Kaia] 
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Bayu Wardhana: 
RUU Penyiaran Berpotensi 
Kekang Kebebasan Pers 
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ancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran 
sempat jadi pembicaraan hangat pada 
pertengahan hingga akhir bulan Juni. Musabab, 
pasal-pasal yang memiliki pengaruh besar 
bukan hanya pada dunia penyiaran, tetapi juga dunia 
jurnalisme. Munculnya Pasal 50B ayat 2 huruf (c) yang 
melarang penayangan eksklusif jurnalisme investigatif 
menjadi salah satu pasal yang diperbincangkan. 
Bukan cuma jurnalisme yang terdampak oleh RUU 
ini, kebebasan berpendapat dan media sosial juga 
ikut terbawa arusnya sehingga membuatnya layak 
diperdebatkan. 
Dari isu tersebut, beberapa individu yang bergelut 
di bidang jurnalisme angkat bicara. Salah satunya 
adalah Sekretaris Jenderal Aliansi Jurnalis Indonesia, 
Bayu Wardhana. BALAIRUNG berkesempatan 
melakukan wawancara dengan Bayu perihal RUU, 
jurnalisme investigatif, dan kebebasan berpendapat. 
Berikut wawancaranya. 
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Bagaimana realitas kebebasan berpendapat saat ini? 

Kebebasan berpendapat itu seiring dengan 
kebebasan berekspresi. Kalau di Indonesia tampaknya 
bebas, tapi sebenarnya secara substansi kita punya 
masalah. Umpamanya UU ITE (Informasi dan Transaksi 
Elektronik-red] dengan pasal-pasal defamasi seperti 
pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik itu kan 
sangat subjektif. 

Yang kedua, umpamanya membuat berita bohong 
sehingga menghasilkan sebuah kerusuhan, itu 
juga pasal yang membuat kebebasan berpendapat 
bermasalah. Contoh, Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto. 
[Ia-red] dipanggil polisi gara-gara wawancara di 
Liputan6, tetapi kasusnya kemudian dikaitkan dengan 
demo yang dikatakan sempat ricuh. Saya mengambil 
ilustrasi bahkan sekelas politisi ini bisa dikriminalisasi. 
Apalagi orang biasa yang tidak punya posisi atau 
kedudukan. Itu kan sebenarnya membuat ketakutan 
buat siapapun nanti. Jadi, kalau dikatakan skala satu 
sampai sepuluh, mungkin saya akan bilang kita itu di 
empat lah. 


Apakah moderasi media sosial ini akan 
mempersempit kebebasan berpendapat? 

Sebenarnya istilah moderasi konten di media 
sosial atau di internet maksudnya bukan kontennya 
dimoderatori. Istilah ini sebenarnya umum dipakai di 
dunia internet untuk mengatakan bahwa bagaimana 
dunia internet itu menciptakan ruang aman buat 
siapa saja sehingga yang disebut moderasi itu bukan 
dimoderatori, tetapi konten-konten yang di-upload di 
internet itu moderat. Moderat dalam arti, tidak ujaran 
kebencian, tidak fitnah, tidak menyinggung agama 
dan ras, itu yang dimaksud. Tetapi kemudian istilah 
itu diambil oleh pemerintah, Kominfo (Kementerian 
Komunikasi dan Informatika-red], dalam arti membuat 
dewan media sosial untuk memoderasi konten. 
Menurut saya konsepnya agak miss, seolah-olah 
kontennya difilter, enggak begitu sebenarnya. 


Lalu bagaimana media kritis seperti Narasi atau 
Tempo, Project Multatuli, dan pers mahasiswa akan 
bertahan apabila moderasi media sosial tidak sesuai 
tujuan aslinya? 

Mari kita samakan dulu persepsinya. Kalo 
moderasi konten itu bukan berarti memberangus 
suara-suara kritis, tapi ujaran kebencian itu yang 
dimoderasi. Jurnalisme yang baik kan tidak akan begitu 
(menyebarkan ujaran kebencian-red]. Jadi, menurut 
saya moderasi konten bukan ancaman buat pers yang 
kritis. Nah, supaya moderasi itu tidak seenaknya 
mereka, maka dewan ini [dewan media sosial-red] 
terdiri dari masyarakat. Jadi bukan dipilih pemerintah 
atau Kominfo, tetapi mungkin seperti Dewan Pers. 
Dewan Pers itu kan dipilih oleh perusahaan pers dan 
asosiasi jurnalis. Jadi enggak ada intervensi dari partai 
atau semacamnya. 


Bagaimana tanggapan Anda terkait penyeragaman 
opini publik yang merupakan dampak dari adanya 
RUU Penyiaran? 

Soal pemantasan opini, tentu kita akan kembali 
seperti di zaman Orde Baru. Semua itu harus satu 
suara, tidak boleh ada suara sumbang. Namun, 
investigasi akan selalu suara sumbang karena dia 
mengkritisi dan sebagainya. Saya kira pelarangan 
investigasi di penyiaran televisi dan radio itu tentu 
tidak baik untuk demokrasi. Yang kedua, investigasi itu 
bukan hanya sekadar bersuara beda. Media jurnalistik 
kan harusberimbang. 


Jika RUU ini membawa setiap sengketa ke ranah 
hukum untuk diadili dan bukan ke dewan pers, 
bagaimana cara jurnalis mencari ruang aman? 

Sebenarnya itu menuju kematian dari kebebasan 
pers ya. Kan memang Undang-Undang Pers Nomor 
40 Tahun 1999 itu semangat reformasi. Para pembuat 
Undang-Undang itu semangatnya masih reformasi 
sehingga semua sengketa pers itu dilakukan di 
dewan pers lewat mediasi. Tidak ada ketentuan 
pidana atau apa, tapi biasanya permohonan maaf 
atau memuat berita ulang, hak koreksi, hak jawab dan 
sebagainya. Itu saja, tidak semua dibawa ke pidana dan 
dipenjarakan gitu. 

Nah, [jika-red] Undang-Undang penyiaran ini lolos, 
itu antitesisnya dari Undang-Undang Pers karena bisa 
dibawa ke Hukum Acara Pidana dan sebagainya. Kalo 
sampe ke sana, ya selesai. Kita akan runtuh sebagian. 
Mungkin hanya temen-temen jurnalis yang berani yang 
siap menghadapi kasus-kasus hukum. Kalo Undang- 
Undang ini lolos, sengketa itu dibawa ke ranah hukum, 
itu sudah kayak ancaman, intimidasi. 
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Bagaimana cara jurnalis mencari ruang? Saya 
enggak bisa jawab. Saya kira hanya jurnalis-jurnalis 
yang berani, yang bisa tetap membuat investigasi. 


Apa langkah yang akan jurnalis lakukan? Apakah akan 
demo lagi? 

Demonstrasi sudah dilakukan ya. Salah satu 
keberhasilan sementaranya adalah Undang-Undang ini 
ditunda pengesahannya jadi RUU. Tentu kalo ditanya 
apakah UU perlu direvisi? Perlu. Banyak pasal yang 
perlu di-update, tapi tidak harus mengekang kebebasan 
pers. Nanti kalau periode berikutnya dibahas, kami 
akan tetap mengawal itu. Kita kasih masukan, kita 
sudah punya konsep-konsep dari masyarakat sipil. 
Selain demonstrasi, kami punya RUU tandingan. Ya, 
kalaupun diketok dan mengancam kebebasan pers, 
tentu judicial review, harus kita bawa ke MK dan 
sebagainya. 


Apa yang membuat RUU tandingan versi jurnalis lebih 
baik dari RUU penyiaran? 

Ini bukan hanya versi jurnalis ya, tetapi juga 
masyarakat sipil, akademisi, jurnalis, Lembaga 
Swadaya Masyarakat dan sebagainya. Beberapa poin 
yang penting adalah mempertegas bahwa seorang 
pengusaha itu harus sangat dibatasi kepemilikannya. 

Yang kedua, pemilik itu tidak boleh berafiliasi 
politik. Kita lihat bagaimana MetroTV, tvOne itu. 
Kampanye aja gak boleh sebenarnya. Yang ketiga, kita 
ingin mengembalikan regulator penyiaran itu hanya 
KPI (Komisi Penyiaran Indonesia-red]. Sekarang 
regulator penyiaran itu sebenarnya pemerintah. 
Sementara menurut kami, yang idealnya, izin itu ke KPI. 
Kominfo itu gausah ikut campur. Itu menunjukan KPI 
sangat independen. Dia yang mengawasi izin, dia yang 
mengawasi konten. 


Apa yang dilakukan Dewan Pers kalau KPI berkuasa? 

Sebenarnya di Undang-Undang yang berlaku 
sekarang ada pasal yang mengatakan, wartawan 
penyiaran tunduk pada Kode Etik Jurnalistik dan 
Undang-Undang yang mengikutinya. Memang tidak 
disebutkan oleh Undang-Undang Pers, tetapi yang 
disebut Kode Etik Jurnalistik itu selalu Undang- 
Undang Pers. Jadi, sekarang ini kalau ada sengketa 
yang umpamanya berita di Liputan6, saya gak setuju 
itu gambarnya palsu, maka saya akan melaporkannya 
ke Dewan Pers. Nanti Dewan Pers akan mengundang 
redaktur atau pemimpin redaksinya Liputan6. Tidak ke 
KPI, KPI itu lebih ke tontonan. 

Kalo Undang-Undang terbaru gak dikasih ke Dewan 
Pers, semua ditangani KPI, ya akhirnya, pertama, 
Dewan Pers tidak punya gigi lagi. Dia hanya mengurus 
media cetak. Karena dengan rancangan Undang- 
Undang ini KPI juga punya wewenang internet kan? 
Jadi televisi, radio, dan YouTube diawasin. Kedua, bisa 
dipidanakan. Kalo di Undang-Undang Pers tidak ada 
pidana. Undang-Undang penyiaran ini bisa membawa 
ke pidana, itu yang berbahaya. [Nabeel, Nasywa] 
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Berdiri bergerombol di pinggir jalan, kami menatap 
angkutan umum yang lewat, ke timur ke barat. Hanya 
tersisa waktu satu jam, sebelum semua berhenti 
beroperasi, baik bus JE, labi-labi, ataupun mobil 
pribadi. Dari guru kami mendengar, sudah turun lagi 
ajakan untuk melakukan pemogokan: pasar tutup, 
sekolah libur, kantor-kantor tutup, dan tidak boleh 
ada kendaraan roda empat yang melintasi jalan raya 
sepanjang lintasan Jeumpa-Lhok. Di pintu depan dan 
belakang bus JE dipenuhi anak-anak berseragam biru 
putih atau abu-abu putih, begitu pun di pintu belakang 
labi-labi. Mereka bergelantungan, berebut tempat 
untuk sampai di rumah. Teman-teman yang membawa 
motor sudah meluncur pulang dari pengumuman itu 
disebar. Kami yang menggunakan angkutan umum, 
masih menunggu cemas di pinggir jalan. Beberapa anak 
dijemput dengan sepeda motor oleh keluarganya. 

Satu jam dari sekarang, jalan pasti lengang, hanya 
mobil ambulans, truk reo atau mobil berkaca gelap yang 
sesekali menderu. Ajakan pemogokan biasanya diiringi 
dengan pemadaman listrik. Sebagai anak sekolah, kami 
senang, tidak perlu bangun pagi, tidak direpotkan PR 
dan tidak perlu memegang buku pelajaran. Beberapa 
teman cowok yang mungkin menggerutu karena tidak 
bisa bekerja sepulang sekolah. 

Dun—si murid paling pintar yang sedikit gila— 
bekerja di tambak udang yang membujur di pesisir. 
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Sekolah 
Kami 
Hari 

Itu 


Oleh Ida Fitri 


Sekali dua, dia pernah membawa udang windu besar 
untuk dibuat mi rebus. Tentu saja itu bukan untuk 
semua anak di kelas kami, aku ikut diajak karena 
menjadi anggota geng mereka. Jika listrik mati, kincir di 
tambak mati, udang jadi stres lalu mati. 

Dun selalu menggigit congkel gigi, oleh sebab itu 
gigi tengahnya patah satu. Dan bajunya selalu kusut, 
berbanding terbalik dengan otaknya yang encer. Dia 
tipikal murid yang selalu berhasil menjawab soal kimia, 
fisika, atau pun matematika serumit apa pun, hingga 
guru-guru mengabaikan kekusutan bajunya, tapi tetap 
saja kami memanggilnya “Dun Kusut”. Mungkin karena 
kecerdasannya juga ia bisa memacari Yusniar, cewek 
paling cantik di sekolah kami yang diincar para tauke 
muda Peusa. Dan Dun tidak terlihat setelah jam biologi 
tadi, segila-gila Dun dia tidak mungkin bolos jam 
matematika. 

Anggota geng lainnya adalah Safwan. Parasnya 
mirip karakter tampan dalam film Hong Kong. Rambut 
belah tengahnya melengkapi itu. Tidak akan ada yang 
menyangka kalau dia sering sakau di kelas. Sebenarnya 
hampir semua teman sekolahku pernah sekali-dua 
mencoba mengisap ganja, tapi tidak ada yang segila 
Safwan. Sebagai murid pindahan dari kota Medan yang 
pernah mabuk dan tidur di got, dia bukan level peganja 
biasa. Safwan dan beberapa teman lainnya juga bekerja 
membantu memilah-milah daun ganja setelah dipanen 
di bukit. Ia cukup sering mentraktir kami makan bakso 


dengan uang hasil jerih payahnya. Saat mogok, daun 
ganja yang sudah kering tidak bisa dikirim ke luar Aceh. 

Lagi aku berusaha memasukkan poni-poni yang 
menyembul di dahi ke dalam jilbab, sebuah bus JE 
berhenti, kami berebut naik. Hanya, anak laki-laki lebih 
kuat, mereka sangat cepat, beberapa anak bahkan 
bergelantungan di pintu. Sekali lagi tak ada tempat 
untukku. Aku menatap bus itu melaju membawa 
sebagian temanku ke rumah mereka. 

Sebuah labi-labi berhenti: tidak ada labi-labi 
dengan jurusan rumahku, labi-labi hanya melayani 
jurusan pesisir. Zuhra yang rumahnya lebih jauh dari 
rumahku mulai menangis, wajahnya memerah. 

“Sabarlah sedikit lagi. Kalaupun tidak berhasil dapat 
bus, Ibumu pasti jemput.” 

“Ibuku di sekolah. Dia punya murid-murid yang 
harus diurus 

Ibu Zuhra adalah kepala sekolah di Muara Anoe. 

“Tetap saja dia Ibumu? 

“Arah sekolahnya berbeda dengan sekolah kita.” 

“Ada banyak guru lain di sekolahnya. Dia pasti 
datang” 

“Sebenarnya dia Ibu siapa?” Zuhra menatapku. 

“Ibumu.” Aku menunduk. 

Lagi sebuah bus JE berhenti, kami berusaha 
naik, Zuhra berhasil, aku tidak. Ibuku hanya petani 
yang bekerja di sawah. Ayahku sudah lama mati. 

Kami memang punya motor astuti butut, hanya 

apa ibu berani menjemput? Dan tadi pagi aku tidak 
menghabiskan sarapan yang disiapkan Ibu karena aku 
tidak menyukai bawang putih dalam telur dadar. Aku 
sedikit menyesali itu. 

Sejak tentara dan brimob dikirim kemari, semua 
menjadi tak pasti. Tahun lalu orang-orang Aceh dari 
seluruh kampung datang ke Banda Aceh, meminta 
hak menentukan nasib sendiri: tetap menjadi bagian 
Indonesia atau merdeka. Bukannya tuntutan mereka 
dipenuhi, malah tentara dan polisi dikirim banyak- 
banyak. Dan terjadilah mogok berjilid-jilid dan 
pemadaman listrik berhari-hari untuk memprotes 
kebijakan pusat. 

Aku menendang botol mineral kosong. Jalan 
semakin lenggang, dua teman terakhir yang bersamaku 
telah naik labi-labi. Apa sebaiknya aku jalan kaki saja? 
Saat itulah sebuah motor berhenti. 

“Naik” ujar pengemudinya cengengesan. 

“Kau belum pulang?” 

“Ada urusan sikit sama Wak Nyak tadi” 

Wak Nyak penjual lontong favorit kami. Ada desas- 
desus kalau dia juga merangkap cuak: mata-mata polisi 
dan tentara. Polisi cukup sering mampir di warungnya. 

“Rumah kita kan tidak searah” Aku naik juga ke 
belakang Safwan. “Kamu habis mabok, nggak?” bisikku 
dari belakang. 

“Asem! Mau kuantar, ngak?” 

Aku memegang bahu Safwan erat-erat, temanku itu 
tidak pernah tidak ngebut. 

Jalan semakin lengang, tidak ada bus atau 
kenderaan roda empat yang lewat, yang memakai 
motor terlihat melintas sesekali. Kemudian, telingaku 
menangkap suara gergaji dan pohon tumbang. Saat 
lebih dekat, mataku melihat hal yang tak terbayangkan: 
pohon-pohon kelapa diletakkan menghalangi jalan 
raya. Ini belum pernah terjadi dalam pemogokan 
sebelumnya. 

“Muntah kodok, taik kucing!” Safwan menghentikan 
motor. 

“Bagaimana ini?” 

“Kau pakai lejing?” 


“Apa maksudmu?” 

“Alah celana ketat panjang” 

“Iya, tahu. Maksudku ....” 

“Pakai, tidak?” 

“Pakai. 

“Ganti cara dudukmu. Cobalah ngangkang!” 

Kali ini aku menurut tanpa bertanya. Safwan 
mengendarai motor meliuk-liuk, menghindari 
pohon kelapa tumbang. Kadang kami harus berhenti, 
menunggu sebatang pohon selesai digergaji. Belum 
dua kilo kami berkendara, dua pemuda bertubuh 
kekar menghalangi kami, menyuruh kami kembali. 
Safwan bersikeras kami tidak mungkin kembali, rumah 
kami berada di arah sebaliknya. Mereka tetap tidak 
mengizinkan kami lewat. Safwan menyebut sebuah 
nama, barulah kami dibolehkan lewat. Kemudian kami 
mendengar senjata menyalak sangat dekat. Safwan 
memaki sebelum menjatuhkan motornya, dan kami 
tiarap di jalan. 

Mungkin tentara menyerang orang-orang GAM 
yang sedang menebang pohon kelapa di pinggir 
jalan. Aku gemetaran ketakutan, Safwan mengajakku 
merangkak ke pinggir jalan, di antara peluru-peluru 
yang lewat di atas kami. Kami berhasil mencapai 
sebuah warung kopi kecil berdinding beton. 

Kami sudah sangat sering mendengar suara 
tembakan, tapi kami masih tetap takut. Apalagi 
membayangkan apa yang terjadi setelah itu. 

Dan aku tidak menghabiskan sarapan tadi pagi. 


Dun kusut 

Yusniar menemuiku dengan mata bengkak, dan 
wajah masai. Dia mau ditunangkan dengan Tauke 
Matnu. Tauke muda yang tokonya sedang sangat laku 
di Peusa. Dia mengajakku kawin lari. Itu tak mungkin. 
Aku sangat mengenal Yusniar. Dia tidak akan sanggup 
hidup susah bersama suami tak tamat SMA. Aku juga 
tidak mau nikah muda. Bisa sia-sia segala kecerdasan 
yang kumiliki. Karena dia ngancam mau bunuh diri, 
aku mengajaknya pergi dengan motor temanku. Kabur 
dari sekolah, kabur dari pelajaran matematika yang 
kusukai tanpa sempat pamit pada temanku. Tentu saja 
bukan kabur untuk nikah muda. Aku hanya ingin sedikit 
menghibur pacar yang sendu. 

Dan di sinilah kami saat ini. Terperangkap di antara 
desingan peluru, di antara pohon-pohon kelapa yang 
tumbang. 

Sungguh sial! Kali ini orang GAM tidak 
membocorkan rencana mereka terlebih dahulu ke 
orang kampung. Yusniar yang tiarap di sampingku 
menangis ketakutan. Beberapa peluru menyasar motor 
yang kutaruh begitu saja di pinggir jalan. 

Sungguh sial! Itu motor temanku. Semoga Fahri 
tidak memintaku membayar motor astrea grand les 
hijau itu. Uang yang kudapat dari bekerja di tambak 
kutabung untuk biaya kuliah. Bukankah sangat sia-sia 
jika harus kupakai untuk mengganti motor orang? 

“Tidak apa-apa. Kuletakkan tanganku di punggung 
Yusniar, dia sedikit lebih tenang, “Setelah ini, kita 
pulang” aku mengajaknya merangkak ke sebuah rumah 
di pinggir jalan. Lutut dan tapak tanganku perih kena 
batu-batu kecil. Yusniar meringis, tapi kami tidak boleh 
berhenti di sini. Tempat ini terlalu terbuka. Kami tidak 
mau jadi sasaran timah panas. 
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“Bertahanlah, kita hampir sampai? 

“Pelurunya tak habis-habis” Yusniar masih 
terisak. 

“Seharusnya peluru tidak diciptakan sejak awal.” 

Salah satu peluru itu mengenai tiang listrik 
dekat kami, selongsongnya jatuh tak jauh dari kaki 
Yusniar. 

“Tutup saja pabriknya,” ujar pacarku sengit. 

“Iya, kita tutup saja pabriknya. 

Kami berhasil mencapai sebuah rumah dan 
berlindung di balik dinding. Suara tembakan sahut 
menyahut. 

Perang telah membuat banyak sekolah hangus. 
Mereka membakarnya dengan berbagai alasan. 
Sungguh tolol pelakunya. Apa mereka ingin 
membuat semua orang tolol berjamaah? Kontak 
senjata membuat sekolah libur, pemogokan seperti 
ini membuat sekolah libur. 

Hanya sebagian guruku juga cukup tolol. Mereka 
menyuruh kami menyalin terus menerus tanpa 
memberi kesempatan bertanya. Yang lain menyuruh 
kami menghafal terus menerus. Apa mereka takut 
menjawab pertanyaan murid? Mereka pasti ikut 
menjerit senang saat sekolah dibakar. Mereka tidak 
perlu masuk kerja. 

Aku bisa belajar langsung dari buku. Bahkan 
lebih baik dari pada duduk di kelas yang 
membosankan. Sesekali aku masih bisa bertemu 
teman gengku. Safwan yang jago mengutak- 
atik kipas angin, televisi, motor dan segala jenis 
peralatan elektronik lainnya. Dara yang terlihat 
cuek sangat cemerlang dalam mengarang dan 
membuat syair. Sementara Dol yang namanya paling 
mirip denganku pintar menyanyi dan bermain 
gitar. Kami semua satu kelas, kecuali Yusniar. Ia 
bergabung setelah menjadi pacarku. 

Aku merapat ke dinding beton, berusaha 
mencari posisi paling nyaman. Kemudian kami 
mendengar suara tapak kaki, lalu sesosok tubuh 
jatuh membentur tanah dengan sepucuk pistol di 
tangan kanannya. 

“Aku kena” suara bariton terdengar tepat di 
depan kami. Yusniar menggenggam tanganku 
erat. Pemuda itu menangis pelan dan memanggil 
ibunya. Yusniar mengencangkan genggamannya, 
menghentikanku yang hendak merangkak 
ke tempat pemuda itu jatuh. Yusniar kembali 
menangis. 

Tubuh yang roboh itu menatap kami, 

“Tolong aku. 

Aku tidak kuat menatap mata itu, 

“Aku ingin melihat Ibu untuk terakhir kalinya. 

Aku tidak kuat menatap mata itu. Aku 
membeku di tanah di dekat dinding. Terdengar 
suara erang kesakitan lalu tubuh itu diam tak 
bergerak. Kemudian terdengar suara-suara sepatu. 
Sekelompok pria berseragam brimob mendekati 
tubuh pemuda itu. Salah satunya menggoyang- 
goyangkan tubuh itu dengan kaki, dan mengambil 
pistol dari tangan pemuda itu. Kemudian mereka 
melihat ke arah kami. 

Mereka menyeret kami ke sebuah warung 
kopi yang di dalamnya ada delapan laki-laki. Tiga 
dewasa, lima lagi sebaya kami, dan salah satunya 
Safwan. Saat itu, hari telah beranjak sore. Mereka 
membariskan kami di depan warung kopi, menanyai 
kenapa kami berada di tempat itu? Kemana orang 
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GAM kabur? Saat kami jawab mereka menampar 
kami. Saat kami tidak menjawab mereka menendang 
kami. Mereka tidak peduli enam di antaranya 
anak di bawah umur. Menurut mereka pelajar juga 
banyak yang bekerja untuk GAM, yang dibekali 
handy talky untuk melapor pergerakan aparat. 

Darah segar mengalir di sudut bibirku. Sekujur 
tubuhku sakit, aku melirik keberadaan Yusniar 
di dalam warung kopi, mencemaskan pacarku. 
Berharap para keparat itu sibuk dengan kami dan 
melupakan gadis itu. Aku sedikit lega saat tahu 
Yusniar berhasil kabur ke semak-semak yang 
berada di belakang warung kopi, semak-semak 
menuju bukit. 

“Syukurlah otak mereka jalan,” bisik Safwan ke 
telingaku. 

“Mereka siapa?” 

“Dara dan Yusniar.” 

“Ada Dara juga?” 

“Dia bersamaku tadi” Safwan memegang 
wajahnya yang lebam. 

Truk reo bantuan berhenti di dekat kami. 
Beberapa brimob melompat turun. Lalu berlari 
ke arah kami, menendang kami yang sebelumnya 
telah babak belur. Setelah gagal menemukan yang 
kabur, para brimob mengamuk ke rumah-rumah 
penduduk, membakar tujuh di antaranya. Api 
membumbung tinggi. Kemudian mereka menyeret 
kami ke dalam truk reo itu. 


Aku pernah beberapa kali dibariskan dan 
dipukuli tentara, tapi belum pernah dibawa dengan 
reo, aku benar-benar takut. 


Yusniar 


Aku mencabuti rumput liar yang tumbuh di 
salah satu kuburan, ada sembilan kuburan yang 
berjejer di depanku, orang-orang menyebutnya 
kubur anak sembilan. Aku kembali teringat ke hari 
itu, ketika aku berencana kawin lari bersama Dun. 
Kami terperangkap di antara kontak senjata, ada 
yang mati di depan kami, kemudian kami diseret 
ke sebuah warung kopi, dan ada Safwan di sana. 
Saat teman-temanku dipukuli, dari pintu belakang 
warung, Dara mengajakku kabur ke semak-semak 
yang menjurus ke bukit. 

Berhasil kabur dari tentara yang sedang 
menyiksa orang lain pernah terjadi sebelumnya, 
kasus kami bukan satu-satunya, kadang 
keberuntungan murni turun dari langit. Budak 
Peulandok, sang algojo GAM pernah kabur saat 
tertangkap tentara di antara pohon bakau di pantai, 
saat itu ia sedang memancing kepiting bersama 
empat teman lainnya. Ketika tentara sedang sibuk 
menanyai dan menyiksa tiga temannya, ia kabur 
melewati hutan bakau dan pohon-pohon nipah. 

Andai tahu apa yang kemudian menimpa orang- 
orang di depan warung kopi, akankah kami tetap 
kabur untuk selamat berdua? Dua hari setelah itu, 
sembilan mayat dengan luka tembak dan bekas 
siksaan di sekujur tubuh ditemukan warga di tempat 
ini. Dara Phonna yang kupikir ratu cuek itu selalu 
mengulangi, andai Safwan tidak mengantarnya 
hari itu, Safwan akan menjadi salah satu ahli teknik 
mesin terbaik negeri ini. Tak pernah sekalipun dia 
menjurus ke bagaimana jika Safwan tetap menjadi 
Safwan pelinting ganja sampai tua. Dara seperti 
telah bertemu Safwan dewasa, yang sukses, yang 
berkeliling dunia untuk mengurus kilang-kilang 


minyak lepas pantai. Kematian Safwan dan Dun 
selalu menggerogoti Dara, oleh karena itu saat ini, 
Dara-lah yang sering bepergian ke seluruh dunia, 
bukan untuk mengurus kilang-kilang, melainkan 
sebagai salah satu pengacara HAM. Hanya minggu 
lalu aku bertemu Dara di Jakarta, saat ini dia dan 
teman-temannya sedang menggalang dukungan 
publik untuk menentang revisi Undang-undang 
TNI-Polri. Teman-teman sekolahnya disiksa sampai 
mati, ia tak bisa membiarkan militer dan polisi 
menjadi sangat berkuasa. 


Tragedi dua puluh empat tahun lalu itu 
membuatku sangat trauma, orang tuaku batal 
menikahkanku dengan tauke muda kota Peusa, 
melainkan mengirimku kuliah kedokteran di Jogja. 
Di sana aku bertemu dengan suami dan kami telah 
memiliki dua orang anak. Setiap pulang kampung, 
aku selalu datang ke tempat ini. Dia terbaring di 
sini: Dun Kusut yang tak pernah mau membuang- 
buang waktu untuk menyetrika baju, karena tubuh 
mengeluarkan listrik. Baju otomatis tersetrika 
dengan sendirinya. Dun yang selalu hidup di salah 
satu sudut hati. 


Ida Fitri (1981) lahir di Bireuen. Karya-karyanya Air Mata Shakespeare (2016), Cemong (2017), Neraka yang 
Turun ke Kebun Kelapa (2023), Paya Nie (naskah awalnya dengan judul Tukang Intip meraih juara tiga pada 
Sayembara Novel Dewan Kesenian Jakarta 2023) baru terbit Juni 2024. 
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Setengah Hati Tambah Jalur Afirmasi 


O Farrel/BAL 


Sejak 2023 lalu UGM membuka program jalur masuk Penelusuran Bibit 
Unggul bagi calon mahasiswa dari wilayah Tertinggal, Terdepan, dan, 
Terluar (PBU 3T). Program ini digadang-gadang sebagai jalan mudah bagi 
calon mahasiswa baru dari wilayah 3T mengakses pendidikan tinggi. 
Namun, tidak sedikit masalah yang menyelimuti kebijakan program ini. 


ada laman berita resmi UGM, 5 April 2023, 

Ova Emilia selaku rektor UGM menyatakan 

program PBU 3T ditujukan untuk membangun 

pemerataan Sumber Daya Manusia. Dalam 
pelaksanaan program ini, UGM turut menggandeng 
pemerintah daerah (pemda) dan Pengurus Daerah 
(Pengda) Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada 
(KAGAMA) setempat. Calon mahasiswa akan diberikan 
beasiswa dari pemda berupa pembiayaan uang pangkal, 
uang kuliah tunggal (UKT), dan biaya hidup. Calon 
mahasiswa yang berhak mendaftar dalam program 
ini merupakan mereka yang tempat tinggalnya 
tercantum dalam 29 provinsi tergolong sebagai daerah 
3T, diatur berdasarkan Surat Keputusan (SK) Rektor 
UGM Nomor 218/UN1.P/KPT/HUKOR/2023 tentang 
Daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar Dalam 
Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi UGM. 

Tak hanya itu, calon mahasiswa juga harus 

membuktikan dirinya berprestasi secara akademik dan 
nonakademik sebagai tambahan. Namun, persyaratan 
tersebut akan sia-sia jika pendaftar tidak mendapatkan 
surat rekomendasi dari pemda dan KAGAMA setempat. 
“Kenapa dengan pemda? pilihan program studinya 
harus diyakinkan bahwa (program studi yang dipilih- 
red] sejalan dengan pengembangan daerahnya, ujar 
Sigit, Sekretaris Departemen Pengembangan dan 
Pengajaran UGM. Sedangkan, surat rekomendasi 
KAGAMA digunakan sebagai langkah untuk 
memvalidasi surat rekomendasi dari pemda. 
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Akan tetapi, PBU 3T bukan satu-satunya program 
penelusuran bibit unggul berdasarkan daerah. 
Sebelumnya, UGM telah lebih dulu menjalankan 
program PBU Daerah Afirmasi Kegiatan Tridharma 
UGM (Afirmasi Tridharma). Sigit menuturkan bahwa 
daerah yang termasuk dalam program tersebut 
merupakan daerah yang telah bekerja sama dengan 
UGM dalam kegiatan Tridarma. “Baik itu penelitian, 
pengabdian pada masyarakat, atau kerja sama 
pendidikan? jelas Sigit. 

Mulai awal tahun ini, UGM memutuskan untuk 
menggabungkan kedua program PBU menjadi 
satu dalam SK Rektor UGM Nomor 15/UN1.P/ 
KPT/HUKOR/2024 tentang Wilayah Afirmasi dan 
Daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar Dalam 
Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi UGM. 
Kini, keduanya bernaung dalam satu program bernama 
Penelusuran Bibit Unggul Wilayah Afirmasi dan 
Daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) 
penyelenggaraan Kegiatan Tridharma UGM. “Kedua 
program ini concern-nya sama. Dijadikan satu, karena 
dia merupakan penelusuran bibit unggul,” terang Sigit. 


Masalah dalam Pelaksanaan Program PBU 
Afirmasi dan 3T 

Walau bertujuan untuk membantu mengembangkan 
potensi daerah, jumlah mahasiswa yang masuk melalui 
jalur PBU 3T sangat sedikit. Menurut Desi Yulianti 
selaku Kepala Subdirektorat Organisasi, Fasilitas, dan 


Kesejahteraan Mahasiswa, hanya tujuh orang penerima 
beasiswa PBU 3T pada 2023. Sigit menambahkan 
bahwa maksimal kuota jalur PBU 3T adalah 1096 dari 
keseluruhan mahasiswa baru yang diterima. “Tidak ada 
kewajiban minimal (kuota-redJ, tambah Sigit. 


Di samping jumlah penerima yang sedikit, 
pelaksanaan program juga tak berjalan 
mulus. Devas (bukan nama sebenarnya), 
mahasiswa Fakultas Kedokteran (FK) UGM, 


bercerita bahwa ia sudah diwanti-wanti jika 
pemda tempat asalnya tidak memiliki dana 
untuk membayar biaya pendidikannya pada 
awal kuliah. “Kayanya gak bisa soalnya dana 
kita ga cukup lagi,” ungkap Devas. 


Terlepas adanya Surat Pernyataan Kesanggupan 
Pembiayaan dari pemda, Devas harus membayar 
biaya pendidikannya secara mandiri. Ia pun terkejut 
mengetahui adanya uang pangkal yang harus dibayar, 
sebab biaya itu tidak dirincikan dalam surat tersebut. 
“Mau nolak udah gak bisa karena kan udah keterima. 
Aku udah nolak yang lain, jadi terpaksa,” ucap Devas. 

Kisah lain juga diungkapkan oleh Venus (bukan 
nama sebenarnya), mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan 
Ilmu Politik UGM penerima beasiswa PBU Afirmasi 
Tridharma. Ia bercerita bahwa uang saku yang 
seharusnya diberikan oleh pemda asalnya terlambat 
turun selama tiga bulan dihitung dari awal dimulainya 
semester satu. Bahkan, pemda daerahnya baru 
memberikan uang saku setelah adanya pertemuan 
Gubernur bersama orang tua. “Makanya UKT sama 
uang saku ini agak jauh jarak turunnya”, tutur Venus. 

Ketidaktahuan calon mahasiswa mengenai 
mekanisme pembiayaan berkaitan dengan sosialisasi 
yang kurang dan tidak merata. Minimnya informasi 
terkait jalur PBU ini dirasakan langsung oleh Venus 
dan teman-teman satu daerahnya. Tak seperti dirinya 
yang memiliki relasi semasa menjadi ketua OSIS, 
teman-temannya cenderung kesulitan mendapatkan 
informasi terkait jalur ini karena persebaran informasi 
yang tidak menjangkau sampai pelosok kabupaten. 
“Aku dapetin informasi itu tuh H-2 pendaftaran 
beasiswa, jelas Venus. 

Selain minim informasi, akses untuk mendapatkan 
surat rekomendasi pun terlampau sulit. Hal ini 
disampaikan oleh Caca, mahasiswa FK UGM penerima 
beasiswa PBU 3T. Ia cukup beruntung karena memiliki 
kenalan untuk mendapatkan surat rekomendasi 
KAGAMA daerahnya. Namun, ia menceritakan 
bahwa tak sedikit dari adik kelasnya yang kesulitan 
mendapatkan surat rekomendasi karena tidak memiliki 
kenalan. “Soalnya kalau yang lulusan UGM gitu (di 
daerah setempatnya-red], yang S2 pun ngitung jari 
banget,” ungkap Caca. 


Tak Berani Menalangi 

Menanggapi permasalahan penalangan biaya 
pendidikan, Sigit menyatakan hal tersebut tidak 
diperlukan. Ia menegaskan bahwa terdapat komitmen 


pembayaran yang tertuang dalam Perjanjian Kerja Sama 


(PKS) antara pemda dan pihak universitas. PKS sebagai 
perjanjian formal menjamin kesanggupan pemda untuk 
menanggung seluruh biaya pendidikan penerima 
beasiswa selama masa studi berlangsung. “Talangan 


tidak diperlukan sepanjang pemerintah daerah itu 
menjamin, jelas Sigit. 

Sementara itu, Desi menjelaskan bahwa pihak 
kampus tidak berani untuk menalangi keterlambatan 
uang saku dengan dana internal institusi. Menurutnya, 
mekanisme pengembalian dana talangan dianggap 
rumit dan berpotensi menimbulkan beberapa masalah 
jika dilaksanakan. Pihaknya hanya dapat membantu 
mengingatkan pihak mitra untuk memenuhi kewajiban 
tersebut. “Kita akan melakukan penagihan berupa 
reminder UKT dan uang saku, itu kan kewajiban kita 
sebagai pihak yang menandatangani PKS, ungkap Desi. 

Perihal minimnya informasi dan akses yang sulit, 
Sigit menyatakan bahwa program PBU 3T telah 
disosialisasikan secara masif lewat media sosial serta 
jalinan kerja sama dengan pemda setempat dan Pengda 
KAGAMA. “Kita upayakan maksimal sosialisasi. Kita 
juga cukup aktif di (kanal YouTube-red] UGM Update, 
beberapa kali datang ke lokasi untuk memastikan 
bahwa delivery informasinya berjalan baik, ujar Sigit. 
Namun, ia menambahkan UGM tidak dapat menjamin 
Pengda KAGAMA dan pemda di setiap daerah bersikap 
proaktif. Menurutnya, kunci utama ada pada pelajar 
yang harus aktif mencari informasi. 

Di sisi lain, Gabriel Lele, dosen program studi 
Manajemen Kebijakan Publik sekaligus Ketua Gugus 
Tugas Papua UGM, menyoroti jumlah penerima 
beasiswa 3T yang dianggapnya kurang ideal. Ia 
berpendapat bahwa kesenjangan kualitas pendidikan 
dari daerah 3T mempersulit calon mahasiswa masuk 
ke dalam kampus. Terlebih lagi, pemda setempat 
menargetkan pilihan program studi favorit dengan 
tingkat kompetisi yang tinggi. 


“Perlu dilihat lebih detail (pelaksanaan 
program PBU-red] baik dari inputnya, 


kualitas kesiapan mahasiswanya, maupun 
dari sisi sistem dan kultur di sini,” 
ucap Gabriel. 


Tak hanya itu, Gabriel pun menyayangkan 
ketiadaan mitigasi pihak UGM terkait dana talangan 
untuk biaya hidup penerima beasiswa yang telat 
dikirimkan. Menurutnya, UGM juga memiliki tanggung 
jawab untuk memikirkan solusi dan menyusun 
kebijakan yang tepat mengenai penalangan dana 
tersebut. “Kalau UGM bisa menyiapkan dana talangan, 
akan sangat membantu untuk kuliah dengan tenang," 
tegas Gabriel. [Anggita, Annisa, Zaidan] 
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Pemenang Harapan Sayem ara Cerita Anak 
Dewan Kesenian Jakarta 2019 


Cikie Wahab 


“Aku pun merasa lahir 

dari koper itu. Sebab ada 
hal-hal yang ayah dan ibu 
simpan di dalamnya. Aku 
Jadi merindukan mereka dan 
ingin merasakan bagaimana 
rasanya memiliki keluarga 
yang lengkap." (hal.39) 
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Kaki-Kaki Kecil 
yang Bekerja di 
Hei, Alga! 


atin Alga, anak umur dua belas tahun yang 

menjadi pemeran utama dalam buku fiksi anak 

Hei, Alga karya Cikie Wahab. Cikie Wahab 

menceritakan Alga yang hidup dengan Mintu- 
Panggilan bibi di Padang-dan anaknya Tobi. Kondisi 
ini dikarenakan Ibu Alga menjadi pekerja migran di 
luar negeri, dan ayahnya hanya pulang sesekali untuk 
memberikan uang ke Mintuo sebagai upah dan makan 
Alga. Meski begitu, bukan berarti kehidupan Alga baik- 
baik saja dan tercukupi. Mintuo suka memperalat Alga 
dan memanjakan Tobi yang jahil. 

Pak Zul tetangga Alga pemilik kambing yang 
digembala oleh Alga. Dengan mengembala kambing 
Pak Zul, Alga bisa mengumpulkan uang untuk ujian 
kelulusan SD dan biaya masuk SMP dari upah. Meski 
mendapat upah, Alga masih sering menahan rasa 
lapar untuk menabung. Kehidupan mengenaskannya 
selalu membuat Alga kecil bertanya-tanya, kapan 
Ayah pulang, dan kenapa Ibu menghilang. Pemikiran 
Alga untuk menjadi sukses dan keluar dari kota 
suram yang menjadi saksi bisu bagaimana Alga kecil 
hidup tidak sendiri tapi terasa sepi. Kejadian Mintuo 
membeli kulkas dengan uang Alga yang tergeletak, 
informasi mengenai ibunya yang menikah lagi dan 
tidak menelponnya, ayahnya yang belum pulang, 

Pak Zul yang menjual kambingnya dan membuat 
Alga kehilangan pekerjaan, menjadikan seorang Alga 
memiliki banyak “kenapa di kepalanya. 

Alga dan Dunianya 

Melalui tokoh Alga, Cikie Wahab menggambarkan 
bagaimana anak-anak tidak pernah menjadi anak-anak. 
Kerasnya hidup menuntut Alga untuk banting tulang. 
Masa kanak-kanaknya hilang. Harga sepiring nasi bagi 
Alga adalah melupakan taman dan lapangan, kemudian 


seharian mengurus belasan kambing tetangganya. 
Alga tidak kenal rasa puas menyeka pipi yang dilelehi 
es krim. Ia hanya mengenal rasa guliran air mata yang 
meninggalkan kerak jejak ketertindasan di pipinya. 

Cerita keseharian Alga memperlihatkan pada 
pembaca bahwa waktu yang dihabiskannya untuk 
bekerja tidak hanya merenggut waktu bermainnya, 
tapi sering kali juga mengganggu laku belajarnya dan 
interaksinya di sekolah. Cikie Wahab mengilustrasikan 
bahwa ruang kepala seorang anak-anak yang terpaksa 
mencari nafkah demi melanjutkan hidup tentu akan 
tersita dengan pikiran bekerja, bekerja, dan bekerja. 
Ketika Alga masuk sekolah, ia melempar pandang 
keluar jendela kelas sembari memikirkan kerja apa 
yang bisa ia lakukan untuk menambah pemasukan. 
Percakapan Alga dengan teman-teman sekolahnya 
juga hampir selalu diisi dengan rencana mencari atau 
menambah pekerjaan. 

Pekerja anak begitu erat terhubung dengan 
prevalensi gangguan mental yang tinggi. Kehadiran 
di sekolah, status dan pendapatan keluarga, jam kerja 
harian dan kemungkinan pelecehan dalam berbagai 
bentuknya ditemukan terkait dengan hasil kesehatan 
mental pada anak-anak yang bekerja.! Dengan segala 
penindasan mental ini, Alga tentu juga tidak bisa 
mendapatkan rasa tenang dari Mintuo yang sudah 
membagi habis dirinya di tumpukan baju kotor, 
kuali, dan batu es yang hendak dijualnya. Alhasil, 
Alga bersahabat dengan bukit yang terjebak dalam 
kesendirian dan kamar yang dikunci oleh kekosongan, 
sama seperti dirinya. 


Penindasan Datang, Keluarga Hilang 

Tidak merasakan masa kanak-kanak bukan berarti 
Alga bisa mencicipi kebebasan orang dewasa. Ketika 
sang Ayah memesan kedewasaannya, dengan mati- 
matian Alga memasaknya. Akan tetapi, saat Alga 
menghidangkan kedewasaan itu, hidangan itu justru 
dibayar dengan anggapan bahwa Alga adalah anak kecil 
yang tidak bisa apa-apa. 


“Menurutnya, aku ini orang dewasa dan 
harus bisa menerima segala yang terjadi di 


kehidupan ini, namun di lain waktu ia juga 
sering mengatai aku anak kecil yang tidak 
bisa hidup tanpa Mintuo.” (hal. 6) 


Baik dari dialog-dialog Alga dengan Ayahnya 
maupun rentetan perilaku Mintuo yang tidak jarang 
opresif, pembaca bisa menyaksikan bagaimana 
hierarki dalam sistem keluarga menyumbang banyak 
kesengsaraan pada anak-anak. Dalam kisah Alga yang 
sehari-hari harus menjalani peran orang dewasa demi 
memenangkan perang dengan kehidupan, hierarki 
keluarga ini kemudian melahirkan paradoks. Paradoks 
ini mengaduk-aduk citra-diri Alga. Tidak jarang Alga 
hanyut dalam pertanyaan-pertanyaan tak terjawab 
yang mengeruk habis jiwanya. 

Keadaan yang memaksa Alga untuk merelakan 
masa kanak-kanaknya seakan sepenuhnya merupakan 
kesalahan orang dewasa dalam hidup Alga. Padahal, 
kemiskinanlah yang merampok masa kanak-kanak 
Alga. Kemiskinan menyandera figur parental dari hidup 
Alga-memaksa sang Ayah, Ibu, dan Mintuo untuk 
menelantarkan tugas-tugas parental mereka demi 
sesuap nasi. Sistem yang timpang menindas mereka, 
mengkondisikan mereka untuk kemudian menindas 


Alga. 

Kritik hierarki keluarga yang memperkuat 
penindasan atas Alga bukan sepenuhnya serangan 
terhadap peran ibu, ayah, dan keluarga besar sebagai 
pengasuh alami anak. Aktor parental dalam hidup 
Alga memang agen aktif. Namun, di saat bersamaan, 
mereka adalah aktor-aktor yang dikondisikan. 
Penganiayaan dan penindasan yang dilahirkan oleh 
sistem sudah terlebih dahulu dilakukan terhadap 
orang tua ketika mereka masih anak-anak, dan mereka 
mereproduksi hal ini pada anak mereka sendiri. Di 
bawah peradaban, orang tua menjadi otoritas, seorang 
pengurus rumah tangga. Orang tua menanamkan 
kesadaran sosial-yang seringkali berarti ketundukan 
dan ketakutan. Ketika seluruh kehidupan, termasuk 
komponen dasar kelangsungan hidup, telah menjadi 
komoditas, kekerasan seperti yang terjadi pada Alga 
tampaknya menjadi hal yang lumrah. Ketika anak-anak 
atau orang tua diasingkan dari saluran dukungan, 
risiko terjadinya-dan tidak dihentikannya-kekerasan 
tersebut menjadi hal yang pasti. 


Kacamata Anak pada Dewasa 

Cikie Wahab yang sudah dewasa menempatkan 
dirinya dalam sudut pandang Alga. Selain anak-anak 
yang digambarkan selalu penasaran dan bertanya, 
penulis menggambarkan kejadian dan hubungan 
pertemanan yang khas anak-anak dengan baik. Meski 
demikian, buku anak yang ditulis oleh orang dewasa 
tentu akan berbeda dengan buku anak yang ditulis oleh 
anak sendiri. 

Mayoritas buku anak oleh penulis dewasa ditulis 
untuk kepentingan mereka sendiri. Buku anak tidak 
secara alami 'buku anak, tapi hanya sebuah keharusan— 
cara berpikir, yang diberikan kepada mereka untuk 
diproduksi dan ditiru dalam bentuk narasi fiksi. Seperti 
pada adegan di mana Alga yang memaklumi Maria 
yang sudah menjebaknya dengan tidak menyimpan 
dendam. Alga melihat Maria menganggap jika Maria 
berpikiran sempit dan menyedihkan karena tidak 
berani menghadapi permasalahan. Pemikiran orang 
dewasa yang dimiliki Alga yang selalu menghadapi 
permasalahan dengan berani dan pantang menyerah 
yang coba ditanamkan penulis. 

Membaca kisah Alga, membuat kita merefleksikan 
kondisi sekitar, bagaimana sosok anak yang berada 
di tengah keluarga hierarki dan banyak anak dipaksa 
dewasa akibat realita sosial. Realitas sosial yang 
terjadi dalam masyarakat disebabkan oleh masalah 
sosial yang memang sudah ada, baik lingkungan sosial 
dan ekonomi. Sebagai cerita anak, poin yang dapat 
ditangkap adalah masalah dan realita perlu dihadapi 
sesuram apapun itu. Kehidupan akan terus berjalan dan 
berputar. (Elsa, Thalia) 
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eorang anak perempuan baru terbangun dari 

tidurnya. Ia melihat Ibunya yang sedang menata 

rambut di depan meja rias. “Mami, kenapa ya 

para perempuan rambutnya pasti panjang? 
Kenapa juga setiap hari harus digulung? Malah kadang 
disanggul, tanya anak perempuan itu. “Seorang wanita 
harus pintar menjaga rahasia. Masalah apapun yang 
terjadi dalam rumah tangga, akan disimpan di belakang 
rambutnya, jelas ibunya. 

Dialog di atas merupakan penggalan percakapan 
Nana dan Dais, tokoh dalam film Before, Now & 

Then (2022). Film tersebut disutradarai oleh Kamila 
Andini, sutradara perempuan Indonesia yang 
memiliki kepedulian tinggi terhadap sosial budaya, 

isu lingkungan, dan kesetaraan gender. Dalam film 

ini, Andini mengadaptasi novel Jais Darga Namaku 
(2018) karya Ahda Imran yang mengangkat kisah nyata 
seorang perempuan bernama Raden Nana Sunani 
pada masa perang. 

Film ini bercerita tentang seorang perempuan 
bernama Nana yang melarikan diri setelah suaminya 
diculik dan hilang tanpa jejak. Nana kemudian 
melanjutkan hidupnya dengan menikahi lelaki kaya 
yang lebih tua dari dirinya yang bernama Raden Darga. 
Meskipun sudah memulai hidup baru dengan status 
sosial tinggi, hidup Nana tidaklah mudah. Tersimpan 
banyak luka, rahasia, dan trauma dari masa lampau dan 
masa kini yang harus ditanggung oleh Nana. 

Mengambil latar di Jawa Barat pada tahun 1960-an, 
seluruh adegan disajikan dengan apik dalam bahasa 
Sunda untuk menyampaikan gejolak perasaan yang 
dialami oleh karakternya. Tentunya ada keterkaitan 
tersendiri antara budaya Sunda dengan kedudukan 


perempuan selaku tokoh utama dalam film ini. Di dalam 


film, Nana digambarkan memiliki paras ayu dan selalu 
menjaga penampilannya meski usia sudah tidak lagi 
muda. Kondisi ketika kecantikan menjadi fokus utama 
yang disorot dari perempuan digambarkan dalam 
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Judul 

Before, Now & Then (Nana) 
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peribahasa mustikaning pagulingan, yaitu perempuan 
atau istri yang cantik sekali. Kondisi ini menempatkan 
kecantikan dan kemolekan perempuan sebagai objek 
kenikmatan bagi pria. 

Objektifikasi perempuan dapat muncul karena 
lingkungan sekitar yang menerapkan peran gender 
secara tradisional dengan mendorong laki-laki 
menjadi kuat dan dominan sedangkan perempuan 
cenderung pasif, ketergantungan, dan tunduk pada 
laki-laki untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan 
mereka. Peran perempuan direpresentasikan dalam 
berbagai simbol, ikon, dan indeks yang melahirkan 
citra ideal seorang istri dalam pandangan sosial. 
Perempuan diajarkan untuk memperhatikan dan 
meningkatkan penampilan fisik mereka dalam 
hubungan romantis agar dilihat sebagai objek yang 
diinginkan oleh laki-laki menurut norma feminin. 

Hal ini dapat berujung pada objektifikasi diri yang 
mengakibatkan tubuh dan pikiran perempuan tidak 
lagi dikaitkan dengan keinginan dan kebutuhannya 
sendiri, melainkan dilihat sebagai alat yang harus 
diinginkan oleh laki-laki. Pada akhirnya, perempuan 
tidak memiliki kendali penuh atas tubuhnya. 

Beberapa adegan juga menunjukkan bahwa 
terdapat konsep perempuan ideal untuk menjadi 
seorang istri, tetapi tidak berlaku sebaliknya. Salah 
satu adegan memperlihatkan Nana yang ditegur harus 
pintar mengurus diri dan suami agar suaminya betah 
di rumah. Adegan ini bak potret nyata dari peribahasa 
awewe mah tara cari ka Batawi (tidak perlu jauh-jauh, 
istri tugasnya mengurus suami). Dari hal tersebut, 
dapat dilihat bahwa status suami dalam keluarga 
sangat dominan. Perempuan adalah pihak yang harus 
melayani dan mengurus keluarga. Sebaliknya, tak ada 
tuntutan yang dibebankan kepada sang suami atas 
berlangsungnya bahtera rumah tangga yang harmonis. 
Bahkan, ketika Darga berselingkuh, lagi-lagi Nana 
dituduh tak becus mengurus suami sementara si pelaku 


bersikap seolah tidak melakukan apa-apa. Asal usulnya 
yang kelam pun dianggap memengaruhi perilaku 
anaknya yang nakal. Semua ketidaksempurnaan dalam 
keluarga seolah-olah menjadi tanggung jawab seorang 
perempuan selaku istri sekaligus ibu. 

Berbagai tuntutan yang dibebankan kepada 
perempuan dalam keluarga tidak bisa dipisahkan dari 
mental labor, yaitu aktivitas berpikir yang dilakukan 
demi mencapai dan mempertahankan kehidupan 
keluarga yang diinginkan.” Dibandingkan dengan 
suami, istri secara disproporsional melakukan lebih 
banyak mental labor. Nana harus menjaga perasaan, 
perilaku, dan keseimbangan dirinya sebagai ibu dan 
istri yang sempurna demi keutuhan keluarga meskipun 
ia dihantui oleh masa lalunya hingga alam bawah sadar. 
Rentetan mimpi buruk yang selalu dialami oleh Nana 
saat tidurnya merupakan manifestasi dari tekanan yang 
selama ini harus ia pendam, termasuk perselingkuhan 
suaminya dengan perempuan lain bernama Ino. 

Kehadiran Ino yang disinyalir sebagai selingkuhan 
sang suami membawa napas baru dalam hidup Nana. 
Alih-alih mengkonfrontasi atau membenci Ino, 

Nana justru menemukan sosok teman dalam diri 

Ino yang membuatnya tampil lebih berani dan jujur 
pada dirinya sendiri. Dalam sebuah adegan, Nana 
mengikuti Ino untuk terjun bebas di sungai. Hal ini 
menjadi simbol kebebasan yang melepaskan Nana dari 
belenggu patriarki yang selama ini membungkamnya. 
Sebagaimana Nana yang selama ini diam dan 
menyembunyikan penderitaannya, perempuan di luar 
sana sering kali menyimpan rapat-rapat kegetiran 
mereka di tengah-tengah masyarakat yang masih 
patriarkis. Kondisi ini tak lain dan tak bukan karena 


kemungkinan adanya konsekuensi lebih besar yang 
akan mereka dapatkan. Hal ini digambarkan dalam 
film ketika pertemuan Nana dengan Ino membawanya 
untuk berdamai dengan masa lalu dan memutuskan 
untuk mengejar kebahagiaannya sendiri. 

Nana memilih untuk kembali pada Icang, suaminya 
yang dulu hilang. Namun, konsekuensi seakan 
tidak pernah lepas setiap perempuan membuat 
keputusan yang mengantarnya pada kebahagiaan. 
Perceraiannya dengan Darga membuat Nana lagi-lagi 
harus berpisah dengan ketiga anaknya. Akan tetapi, 
setidaknya perceraian tersebut berhasil melepaskan 
Nana dari rahasia yang selama ini ia pendam. Di dunia 
nyata, konsekuensi tersebut sering kali hadir setiap 
perempuan berusaha menuntut hak-hak mereka. 
Kondisi ini dapat terjadi lantaran adanya ancaman 
yang dirasakan oleh kelompok-kelompok yang 
selama ini berkuasa. Intimidasi, resistensi, kritik, dan 
penguatan norma-norma patriarki adalah beberapa 
hal yang lumrah didapatkan perempuan ketika mereka 
menyuarakan kebebasan. 

Before, Now, and Then membawakan kisah hidup 
Nana sebagai representasi perjuangan seorang 
perempuan Sunda untuk mencapai keadilan di tengah 
pusaran patriarki. Film ini juga memberi gambaran 
nyata bahwa akan selalu ada reaksi negatif terhadap 
kemajuan dan pencapaian yang diraih oleh perempuan. 
Pergolakan batin yang dialami Nana adalah buah dari 
konstruksi sosial yang menempatkan perempuan 
dalam posisi serba salah. Tak dimungkiri, kata 
‘konsekuensi’ akan selalu ada dalam kamus perempuan 
ketika berhadapan dengan jalan hidup yang dipilihnya. 
[Alyn, Jasmine] 
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istem pendidikan tidak dapat dipisahkan dari 
konteks ekonomi suatu negara. Setiap negara 
memiliki sistem pendidikan yang berbeda-beda, 
misalnya, Jerman dan negara-negara Nordik 
memiliki pendidikan dasar yang wajib, diikuti dengan 
pendidikan tinggi yang dapat berupa pendidikan 
vokasional atau akademik. Sama halnya dengan 
Indonesia. Kondisi ekonomi negara yang kerap kali 
pas-pasan bergulir hingga pada aktivitas perekonomian 
rakyat. Di sini, agaknya sulit untuk membayangkan bisa 
memilih program pendidikan sesuai keinginan, dibayar 
dengan upah layak saja syukur. Itu sebab, imajinasi atas 
karier apalagi mencari kerja yang seturut dengan kerja 
kreatif otak sangatlah sulit tercapai di negeri ini. 
Pemerintah Indonesia lewat ragam kebijakannya 
mengatakan bahwa cita-cita menjadi sukses dapat 
difasilitasi negara lewat peningkatan kualitas 
pendidikan. Setidaknya dua dekade ke belakang, 
tingkat partisipasi pendidikan formal di Indonesia 
telah meningkat sebab diberlakukannya wajib belajar 
12 tahun. Program wajib belajar 12 tahun ini tentu 
memberikan dampak bagi keterjangkauan masyarakat 
atas pendidikan. Indikator Pendidikan BPS 1994-2023 
merangkum bahwa mayoritas rakyat menempuh 
pendidikan dasar dengan rata-rata 8596 partisipan 
pendidikan tiap tahunnya. Namun, jumlah tersebut 
menurun drastis dengan pendidikan menengah yang 
partisipannya hanya sekitar 5696 per tahunnya. Apalagi 
perguruan tinggi atau pendidikan lanjutan yang 
jumlah partisipannya anjlok dengan kisaran hanya 
1696 partisipan tiap tahunnya.! 
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Biaya pendidikan, terutama pada pendidikan 
menengah dan tinggi, sering kali melebihi kemampuan 
ekonomi rakyat kelas menengah ke bawah. Akibatnya, 
banyak orang dari kelas ekonomi ini terpaksa untuk 
langsung bekerja demi membantu memenuhi 
kebutuhan ekonomi keluarga, alih-alih melanjutkan 
pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.” Alhasil saat 
masuk ke dunia kerja, perusahaan melabeli mereka 
sebagai pekerja berkemampuan rendah dan kerap 
dikenal sebagai pekerja kerah biru. Rata-rata pekerja 
kerah biru, yang kebanyakan berasal dari kelas 
menengah ke bawah dan dari pendidikan ala kadarnya, 
mengalami disparitas upah dengan pekerja dengan 
lulusan pendidikan tinggi. 

Laporan BPS pada 2023 menunjukkan bahwa 
pekerja lulusan SD sampai SMA rata-rata memperoleh 
gaji pada kisaran 12 ribu rupiah hingga 17 ribu rupiah 
per jamnya. Sebaliknya, pekerja lulusan universitas 
yang biasanya kita kenal bekerja sebagai pekerja 
kerah putih memperoleh gaji rata-rata 32 ribu rupiah 
per jamnya. Ketimpangan upah antara pekerja kerah 
biru dan kerah putih di Indonesia tentunya berkaitan 
dengan faktor ekonomi-politik. Secara umum, dalam 
konteks ekonomi pasar bebas, pekerja yang memiliki 
latar belakang pendidikan tinggi atau keterampilan 
spesifik yang dibutuhkan untuk pekerjaan kerah putih 
sering kali mendapatkan kompensasi yang lebih 
tinggi dan kondisi kerja yang lebih layak. 

Lambat laun, keretakan hubungan kesadaran 
kelas antar-pekerja kerah biru ataupun putih semakin 
parah. Argumen bahwa pekerja kerah biru lebih 


tertindas dan pekerja kerah putih lebih beruntung 
menjadi satu-satunya pertahanan ideologi neoliberal 
untuk terus melegitimasi kuasa mereka. Bagaimana 
hal ini bisa dimungkinkan terjadi sebenarnya? Richards 
dan Saba (1973) menjelaskan bahwa proses pemisahan 
kelas ini sebenarnya terjadi ketika penciptaan sistem 
pendidikan oleh kaum borjuis sejak awal. 

Walaupun pendidikan yang layak merupakan 
perjuangan kelas panjang yang digeluti kelas pekerja, 
implementasinya masih kebanyakan bergantung pada 
penyusunan kebijakan oleh kaum borjuis. Dengan 
memungkinkan adanya pendidikan tingkat lanjut 
misalnya, kalangan borjuis bisa memilih pekerja mana 
yang ingin mereka pekerjakan. Bila upah pekerja 
kerah putih sudah dirasa terlalu tinggi maka halang 
rintang berupa peningkatan biaya pendidikan akan 
dimunculkan oleh mereka agar angka partisipasi 
kerja bisa berkurang. Bila protes sudah muncul dari 
pekerja kerah biru maka akan dimunculkan ketegangan 
antara pekerja kerah biru dan pekerja kerah putih agar 
massa yang tergabung dalam barisan protes dapat 
terklasifikasi dengan mudah. Begitu banyak cara yang 
digunakan dalam menimbulkan konflik horizontal 
antar-pekerja hari-hari ini.“ 

Cara-cara tersebut tidak berhenti di sana. Dalam 
sebuah penelitian berjudul “The End of a Traditional 
Class Distinction in Neoliberal Society: 'White-collar' 
and Blue-collar Work and its Impact on Chilean 
Workers' Class Consciousness” dijelaskan bahwa pada 
negara kapitalisme lanjutan, terjadi masalah baru 
dalam upaya menyatukan perjuangan kelas antar- 
pekerja. Persoalan tersebut bukan lagi soal dikotomi 
kelas pekerja ataupun anggapan yang berbeda terkait 
prestise pekerjaan semata. Lebih mengerikan lagi, 
penelitian tersebut menjelaskan bahwa antar-pekerja 
kerah putih ataupun biru sama-sama menyadari 
bahwa keduanya sejatinya benar-benar tertindas, 
baik itu dari segi upah ataupun perlindungan pekerja. 
Namun, kesadaran tersebut sangat sulit terkonsolidasi 
antar-pekerja sebab dominasi sistem kapitalisme yang 


membuat semua pekerja di sana was-was pekerjaannya 
akan direnggut dan keberlangsungan kehidupannya 
bisa berhenti. Itu artinya, tidaklah penting bagi kita 
untuk menjadi sarjana dan berusaha membingkai 
perbedaan antar-jenis pekerjaan. Sejatinya kasusnya 
selalu sama, terjadi ketimpangan kuasa antara 

kaum borjuis dan proletar yang memicu eksploitasi 
berkelanjutan." 

Dalam konteks Indonesia hari ini, kita bisa melihat 
bahwa pemerintah merencanakan persiapan generasi 
Indonesia Emas sebagai jargon keberlanjutan. Presiden 
terpilih, Prabowo Subianto, bahkan mengatakan bahwa 
ribuan pelajar akan dikirim ke luar negeri untuk belajar 
Science Technology Engineering Mathematics (STEM) 
seakan menegaskan bahwa bidang tersebutlah yang 
paling dibutuhkan sistem pasar bebas hari ini untuk 
bisa bersaing dengan negara maju." 

Pada akhirnya, belenggunya akan tetap sama 
selama sistem ekonomi kapitalis tetap berjalan. Lulusan 
sarjana akan tetap menganggur jika kapitalisme 
tidak mengizinkan untuk membuka lapangan kerja 
lebih banyak. Kemudian, pekerja kerah biru akan 
kian mengalami transisi menjadi pekerja alih daya 
(outsourcing) apabila kapitalisme tidak menginginkan 
membayar jaminan perlindungan. Selain itu, subsidi 
pendidikan akan terus dipangkas jika kapitalisme tidak 
menginginkan kemunculan kelas pekerja yang lebih 
pintar. 

Sejak awal, ternyata memang masalah tidak pernah 
terletak pada rakyat yang memilih untuk tidak lanjut 
sekolah. Bukan pula kesalahan orang yang berupaya 
mati-matian untuk bisa mengecap pendidikan tinggi 
agar mobilitas sosialnya meningkat. Sejak awal, ini 
ternyata soal pembangunan kesadaran kelas yang 
masif dan sistematis. Sejak awal, memang itulah harga 
yang harus dibayar untuk bisa setara. Pertanyaan soal 
bagaimana atau dari mana harus dimulai, itulah yang 
harus kita jawab bersama. [Penginterupsi] 
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Yang Nggak Puas Berapa Orang? 
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Sebenarnya, apa latar belakang pemerintah 
menggulirkan otonomi Perguruan Tinggi (PT) ini? 
Latar belakang yang paling utama adalah 

meningkatkan kredibilitas perguruan tinggi. 


Apakah pemerintah sudah tidak sanggup lagi membiayai 
keempat Perguruan Tinggi Negeri (PTN) ini? 

Saya tak mengatakan itu, kok. Pemerintah akan tetap 
menandai mereka. Namun, kalau ada ketidakefisienan, 
kan sayang uang dari pemerintah. Selama ini PTN boros 
dan itu merugikan mahasiswa. Supaya efisien, kita buat 
PT otonom. Pemerintah justru, kini, memberi keleluasan 
kepada masing-masing PT untuk mengurus dirinya 
sendiri. Selama ini, PTN banyak yang boros, mutunya 
turun. Dosen-dosennya mengajar di (universitas -red) 
swasta cari tambahan. Itu kan menurunkan kredibilitas 
PTN. Itu yang kita khawatirkan. 


Dana pemerintah dalam bentuk blockgrant. PT juga 
diberi kewenangan lebih untuk mencari dana. Kalau 
begitu, PT jadi profit oriented? 

Nggak begitu, dong. Cari uang kan bukan untuk profit. 


Tapi kalau UGM, misalnya, mau bikin hotel, apakah itu 
cukup tepat bila dikaitkan dengan fungsi PT sebagai 
lembaga pendidikan? 

Kalau keuntungannya dipakai untuk membangun 
laboratorium, untuk memberikan beasiswa kepada 
mahasiswa, apa yang salah? 


Dalam PP No. 61/1999, kekuasaan tertinggi PT ada 
di tangan Majelis Wali Amanat (MWA). Mengapa 
Mendiknas di situ punya kekuatan 3596 suara? 

Karena kita ingin menjamin bahwa misi PT sebagai tetap 
institusi pendidikan yang memberi kesempatan sebanyak 
mungkin masyarakat untuk mengenyam pendidikan. 


Mengapajustru mahasiswa tak diberi suara dalam MWA? 
Apa kalian bisa? Begini, kita lihat kan mahasiswa 
itu kegiatan utamanya kuliah. Ya, mungkin ia cuma 
bertahan 4—5 tahun di kampus. Padahal, kita butuh 
orang yang terus-menerus berada dalam MWA dan 
melihat bagaimana perkembangan PT dari tahun 
ke tahun. Bagaimanapun, kita punya andil 3596 di 
situ untuk menjamin pendidikan yang bagus bagi 
mahasiswa. Nah, aspirasi mahasiswa dapat ditampung 
oleh semua. Umpamanya, dalam MWA ada wakil dari 
masyarakat. Mahasiswa bisa menyalurkan aspirasinya 
lewat wakil masyarakat. 


Apa itu bisa dijamin? Selama ini mahasiswa sering tak puas. 
Ya, yang nggak puas berapa orang? 
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Seperti selamanya, otonomi keuangan di Perguruan Tinggi 
Negeri akan menjadi momok yang menjelma menjadi 
hantu. Menghantui masyarakat dan mahasiswa dengan 
biaya pendidikannya yang tinggi. Namun, mahasiswa, 
yang sangat terdampak dengan kebijakan ini, justru 
dinihilkan. Di sisi seberang, para penguasa, termasuk 
pemerintah tetap nyaman dengan berlindung di balik 
argumen perbaikan mutu pendidikan. 

Kita dapat melihatnya melalui wawancara BALAIRUNG 
oleh Bachtiar dengan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi 
saat itu, Satryo Soemantri Brodjonegoro yang dimuat 
dalam Majalah BALAIRUNG Edisi Khusus/Th. XV/1999. 


Lembaga mahasiswa biasanya memprotes kebijakan 
kampus yang dinilai merugikan mahasiswa 


Ya, tapi berapa orang itu? Anda lihat, mahasiswa 
itu kan barangkali 196 tokoh-tokohnya yang vokal. 
Yang lain kan ikut saja. Apakah yang 196 itu mewakili 
semua? Sekarang, siapa yang duduk di situ? Apa semua 
mahasiswa duduk semua di situ? Kan susah. Perwakilan 
bagaimana? Apakah ketua lembaganya? Apakah itu 
mewakili semua? Kan mungkin juga nggak itu. 


Dalam otonomi nanti, mahasiswa adalah subjek 
terbesar yang bakal terkena dampaknya. 

Makanya kita bikin otonomi ini untuk mahasiswa. 
Anda jangan mengira ini cuma untuk kami. 


Namun kalau mahasiswa tak bisa ikut dalam proses 
pengambilan kebijakan yang tertinggi, kan sama saja? 
Bukan! Kita kan bikin kebijakan otonomi ini buat 

mahasiswa. Supaya apa? Supaya pendidikan lebih 

baik. Biaya sesuai dengan kemampuan pemerintah 

dan mahasiswa yang bersangkutan. Itu tujuannya. 
Lantas, apa lagi yang diinginkan mahasiswa? Sampaikan 
kepada kami, pasti akan kami tampung. Kita akan buat 
ini lebih demokratis. Pasti itu! Tapi jangan sampai 
mengorbankan biaya atau sistem yang ada. 


Saat otonomi berjalan, mahasiswa dituntut efisien, 
kuliah mesti cepat. Tidak bisa terlalu banyak kegiatan. 
Artinya, mahasiswa akan dijauhkan dari peran-peran 
politis. 

Anda harus melihat, universitas kan sebuah 
lembaga pendidikan. Kita ingin menyediakan tenaga 
terdidik yang lebih baik. Tentunya kita mengharapkan 
satu sistem yang langgeng, berjalan baik. Sekarang kita 
mengharapkan lembaga kemahasiswaan itu menjadi 
mitra pimpinan kampus, memberikan masukan- 
masukan yang terbaik. Namun, bukan menjadi penentu 
keputusan. Nanti akan repot kalau begitu, terjadi 
dualisme. Kalau pimpinan universitas dan lembaga 
kemahasiswaan jalan sendiri-sendiri, tidak ketemu 
maunya, 'kan susah. 


Sekarang keempat PTN yang menjadi proyek 
percobaan sedang membuat proposal. Mestinya ada 
sosialisasi dulu kepada mahasiswa tentang paket PP 
yang mengatur otonomi PT 

Itu sudah kami minta, kok, supaya masing-masing 
PT menjelaskan sampai ke bawah 

Tapi sampai kini, masih banyak mahasiswa yang 
belum tahu apa maksud otonomi PT. 

Karena itu, kita minta supaya masing-masing PT 
lebih serius menjelaskannya. 


Ditulis dengan penyuntingan ulang oleh Fransicus 
Xaferius Christnaldi Ramadani. 
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Sorotan Surut, Media Susut 


ada awal 2024, Reuters Institute, raksasa 
media asal Britania Raya, merilis laporan yang 
menggambarkan kondisi media pada 2024. 
Laporan bertajuk “Journalism, Media, and 
Technology Trends and Predictions 2024” menjabarkan 
hasil survei terhadap lebih dari 300 pimpinan 
media digital dengan cakupan lebih dari 50 negara. 
Sebenarnya apa yang paling menohok dalam laporan 
ini? Ternyata, hampir dua pertiga dari responden survei 
menyatakan kekhawatiran ihwal penurunan tajam 
lalu lintas rujukan dari platform media sosial, seperti 
Facebook dan X. 

Sumber untuk laporan ini, penyedia analitik 
Chartbeat, menunjukkan bahwa lalu lintas ke situs 
berita dari Facebook turun 4896 pada 2023, dengan lalu 
lintas dari X/Twitter menurun sebesar 2796. Itu artinya, 
upaya untuk menjangkau pembaca loyal suatu media 
lewat platform media sosial yang sehari-hari mereka 
gunakan sangatlah sulit, apalagi mencoba menjangkau 
pembaca baru. Tak hanya daya kunjung atau klik yang 
anjlok, media hari ini turut kewalahan menghadapi 
kemahiran chatbot yang kian menjamur. Cukup satu 
klik penelusuran saja, maka hasil penelusuran beserta 
rangkuman akan disajikan oleh Google, Microsoft 
Edge, Yandex, atau peramban web. Artinya, media tak 
bisa lagi mengandalkan kunjungan organik masyarakat 
ketika berselancar di internet. 

Dengan keterbatasan melakukan publikasi yang 
masif lewat media publikasi model klik langsung 
maka sumber direct, organic, atau referral click yang 
merupakan indikator pengunjung suatu laman kian 
merosot tajam. Saat ini, model media digital atau 
yang kita kenal sebagai media siber belum tentu bisa 
bertahan bila tak bisa bersaing dengan sebaran konten 
organik dengan format konten cepat. Walaupun ada 
beberapa media yang berhasil melalui badai digitalisasi 
dan model cepat saji ini, kebanyakan media massa 
tak mampu bertahan, entah atas alasan konten yang 
kurang menarik atau karena alasan pengeluaran yang 
tak sebanding dengan pendapatan. 

Guncangan yang dirasakan media-media raksasa 
ini tentunya memberi efek bola salju, dari mulai 
berkurangnya pendapatan media hingga pemecatan 
karyawan, khususnya jurnalis. Model pekerjaan, seperti 
yang disebutkan dalam laporan Reuters Institute, 
juga mengalami perubahan. Saat ini, lebih dibutuhkan 
pekerja media yang piawai dalam mengemas dan 
menyebarkan konten pemberitaan, alih-alih menggali 


informasi sedalam-dalamnya. Tentu, pada akhirnya 
media massa kesulitan membenahi dirinya sehingga 
fungsi pers sebagai salah satu saluran kebenaran 
fungsional tersendat. Pada akhirnya, daya tawar media 
mungkin berada di titik nadir. 

Lantas bagaimana dengan pers mahasiswa? 

Tentu saja pers mahasiswa tak pernah dituntut untuk 
menyamai pers umum. Di samping keterbatasan 
sumber daya jurnalis dan akses atas isu, kami juga 
tak pernah dituntut menghasilkan keuntungan untuk 
menghidupi jurnalis dan lembaganya. 

BALAIRUNG sendiri masih memegang teguh prinsip 
untuk menjadi independen walaupun kemunculan 
format konten organik yang serba cepat dan berbasis 
tren turut membuat kami kelimpungan bersanding 
dengan model konten modern. Itu sebab, pada awal 
tahun ini, kami menjajaki platform baru agar luaran 
produk kami dapat menjadi barang publik secara 
menyeluruh. Lewat platform TikTok dan WhatsApp 
Channel kami melakukan proses konvergensi media. 
Upaya konvergensi ini tentunya tak kami dasari atas 
keinginan meraup klik lebih banyak. 

Sebaliknya, seturut dengan visi organisasi yang 
kami pegang sampai hari ini bahwa BALAIRUNG 
harus bisa berkontribusi secara aktif, terlebih dalam 
pembangunan komunitas pembaca yang solid dan 
tentunya inklusif. Karena BALAIRUNG bukanlah 
sekadar tempat orang berdiskusi dan belajar menulis, 
harus ada upaya transformatif dari kami untuk bisa 
membangun komunitas yang kokoh seturut dengan 
upaya menjaga lalu lintas kebenaran fungsional. 

Kembali pada persoalan awal, bagaimana daya 
tawar media hari ini? Dengan tegas kami juga 
menjawab bahwa kami adalah media yang independen 
dan berpihak penuh pada kaum yang tertindas. Kami 
sadar betul bahwa tidak mungkin semua pihak akan 
menyukai kami. Selain itu, tidak mungkin juga bagi 
kami untuk menggenjot distribusi pemberitaan lewat 
platform viral. Itu sebab, gerak kami tidak boleh lindap. 
Kami tidak boleh setengah-setengah mengawal sebuah 
isu hanya karena isu tersebut sedang masif diberitakan. 
Selama masih ada upaya dari beberapa orang yang 
kerap terjaga hingga subuh untuk menunaikan 
kewajibannya sebagai pers mahasiswa disertai dengan 
semangat untuk terus berkomunitas, kami yakin bahwa 
BALAIRUNG masih relevan. (Penjaga Dapur] 
Bulaksumur B21, Juli 2024 
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